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REFUBLIK iMOOMNESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
HOMOGRE 3! TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN BIDANG PELAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FRESIDEN REPUBLLK INDOMESIA,

Metimbang bahwa unful melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 185
hurd b Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 teptang Cipa
Eerja. perln menclapkan Peraturan Pemerintabh  tentang
Penyzlenggarann Bidang Pelayaran;

Mengingal : 1. Pasal 5 ayat (2] Undang-Undang Dasar Negara
Eepublik Indonegia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Momar 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaren Hegara Republik  Indenesia
Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844,

3.  Undang=-Unpdang Namor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {Lembaran Megara Eepublik lndonesia Tahun
2020 Momor 245, Tambahen Lembarare Negars
Republik Indenesia Nomor £6573);

MEMUTLSKAN:

Menctaplan - FERATURAN FEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BIDANG FELAYAHRAN.

BAB L. ..
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Calam Peraturan Pemerintah inl vang dimalosud dengen;

Pelayvaran adalah sall kesaluan sistem yvang terdin
atas  anglutan d1 perawan,  kepelabuhanan,
kecaclamatan dan  kecamanan, scorta pelindungan
lingkungan maritim.

Ferairan Indoncsia adalah laut icritorial Indenesia
beserta  permiran kepulauan  dan  perairan
pedalamannva.

Anpkutan di Perairan adalah keglatan menganghkut
dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang
dengan tmenggunakan kapal.

Anglutan Laut Khusus adalah kegiatan anghkutao
untuk melayani kepentingan wsaha sendin dalam
tnenunjang usaha pokoknea.

Trayvek adalah rute arau linrasan pelavanarn angkitan
dam saty Pelabuhan ke Pelabuhan lamnys.

Uaaha .lasa Terkait adalab kegiatan gsaha vang
bersifal  mempeclancar proses  kegintan Jdi bhidang
Pelayaran.

Llsaha Pokok adalab jems usaha vang disebulkan o
Jalam sural win wsehe syata perusahaan.

Kepelabuhanan adalak segala sesuate yang berkaitar
denpgan pelaksanaan  fungsi pelabuban unluk
meruryang kelancaran, leamanan, dan ketertibarn
arus lalu lintas kapal, penumpang danfatau barang,
Leselamatan  dan keamanan  berlayar, tempat
perpunidaban  infra-dan/etay antarmoda serta
mendorong perckonomian nasional  dan daerah
denpan etap memperhatibkan wea rudang wilayah,

3. Pelabuhan . ..
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Pelabhuhan adalah tempat yvang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas  tertentu
sebagsi lempsl kegiatan pemerintahan dan kegiatan
penigusahaan yang dipergunaken  sebagai  tempat
kapal bersandar, nalk turun peoumpang, dan/atau
bongkar muat barang. berupa terminzl dan iempal
berlabuh kapal yang dilengkam dengan [asihras
kezelamatan dan kcamanan Polayaran dan kcglatan
penunjang  Pelabuhan  =erta  scbagal tcmpat
perpindahan mira-danfatay antarmooda transportasi.

Pelahuhan Wiema adalah Pelabuhan  yang tungsi
pokokova melayani kegialan angkutan laut dalam
negeri dan intermasienat, alib myar angkeutan laar
dalam nececrl dan internasonal dalam jumlah hesar,
dan sebagai tcmpat asal tujuan penumpang dan/alan
barang, serta angkutan  penveberangan  dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.

FPelabuhan Penpumpul adalah Pelabuhan yvane fungs:
pokoknva melayani keglatan angkutan ko dalam
negeri, alih muat angkutan laut dalam negen dalam
jumlah menengah, dan sebagal tempat asal tujuan
perumpang  danfatau  barang, serta  angkutan
perveberangan dengan jangkavan pelayanan
ANtATproyinsi,

Pelabuhan Penyumpan adalah Pelabuhan yang fungsi
pokoknya melayam kegiatan angkutan laur dalam
negerl, alih muat angkutan lawt dalam negen dalam
jumlzh  terbatas, merupakan  pengumpan  bag
Palabuhan Utama dan Pelabuhan Penpumpul, dan
sebagal tempat asal tyuan penumpang dandatzu
barang, serta angkutan penyeberanpgan  dengan
janpgkavan pelayanan dalam provinst,

Terminal adalah Fasihtas Pelabuhan vang terdiri atas
kolam sandar dan tempatl Kapal bersandac atau
tambat, tempat penumpuksn, lempal menudnggl dan
naik turun penumpang, danfatzua tempat bhonghkar
muat bacang.

14 Termuinal . . .
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Terminal Khusus adalah Terminal vang terletak di luar
daerah lingkungan kerja dan daerah hngkungan
kepentingan Pelabuhan vang merupakan baglan dan
Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan
senddiri sesval dengan Usaha Pokolinya.

Terminal untuk Kepentingan Sendin adalabh Terminal
yang terletalt di dalam daerah lingkungan kera dan
daerah lopgkungan kepentingan Pelabuhan yang
merupakan bagian dari Pelabubhan unmuk melayam
kepentingan sendiri sesuai dengan Usaha Pokoknya.

Dacrah Lingkungan Ketja yang sclanjutnya digebat
DLEr adalah wilkyah perairan dan daratan pada
Pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan
secara langsung untuk kegiatan Pelabuhan,

Diaersh Lingkurgan Kepentingan yang selanjutnya
disebut DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr
perairan  Felabuhan yang dipergunakan  untuk
mengamin keselamatan Pelayaran,

Rencanga Induk Pelabuhan adalah pengaturan riang
Falabuhan bBerupa peruntekan reacana tata glina
tanah dan perairan di DLEKr dan DLEp Pelabuhan,

Gtoritas Pelabuhan adalah lembags pemerintah di
Palabuhan sehagai otoritas vang melaksanakan fumgsi
pengaturan, pengendalan, dan pengawasan kegiatan
Kepelabuhanan yang divsahakan secara kamersial.

Unit  Penyelenpgara  Pelabuhan  adalalhy  lembaga
pemerintah di Pelabuhan  scbagal otentas yeng
melaksanakan ungsi  pengaturan, pengendalian,
pengawasan kegatan Kepelabuthanan, dan pemberan
pelayanan jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan yang
Lelum divuzahakan secara kemersial,

Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara
Pelabuhan kepada badan usaha pelabuhan uniok
melakvkan Kepiatan penyediaan dan/atau pelayanan
jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangks waktu
tertentu dan Kempensast tertentu.

22 Badan . . .
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Badan Usaha Pelabuahan adalah badan useha wvang
kegmatan wsahanva khusus i bhidang pengusahaan
Terminal dan Fasilitas Felabuhan lainnya.,

Kolam Felabuhan adalah perairan di depan dermaga
vang  dipanakan wuntuk  kepentingan operasional
sandar dan olah pgerak Kapal.

Tata REuang adalah vwayud struktar muang dan pola
Mang.

Kezelamatan dan Keamanan Pelavaran adalah suatu
keadaan terpenuhinya persvaratan Keselamatan dan
keamanan yang menyvangkul Angkutan di Perairan,
Ecpelabuhanan, dan ingkungan maritin.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenithi persyarstan kezelamatan kapal,
pencegabian pencemaran  perairan dard Kapal,
Pengawakan, gans mudt, pemuatan, kesephterasn
awal kapal dan kesehatan penumpang, status hukum
kapal, manajemen  kezelamatan dan  pencegahan
pencemaran dari kapsal, dan manajemen keamanan
kapal untuk berlayvar di perairan Lectsntu,

Eeselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhl  persyaratan matenal,  konstruksi,
bangunan, penmnesinan dan perlistrikan, stabilitas,
tata susunan  serta perlengkapan terthasull
perlengkapan alal penolong dan radio, elektromk
kapal, yang dibukikan dengsn sertiikat setelah
dilalukan pemenksaan dan pengujian,

Badan Klasifikasi adalah lemmbaga klasifikasi kapal
yang melakukan pengaturan kekuatan Ronstruke dan
permesinan kapal, jaminan mutu maierial marne,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, den
perombalian . kapal  seswai dengan peraturan

klasifikasi.

Kapal adalah kendarasan air dengan bentulk dan jenis
tertentn, yang digerakkan dengan tenaga  angn,
lenags mekanik, energl lalnnya, ditank atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung
fan bangunan rerapung yang ridak berpindah-pindah.

30 Kapal . _ .
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Kepal Megara adalah Kapal milik negara diganakan
aleh mstanal Pemmenntahl tertenty vang dibeo fungs
dan Hewenangsan sesual dengan keleniusan pesraturan
perundanp-undangan uniuk  menegakkart buylkum
scria tugas-tugas pemenntah lannya,

Kapal Asinp adalah Kapal yanpg berbendera selain
bendera [ndonesia dan tidak dicatat dalam dafltar
Kapal Indonesia.

Awak Wapal adslah orang vang bekerja  atau
dipekerjakan Jdi atas Kapal oleh permilik atag operator
KRapal untuk melakukan lugas i alas Kapal sesual
dengan jebalannys vang lercanlum dalam buako sipl,

Makhaoda adalah salah seorang dan Awak Kapal vang
meryad) pemimpin tertinged di Kapal dan mempunyal
wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur-Pelayaran adalah  perairan  yang dan  segi
kedalaman, lebar, dan bebas hambatan Pelayaran
lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Saratia Bantu Navipasi-Pelayvaran adalah peralatan
atay sistem vanp berada di lnar Kapal yang didesaim
dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan
dan efsiensi bernavigasi Kapal danfatad laly lintas
Kapal.

Telekomunikest Pelavaran  wadalah  wlekomunikas
khusus unmuk keperluan dinas  Pelaysran yang
merupakan setiap pemancaran, penginiman atau
penertmaan tiap jemts tanda, gambar, suara dan
informasi dalam bentuk apapun melalw sistem kawat,
optik, radw, atau sistemn elektromagnetik lainnya
dalarn dinas berperak Pelavaran yang merupakan
bagian dari keselamatan Pelayaran.,

Pekerjaann Bawah Air adalah pekeraan  yang
berhubungan dengan instalasi, konstruksi, atau Kapal
vanpg dilakukan di bawah air dan/atay pekeraan o
awah air yang bersifat khusus, yaitu penpgunaan
peralalan bawah  air yang  dioperasikan dari
permukaan aie.

38, Pengerukan . . .
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Pengerukan adalalh peketjaan mengubah Lentuk dasat
pergiran uatuk mencapan Redalaman dan lebar yang
dikehendaki ataw untuk mengambil material dasar
perairan . yang  dipergunakan untuk keperluan
tertenti.

Reklamasi adalah pekepjgan timbunan <1 perairan
alay pesisic vang mengubah gars pantan dan/atal
kentur kedalaman persuram.

Kerangka Kapal adaizh zetiap Kapal vang tengpelam
atau Kandas atau terdampar dan telah ditinggalkanm,

Salvage adalah pekeraan untuk memberikan
pertolongan terhadap Kapal danjfatau muatannyva
vang mengalami  Kecelalbaan  Kepal atag  dalam
keadaan Babaya di perairan termasuk mengangkat
Kerangka Kapal atau rnntangan bawah air atau benda
lamnya.

Syahbandar adalah peiabac pemerintah di Pelabuhan
vang dianpghkat oleh Menteri dan memmlila Bewenangan
tertinggl  untuk  nenjalankan dan melakukan
pengawasan  terhadap  dipenuhimiya  ketentuan
peraturan perendanpg-undangan untuk menjamin
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran,

Koda Intemasional heamanan Kapal dan Fasilitas
Pclatuhan (Frtermational Ship and Pord Facility Security
Code] yang selanjurnya diselnf Kotla adalsh perariran
internasienal yane merdpakan amesndemsn Konvensi
Safety of Life at Sea 1974 untuk keamanan Kapal dan
Fasilitas Pelabuhan yafig terdiri dari bagitan A =ebapal
perintab dan bagian B sebapai anjuran.

Komite Keamanan Pelabuhan [Fort Securify Commattes)
vang selanjutnya disebut PSC adalah wadah vang
terchiri dari seluruh pikak terkait di Pelabuhan vang
terlibzar calam penangansan keamanau Pelabuhan.

45, Perwira . .
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Ferwira Keamanan Pelabuban (Port Security Officer)
yang =elanjutnya  dizebut P30 adalah  pejabat
sttukiural atau Hnglat di bawah kepala kantor pada
Kantor  Kesvahbandaran Utama ataun  Kantor
Kesyvahbandaran dan Ororitas Pelabuhan atan Kantor
Kesyahbandaran dan Qtoritas Pelabuhan Khusus
Batam atau Kantor Unit Penyelenggara Prlabuhan
vang hidang tugas Jdan fungsinya terkant dengan
penerapan Koda,

Koordinator Komite Keamanan Pelabuban  [Port
Secuynty Commifles) yang sclanjuinya disebut
Kourdinator P&C adalah Kepala Kantor
Hesyahbandaran Utama, Kepala Kantor
Hesyahbandaran dan Otoritas  Pelabuhan, Kepala
Kantor Kesyahbandaran dan Oicntazs  Pelabuhan
Khusus Batarn, atau Hepala Kantor Uit
Penyvelenpggara Pelabuhan yanp berada di wilayah kerja
Pelabuhan vang (Ugas operasionalnya dibantu oleh
P50,

Auditor Koda Internasional Keamanan Kapal dan
Fasilitas Pelabuhsn | ntamational Ship and Port Facility
Securtty Code) yang selanjutnya dizebut Auditor [8P3
{ode  adalah pejabat pemenntah di linglkungan
kementerian  vang  menvelenggarakan  urusan
pemetinitahan di bidang  Pelayaran yang  diber
kewenangan untuk melaksanakan verilikasi terhadap
kescaualan persvaratan mangjemen Keamanan Kepal
dan Fasilitas Pelabuban yane memiliki konperensi
dan telah dibakuhkan,

Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas
Pelabuhan  aralah  proses pemenksaan secarsa
sistematis, independen, dan terdolumentasi untuk
menilai Keefektifan penerapan manajemen keamanan
Kapal dan Fasilitas Pelabuhan lethadap Koda.

Fasilitas Pelabuhan adalah lokasi vang meliputi arca
labuh jangkar, dermaga, atau tempat keglatan
pperagional  Kepal dan Pelabuien  yang  telah
mendapatkan 12in operasional darn pemetintah.

S0, Organisasl . . .
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Organisasi  Keamanan vang Dhakui  (Recognized
Security Organization) vang selanjutnya disebut RS0
adalah suatu organisasi yvang berbadan hukum yang
mempunyai  tenaga ahli di bidang keamanan,
manajemen  tisiko, intelijen, perkapalan, dan
Kepelabuhanan.

Perwira Keamanan Perusahasn {Company Securnly
Officed vang zelanjutnya digebut CS0 adalah orang
yang diwnjuk oleh perusahan untuk memastilan
penilaian keamanan Kapal dilaksanakan, rencana
kearnanan Kapal dikembangkan, diterapkan dan
dipelihara, serta berkoordinasi dengan para Perwira
Keamanan Fasilitas Pelabuhan dan Perwira Keamanan
Kepal.

Perwira Keamanan Kapal {Ship Security Officer] vang
selanjutnya disebut 850 adalah perwira kapal yang
bertangpung jawab kepada Wakhoda, dan ditunjuk
oleh peruzahaan sebagai penanggung jawab terhadap
keamanan Kapal, penerapan, pemelibaraan, dan revisi
dari  rencana keamanan Kapal dun untuk
berkoordinasi ‘dengan €20 dan perwira keamanan
Fasilitas Pelabuhan.

FPrrwira Keamanan Fasilitas Pelahuhan (Port Factlity
Security Officer) vang s¢lanjutnyva disebut PFSO adalah
petugas yang ditunjuk oleh manajemen perusahaan
Fasilitaz Pelabuhan yang bertanggung jawab terhadap
penembangan, implementasi, tevizi dan
pemeliharaan rencana keamanan Fasilitas Pelabuhan
serta untuk bekerja sama dengan para 5340, £330, dan
pengelola Fasilitas Pelabuban. '

Penilaian Keamanan Kapal [Ship Security Assessmeni)
yvang selanjutnya dischuwt S8A wdalash bagian yang
penting dan intepral dan proses pengembangan dan
permnbaharian rencana keamanan Kapal.

Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuban [(Por? Facility
Security Asseszmert] vang selanjutnya discbut PF34
adalah suatn penpembangan dan  pembaharan
rencana keamanan Fasilitas Pelabahan.

368, Rencana - ..
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Rencana Keamanan Kapal (Ship Secunty Flan) yang
selanjutnya disebut S5F adalah suwatu rencana yang
dikembangkan untuk memastikon bahwa penerapan
dari langkah-langkah di atas Kapal dirancang untuk
meliidung orang, muatan, peralatan angkat muatan,
gudang perbekalan Kapal, atau Kapal terhadap risiko
sUAtU gangguan Keamanan.

Rencana Keamanan Fasilitas Pelabuhan (Port Faclity
Security Flanj yang selanjutnva disebut PFSP adalah
sllaty  nerencansan  yang  dikembangkan  unok
memastikan penerapan tindakan vang divancang
untuk melindungi Kapal dan Fasilitas Pelabuhan,
orang, muatan, peraletan angkut muatan, gudang
perbekalan di dalam Fasilitas Pelabohan darn nsiko
shatu pangpuan keamanan.

Kaji Ulang adalah pencrapan prnsip perbaikan
berkelanjuten [pentineal improvement] dan waktu Ke
waktu, melalul preses pengkajian secara menyeluruh
untuk  memastikan kebetanjutan,  kesesuaian,
elektifitas pelaksanaan manajemen kKeatmanan Kapal
dan Fasilitas Pelabuhan.

Internal Audit adalah suatu kegiatan audit independen
vang dilaksanakan oleh infernal organisasi dengan
tujuan  menguji dan  mengevaluasi  implementasi
manajemen keamanan kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

Deklarasi Keamanan [(Declaration of Security] yang
selanjutnya disebur DoS adalah suatu persctupusn
tertulis yang disepalati dalam menetapkan langkah
keamanan antara susty Kapal dengan  Fasilitas
Pelabuhan atau Kapal dengan Kapal yang sedang
Lerinteraksi, dalam menctapkan hndzakean Keamanan
yang diterapkan masng-rniasing pihak,

Irsidien Keamshan adalah tindakan mencungakan,
pelangearan  keameanan | atau  keadaan  yang
mengancam keamanan Kapal atay Fasilitas Pelabuhan
atan interakst Kapal atau Fasilitas Pelabuhan atau
kegiatan alih muat Kapal ke kapal.

A3, Pernvataan . .



SK Mo 0754360 A

63,

Gd.

B,

65.

59

f0.

71

N

FRESIDEN
REFUBLIK IMNDOMNESIA

- 11 -

Fernvatasn Prmenuhan Fasilitas  Pelabuhan
[Statement of Complionce aof @ FPort Facility) yang
selanjiurnya disebut S5oCPF adalah sualu pernyatzan
tertuliz dari Menternn bahwa Fasilitas  Pelabuhan
memenihi persyaratan srandar yang dipersyaratkan
dalam Koda.

Tingkat Keamanan adalah klasihkast dari risiko Kapal
dan  Fasilitas Pelahuhan menurut ntensilas atau
kecenderungan [nsiden Keamanan yang dapat terjadi
sctelah melalui proses pengamatan dan pengumpulan
data.

Tingkat Keamanan 1 {securty fevel 1} adalah Gnghkat
tdlimana tindakan mmimum  ountuk  perlindungsn
keamanan harus dilaksanakan torus meneres.

Tingkat Keamanan 2 {security leeel 2) adalah tingkat
dimana  tndakan  tambahan wntuk  perlindungan
keamanan diberlakukan  dengan  jangka  waktu
tertentu schagai akibat peningkatan risiko ancaman
keamanan.

Tingkat Heamanan 3 {zecurly lewel ) adalabh tingkat
perlindungan keamanan  secara khusus vang
ditetapkan dalam jangka waktu terhatas saar terjadi
ancaman Keamanan,

Imternational Ship  Securty  Cerlificole selargulnya
disingkat 185 adalah sertifikat keamanan EBapal
inlernasicnal.

frtermationel  Maritime  Organization sclanjutnys
disingkat 1AL ardalah orpanizasi maritim
internasional.

Perizinan Berusaha adalah legalitas vang diberikan
kepada pelaku usaha unfuk menwles dan
menjalankan usahys dangalan kegiatannya.

Badan Usaha adalah Badan Usaha milik negara,
Badan U=saha milik daerah, ateu badan hukum
[ndonesia vang Khusus didicikan unruk Pelayaran.

Pemerinah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
vang memegang kekuosasn pemenntahan negara
Republik Indonesia yang dibaniu oleh Wakil Presiden
dan menten sebagaimana dimaksad dalam Undang-
Undang Dasar MNegara FHepublik Indonesia Tahun
1594 5.

72, Pemernintzh . . .



SH Mo (2502 A

T2

T3

T4,

(1]
{2}

i3]

o

PRESIDER
REFPLIALIKE IHCHIKHESLA

- 172 -

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebaga
unsur penyelenggara  pemernntahan  deerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemenntaban Yang
menjadl kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri vang menyelenggarakan
urusén pemerintahan di bidang Pelayaran.

Sctiap Crang adalah orang perseorangan  atay
korporasi.

BAB 1
FEMBINAAN PELAYARAN

Pasal 2
Pelayaran dikuasal cleh negara dan pembinaantya
dilakukan aleh Menteri.

Pembinaan Pelayaran zebepaimana dimaksud pada
avat {1} mehputn

a. penpaturan;
b, pengendalian; dan
. PETIgaWA5AN.

Penpaturan sechapaimana dimaksud pada ayar (2)
hurul a meliputi penctapan kebjjakan dmuarm dan
teknis, paling sedikit memuat:

4. norma;

b. standar;

c. pedoman;

d.  kritena;

€. perencanaan;
. prosedur,

persvaratan Keselamatan dan Keamanan
Pelayaran; dan

L

h. P=rizinan Berusaha,

[4) Perigendalian . . .
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Penpendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf ®» meliputi pemberian  arahan, bimbingan,
pelatihan, Perzinan Berusaha, sertifikasi, serta
bantuan teknis di Dbidang  pembangunan dan
pongoperasian.

Pengawasan sebagaimana dimakswd pada ayat {2
huruf ¢ melipuli kegiatan pengawasan pembanganan
dan pengoperasian agar sesuail dengan Ketenruan
peraturan perundanp-undangan termasuk molakukan
audit, inapeksi, pengamatan {(serveniipace), pemantauan
(mromitormg), dan uii petik (ramp cheek}, serta penegakan
hukum.

Faszal 3

Pembinaan FPelavaran sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 2 bertujuan untiuk:

A,

memperlancar arus perpindahan orang danfatau
barang secara massal melahwi  perairan  dengan
selamal, aman, cepat, lancar, lerliby dan teratur,
nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang
terjangkau oleh daya beli masyarakat;

meningkatkan penyelenyparaan kegiatan Angkutan di
Perairan, Kepelabuhanan, Kezetamartan dan
Keamanan Pelayaran, scria pelindungan lingkungan
maritim sebagai bapian dari keselurohan moda
transportasi sécara terpadu dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan tcknolog,;

mehgembangkan kemampuan  armada  anghkutan
nasional yang tangguh di perairan zerta didukung
industti perkapalan yang andal sehingga mampu
memenithi kebutuhan anglkutan, baik di dalam negeri
maupun dari dan ke luar negeri,

rmengembanpgkan usaha jasa Angkutan di Ferairan
nasiunal yang andal dan kerdaya sawng serta didukung
kermudahan  memperoleh  pendanaan,  keringanan
perpajakan, dan industri perkapalan yang tanpguh
schingga mampu mandiri dan bersaing,

£, menciptakan . . .
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menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja pada
jasa tetkair dengan Anglutan di Perairan dan jasa
terkait dengan Kepelabuhanan dengan membenkan
kemudahan, pelindungan,  Jden pemberdayaan
terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan
tetap memperhatikan keseunbangan dan kemajuan
antar daerah dalam kezatuan ekonomi;

memngkatkan kemampuan dan [eranan
Kepelabuhanan zerta Keselamatan dan Keamanan
Pelayaran dengan  menjamin tersedianya  Alur-
Pelayaran, Kelam Pelabuhan, dan Sarans Bantna
Navigasi-Pelayaran yanp memadal dalam tangka
menunjang Angkutan di Perairan,

mewujudkan sumber dava manusia yanp berjiwa
bahari, profesional, dan mampu mengikuti
perkembangan kebutuihan penyelengraraan
Pelayaran; dan

memenuhi pelindungan lingkunpan maritim dengan
upays pencegahan dan penanggulangan pencemaran
vang bersumber dar kegtatan Anglkutan di Perairan,
Kepelabuhanan, serta Keselamatan dan kKeamanan
Pelayaran.

BAB I
ANGEUTAN D PERAIRAN

Pasal 4

Penyusunan jaringan  Troyek tetap dan  toratur
sebagaimana dimaksued dalam Pasal © ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nemer 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan i Perairan sebagaimana telah diubah
dlengan Peraruran Pemerintah Nomor 22 Tahuan 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemermtabh Nomor
20 Tahun 20173 tentang Angkutan i Perairan
dilakukan bersama oleh Pemenntah Fusat, Pemerintah
Daerzh, dan asocsiast perusahaan angkutan  lzuat
nazional dengan memperhatikan masukan asosias)
pPengguna jasa angkutan laut.

2] Penyusunan . . .
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Penyusunan jaringan Trayck tetep dan  teratur
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dikoordinasilkan
oleh Mcnten,

Jaringan Trayek tetap  dan teratur  disusun
berdagsarkan rencana Trayek tetap dan feratur yang
disampaikan vleh perusahaan angkutan laut nasional
kepads Menteri dan usolan Trayek dar Pemerinah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaat
angkutan laut nasional.

Jaringan Trayek tetap dan teratur anghuian laut dalam
regeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Menteri.

Jaringan Travelk yang telah ditetapkan scbagaimana
dimaksud pada ayat (4 digambarkan dalam peta
jaringan Trayek dan diumumkan oleh Menteri pada
forum koordinasi informasi muatan den rmang Kapal.

Peta  Jaringan  Trayek vyang ielah  ditetapkan
sebapaimana dimaksud pada ayat (5) disebarluaskan
melalui media cetak danfatau media elekiromk.

Pasal 3

Jaringan Trayek tetap dan teratur anghuian laur dalam
neper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayvat [4)
dapat dilakukan perubehan berdasarkan usulan dari
Pemerintah Puzat, Pemerinrah Daerah, dan asosiasi
perusahaan angkutan laut  pasional  dengan
mmenambah 1 (satu) aran lebah Travek bama.

FPenambahan Trayek tetap  dan teratur baru
sebagaimana dimaksud pada avat [1] dilakukan
dengan memperhatikan:

a  #danva potensi kebutuhan jaza angkutan lae
denpan perkirean lfaktor muatan yang layak dan
berkesinambringan; dan

b. terzedianya . .
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b. tersedianya Fasilitas Pelabuban yang memadai

atau lokasi lain yang ditunjuk untuk kegiatan
bongkar muat  barang  dan  naik/turan

penumpang yang dapat menjamin Keselamatan
Pelayaran.

Pasal &

Kegiatan Anglutan Laut Khusus dilakukan oleh Badan
Usaha wuntulk meownjang Usaha Pokok unok
lkkepentingan sendiri dengan  menggunakan  Kapal
berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan
Kelaiklautan Kapal dan diawalti oleh Awnk Kapal
berkewarganegaraan Indonesia.

Kegiatan Angkutan Laut  Khusus =zebagaimane
ditnaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Perizinan
Berusaha,

Hegatan Angkutan  Laut  Khuasus  schagaimana
dimaksud pada ayar (1] diselenggarakan dengan
menggunakan Kapal berbendera Indonesia yang laik
lant dengan kondisi dan persyaratan Kapal sesuai
dengan jenis kegiatan Usaha Pokoknya. '

Kegiatan  Angkutan  laut  Khusus  sebapaiinana
ditnaksud pada avat [1] dilarang mengangkut muatan
atau barang milik pihak lain dan/aten mtngangkut
muatan atau barahg urmum.

Pelaksana kegiatan angkutan laut asing yang
tone'akulear keplatan  Angkatan Laut Khusus ke
Felabuhan Indonesia atou Terminal Khusus vang
terbuka bagl perdagangan luar negeri wajib menunjuk
keagenan Kapal.

Pelaksana  kepiatan Anglutan Laut Khusus
schagaimana aimaksud pada ayat (5] hanva dapat
menjadi agen bagl Kapal miliknya sendin.

Badan Ussha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan badan hukum lndonesia yang melakukan
kegiatan Usaha Pokok di lidang:

a, mdasteg; ...
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a.  industei;

Ir.  leehuranan;

i parivisate;

d. pertambangan,

- pertanian;

f.  perikanan:

g Jasa konstruksi; dan

h kegiatan penclitian, pendidikan, dan pelatiban.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keagenan Kapal
scbhagaimana dimaksud pada ayat [3) diatur dengan
Peraturan Menteri,

Pasal 7

Pelaksana  keglatan Anplutan Laur Khusus
sebagainans dimaksud dalam Paza] & avat (1] weagib
melaporkan pengoperasian Kapalnya kepada Menteri

Felaksana kegiatan Anglkutan Lavr Khusuas yang tidak
nienyampaikan laporan  pengoperasian  Kapaloya
sebagaimana dimaksud pada ayac [1) dikenal sanksi
administratil berupa tidak diberikan pelavanan di
Felabuban atau Terminal Khusos.

Pasal B

Kapal sebagaimzna dimaksud dalam Pasal 6 ayat [3)
terypakan Kapal yang mengangkut bahan bakuy,
peralaten produksi, danfatan hasil produksi untuk

kepentingan  sendini dalam raenoajang Usaha
Fokoloya.

Dalare hal pelaksana kegiaton anglutan laut asing
tidakk melaksanakan kewajibannya  schagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayal [5), Kepal wang
dioperasikan dikenai sanksi administratif berupa tidak
diterikan pelavanan di Pelabuhan atae Terminal
Khusus.

Fagal 9, .
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Pasal O

Untuk kelancaran kegiatan Angkutan i Perairan,
dapat diselenggarakan Usaba Jasa Terkait.

Usaha Jasa Terkaii sebaxaimana dimaksud pada ayat
|1} dapat berupa:
2. bongkar muat barang;
b.  jasa pengurasan Lransportasi,
angkutan perairan Pelabuhan;

2

penyewanan peralatan  angkutan  laut atan
peralatan jasa terkait dengan anghulan laut;

tally rmandir;
depo peta ku_:maai;
pengeioloan Kapal:

T m =

perantara Jjual beli dan/atawn sewsa Kapal,
keagenan Awax Kapal,

[
"

keapenan Kapal; dan

| .

k. perewatan dan perbaikan Kapal

Pagal 10

Kegiatan usaha bengkar muat barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat [2) huraf a merupakan
kegiatan ussha yvang bergerak dalam bidang bongkar
dan muat barang dari dan ke Kapal di Pelabulwn.

Kepiatan usaha Longkar muat barang sehaganmana
dimalzznd pada ayat (1} dilakukan oleh Badan Usaha
yvang didivikan khusus untuk bongkar muat barane i
Palabuithan.

Badan Usaha vang didirilcan khusus schagaimana
dimsksud pada avat (2} dapat melakukan kepiatan
bongkar muat barang di Termimal muitipurpose dan
lzanvensional.

(4) Badan . ..
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Badan Usaha scbapmmana Jmeksud pada ayat (3)
waiih bekerja sama dengan:

a.  penvelengpara Pelabuhan; atau

ki Badan Usaha Pelabuhan vang iclah mendapatkan
Konseat.

Faszal 11

Perusahaan anghkutan laue naszional dapat melakukan
kegatan bongkar muar barang tertenta untuk Kapal
vang dicperasikanriya,

Kegiatan bongkar muat schagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang dilakukan cleh perusahasn angkutan laae
nasional, izin usahanya melekat pada izin Usaha
Prkoknova.

Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayar [1)
meliput] barang:

a. milik penumpang;

k. curah cair vang dibongkar atau dimuat melalud
pipa;

o, curan kering yang dibonghkar atan dimuoat melahn
conrerer atal sejemsnya; dan

d. yang dianghut di ztas kendaraan melalai Kapal
To-TO,

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan
Longkar muat semus  jenis barang apabila i
Pelabahan  tersebut  ddak  terdapat  perusahaan
bongkar mual bareng,

Perusahean anglutan laut nasional sebapaimana
dimaxaud pada ayvat (4} harus memiliki Kapal yang
dilangkapi dengan peralatair bongkar rauaf barang dan
tenaga ahli

Fasal 12 . ..
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Pazal 12

Kegiatan usaha jaga pengurusan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayal (2) hural b
meliput;

a,
b

oono@mon

b s

Hm & 33

pEnerimaan,

pengelolasn penyimpanan,
s0riasi;

pengepakan;

pcnandaan;

pengulkuran;
penimbangan;

pengeloluan transportasi;

penerbitan dokumen anghutan barang melala
moda transpertasi darat, laut, dan/atau udara;

penguruzan penyelesaan dokumen;

pemesanan rudngan penganglout:

PETLEITIIIAT;

pengelolaan pendistriliisian;

perhitungan biava angkutan dan logistik;

klarmn:

asuransi atas pengiriman barang;

penyelesaian tagihan dan bava lainnya yang
diperlulan;

penyediaan sivtemn informasi dan komunikasi;

layanan togistik penvediaan layanan logistik di
pasar nasionsl  dan  internasional  secsra
konvensional dan fatau elcktronik;

L penyediaan . ..
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t. penvediaan ¢-canmerce, teknologl internct yang
menggunakan sistemn satelic yang memungkinkan
pelacakan real-fime barang,;

u.  pengangkut kontraktual atau non vessel opgrator

common carrter (NVGCC), dan

v.  barang kKhusus bawaan sesuar dengan ketentuan
petaturan perundang-undangan,

Kegiatan  usgha jasa  pengumisan transportast
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Badan Usaha yvang didirikan khusus untuk usaha jasa
penEunisan transporkasi.

Dalam hal pelaksanaan penginiman dan pencrimasil
barang melalul transpeortasi darat, perkerctaapian,
laut, dan udara, pemilik barang harmas menunjuk
peruzahaan jasa pengurusan- transportasl sefempat
dimana kegiatan tersebat dilakukan.

Pasal 13

Usaha jasa pengirusan [ransportasi yang dilakukan
oleh usalhin patungan dan peoanaman modal asing
wajib memiliki Perizinan Bemasaha.

Perusehpan  jasa  penguariazan transporfasi  yang
bersfatus penanaman modal asing wajibh melaporkan
Perizinan Berusaha sebapaimana dimaksied pada ayat
(1) kepada Menteri.

Pasal 14

Pembukeaan kantor cabzang perusahasn ja0a
PENELTUSAD transpartasi dalakukan dengan
memperimbangkan adanya barang vang akan dikinm
dan/atay ditcruma dari dan/atau ke wilayah sctempat
secara berkesinambungan.

i2) Pernbukaan . ..
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i2] Pembukaan kantor cabang perusahaan  jasa
penguruzan transportas sebagaimana dimalksud pada
avat (1} wajib memenuhi Perizinan Broruzaha.

Pacal 15

Unfuk mengurang! risiko tangmung jawab serta menjamin
phak yang dirugikan, perusanaan  jasa  peEngUIUSan
transportast wajib mengasuransikan barangnya dan/fatau
tangeung jawabnya.

Paszl 15

(1} Perusahaan nasional jasa pengurusan tranaportasi
yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha hanus
memiliki  sumber  daya manusia  yang  terampil
dan/atau kompeten di bidang jasa pengurusan
tratsportas.

(2} Peningkatan keterampilan  dan/atau  kompetensi
sumber daya manusia di bidang jgsa pengurusan
transportazi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
diselenggarakan ol¢h Pemerintah Pusat serta dapat
bekerja sama dengan ssosiasi terkait sesuai dengan
ketentuan prraturan perundang-undangaty.

Pazal 17

[1] Hegratan usaha anpgkutan  perairen Pelabuban
sebagaimana dimaksud dalam Puasal 9 ayat (2) huraf ¢
merupakan  Kegiatan usaha untuy memindahkan
perumpang dan/atau barang darl dermaga ke Kapal
atay s¢baliknya, dan dan Kapal ke Kapal di perairan
Pelabuhan,

{2] Kegatan uvspha  a2npkuran perairan Pelabuhan
sebagmamana dimakzud pada ayat 1) dilskukan oleh
Badan Usaha vang didirikan khusus untok usaha
angkutan perairan Pelabuhan,

(3) Selain . . .
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i3]  Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayarc
(2}, kepiatan usaha anpglutan perairan Pelabuhan

dapat dilabukan «wleh perusahaan angkutan laurt
nasional.

i4) Kegietan usaha angkutan perairan  pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yvang dilalogkan
alely  perdsahaan  angkutan  laut nasiopal, 20
uszahanya melekat pada izin Jsaha Pokoknya.

Pa=zal 18

{1} Kepiatan wsaha angkulan  perairan Pelabuhan
dilalrukan di dalam DLEr dan/atau DLEp Pelabuhan.

2] Bagl Pelabuhan yang beium memiliki Rencana Inchuk
Pelabuhan dan DLEr dan/fatan DLEKp Pelabuban,
penyelenggara  Pelabuban dapat menetapkan area
kegiatan anghkutan perairan Pelabuhan  denpan
memperhatikan aspek Kesclamatan dan Keamanan
Pelayvaran.

(3} Kegialan angkutan perairan Pelabubaea sebagnimana
dunaksud pada ayat (1} dan ayal §2) dilaksanakan
dengan mengmunakan Kapal yang memenuhi
persyaratan kelalilautan sesual dengan ketentuan
peraturan peruncdang-undangan.

Pasal 19

Ferusahaan  angkutan  laut  nasonal  atau permilik
barang/kuasanya dapal menunjuk perusahaan anglutan
perairan Pelubuhan  di Pelububan  setempat  untk
melalukan pelaksanaan keyiatan  memindahkan
pcnumpang dan/atay berang darl dermaga ke Kapal atay
sebaltlnya, dan dari Kapal ke Kapal di perairan Pelabuhan.

Passl 20, .
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Paszal 20

Uik oienunjang usaha angkutan  perairen
Pelabuhan,  perusahaan angkutan  peraican <
Pelatiihan dapat  membuka  kantor  cabang
pcrusahaan,

Kantor cabang pérusabaan angkutan perairan di
Pelabuhan zebagaimana dimmakaud pada ayat (1),
merupakan bagian organik vang tidak terpisahkan dari
katitor pusat,

Fazal 21

Tanif angkutan perairan Pelabuhan terdin atas  tarifl
angkutan penumpang dan tarf angkutan barang.

fL)

(<)

(3

Fazal 22

Tarif anghutan penumpang schagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 terdiri atas j=nig taril uniuks:

a.  leelas ekonomi: dan
b, Lkelas non-ckonomi.

Besaran tanf pemayanan jasa angkutan  peraitan
Fclabuhan  ditetapkan  atas  dasar  Lkesepakatan
bersama antara penyetlia jasa dan penggunsa jasa
berdasarkan jenis, struiiur, dan goelongan tanf dengan
mengpunakan pzdoman perhitungan vang ditetapkan
el Menten,

Struktur tanf angkutan penurnpane Kelas clkonomi

stbageimana dimaksud pada ayat (1) hueal a tendini
atag tanfl dasar dan farif jarale.

(4} Strultar, .
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Struktur  tarill pelavanan kelas  nan-ekonomi
schagaimana dimaksud pada avat (1) haraf b terdiri
aras tarif dasar, tarif jarak, dan tadl pelayanat
tzmbahan.

Besaran tarif angkutan penumpang kelas ckonom
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hurul &
ditetapkan oleh Menter,

Besaran tarl sebagaimana dinaksud pada ayat (5)
merupakan tanf batag atas.

Bezaran tanl anpkutan penampang Don-eRotiom
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hurad b
ditetapkan oleh penyelenggars angkutan berdasarkan
tingkat pelayanan tambahan yang diberikan.

Fasal 23

Besaran tarif angkutan barang sebagamana dimalksud
dalam Pazal 21 ditctapkan eclch penyedia  jasa
aAngkutan perairan Felabuhan berdasarkan
kegepakatan antara pengpuna Jdan penyedia Jasa
angkutan sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan
taril yang ditetapkan oleh Menteri.

Jenis tanl angkutan barang sebsgaimana dimalesud
pada ayat (1] terdin atas:

a. barang yang sesual bentuk dan  sifatnya
tmemerlukan penanganan secara Wimim,

k. Barang khusus yang karena sifat dan ukurannya
memerlukan penanganan khosus antzra lam
kayy pelondongan, barang curah, rel, dan ternak;

c. barang berbahayva yang karena sifat, cin khas,
dan keadaannya dapat wmembahayakan jiwa
manusia dan lingkungan, yang dapat berbentuk
bahan cair, bahan padat, dan bahan gas, dan

d. kendaraan beserta muoatannya yvang Jdianegkot
Kapal ro-ro.

(3 Stuktor . .
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Struktur  tanf  angkutan barang scbagaimana
dimaksud pada ayat {1], rerupakan kerangka tanl
vang dikaitkan dengan:

lekhususan jenis barang;
bentuk kemasan;

nog oo

volume atdau berat barang; dan
d. jarak atan waktu tempuh,

Golongan  tanf  angkutan  barang  sebapaimana
dimaksud pacla avat (1) memipakan penggolongan tarif
yang ditetapkan berdasarkan:

a. jenis barang yang dianghut mencakup barang
urmmum, peti kemas, curah kenng, cursh cair, gas,
dan ternak;

L. jenis pelayanan mencakup pelayanan biasa dan
pelayanan khusus misalnya menggunalian reefer
coniamer;

c. [lasilitaz angkutan mencakup fmalitas angkatlan
unirmoda dan mulbmoda; dan

. klazifikasi mencakup:

i, berdasarkan sifat bBarang misalaya barang
mengeangey dan barang berbabaies;

2, berdasarkan ukwannyva musadnya oeer
dintension, atau

3. berdasarkan gifat penanganannya misalnya
profpct cargo Jenpan ukuran dan bentok
khusus,

Pasal 24

Perusahaan nasional angkistan perodran Pelabuhan
vang telah mendapatkan Peorizinan Berusaba hanis
merniliki sumber daya manasia yang  terampil
danfatan kompeten di bidang angkutan perairan
Pelabuhban.

(2] Peiungkatan . .
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Peningkatan keterampilan dan/atan  kompetensi
sumber daya mamusia di bidang anglkutan perairan
Pelabuban schagaimana dimaksud pada ayac (1]
diselengparakan oleh pemerintal danfatau asosiasi
melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undancan.

Fagal 3%

Kegiatan usaha penyewsasn peralatan angkutan laut
atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laot
merupalan  kegiatan usaha yang bergerak dalam
bidang yvang diperlukan bagi terlaksananya penyewaan
peralatan angkutan laut atau penyswaan peralatan
jasa terkait dengan angkutan lant yang dapat
mencakup keglatan:

a. peonycwaan peraletan angkutan laut,

b. penvewaan peralalan bongkar muat;

C. penyewaan peralatan ]asa PRNEUMLEAT
Lransportasi;

d. peoyewaan peralatan fally mandm;
penycwaan peralafan depo peti kemnas;, dan/atau

[ penyewaan peralatan perbatkan dan
pemelinzraan kapal.

Kegiatan usala penvewaan peralatan anglkutan laut
atay] peralatan jasa terkait dengan anghkutan Jauc
sepagaimana dimalksud pada avat (1} dilakukan cleh
Badan Ysaha vang didirkan khust's untuk usaha
petiyewasan peralatan angkutan laut atau peralatan
jasa terkait dengan anglutan laat,

Dalam hal pelaksansan  penyewaan  peralatan
angkutan laut atau peralatan jasa terkail dengan
anglutan laut, peruszhaan anghkutan laut nasional
atau perusahaan Usaha Jasa Terkait angkutan laat
nasional dapat menunjuk perusahaan  peRyeEwWaan
peralatan anghutan laut atau peralatan jasa terkait
denjran angkutan laut sewempal dimana  keglaian
tersebut dilalkukan, ’

Pazal 26 ..
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Pasal 26

Kegiatan usaha tafly mandiri sebagaimana dimaksud
dalam1 Pasal 9 avat {2) hurul ¢ merupakan Kegiatan
jasa  menghilung, mengukur, menimbang, dan
membuat  catatann  mengenal muatan unluk
kepentingan pemilik muatan dan/atau penganglyt.

Kegiatan usaha tally mandiri sebagaimana dimaksud
pada ayat |1} dilakukan olch Badan Usaha vang
didirikan khusus untuk usaha tally mandii

kKegiatan usaha talfly mandin zebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapac dilakulan di Kapal pada lkagiatan
steverdoring  terhadap  sevap” Kapal berbendera
Indonesiz maupun Kapal Asing yang melakukan
kegiatan bongkar muat barang dari dan ke Kapa) di
wilayah kerja Pelabuhan, atas permintaan pengpuna
jasa tally mandir,

Kegiatan rafly mandiri scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan eargodoring,
racetring, delivery, stuffirg. dan siripping di Pelabuhan,
Terminal, depo peti kemas atau  gudang  atas
pernintaan penggana jasa fally mandir,

Selain Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
12], kegiatan tally mendin dapatr dilakukan cleh
perusahiaan angkutan laut nasional, perusahaan
bonghar muat atau perusahaan jasa pengarusan
transporiasl Lntuk kegiatan stevedoring, cargedoring,
recelving, delivery, stiffing, den stAipping ped Kemas
bag hepentinpanmnya sondiri

kepiatan rally mandini sebagaimana dimaksgd pada
wyat () yang dilaktlkan aleh perusahaan angloatan laue
nasional, perusabesn bongkar muat, atay perusahaan
Jf1Ea mengunusan ransportagsi, izin usahanya melelat
pada izin seha Pokoloyya,

Fazal 27 ...
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Faszal 27

Pelaltsanaan kegiatan fally mendin  schagaimana
dimalksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan
mecnggunakan  peralatan dan  tenaga  kerja vang
meruliKi Keahlian dan kompetensi i Widang tally
mandiri.

Peralatan talfy mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) haris memenuhl perayavatan lajk operasi dan
renjamin keselamatan kerja.

Tenaga kerja telly mandiri sebageimana dimaksud
pada ayat (1] harus memiliki keterampilan dan/ataa
kompetemsi ahli di pidang  tafly mandiri yang
dibuktikan dengan sertifkat,

Tenaga kerja telly manditi sebagannana dimaksnd
pada eyal {2} wajib mengikuti kegiatan pelatihan tally
mandin  yvang diselernggarakan oleh  pemerintah
dan/atal asosiasi melalui pendidikan dan pelatiban
sesnai  dengan  ketentuan  persturan peruncdang-
undangan,

Pasal 28

Perusehaan angkutan laut atau pemilik barang atan
kuasanya dapat menunjuk perusahaan tafiy mandia di
Pelabuhzn atau Terminal seterapar untuk melakukan
wepiatan tally mandiri,

Perusnhaan tafly mandivi yang ditunjuk sebagaimana
dimaltsud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada
penyelenggara  Felabuban  sebelum melakulan
kegiatannya.

Pasal 29 . . .
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Pasal 25

{1] Untuk menuniang pelayanan keglatan fally mandirt di
Pelabuhan, perusahasn tally mandiri hanya dapat
rmembiuka kantor cabang pada provins teinpat kantor
pusatnya berdomisili.

(2) Kantgr cabang perusahaan {elfy mandiri scbagaimana
dimaksud pada ayat [1) me=rupakan bagian arganik
yang tidak terpisahkan dari Kanlor pusatnya.

Pasal 30

(1} HKegiatan usaha depo peti Remas  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal § ayat (2] huruf { melipui:

a. penyunpanan dan/atay penumpukan pet kemas;

lr.  pembersihan atan pencucian, perawatan, dan
perbaikan peti kemas;

. kegiatan konsolidasi bongkoar atau muat barang
dari dan ke dalamn peti kemas yvang dimiliki oleh
Ietihr dari 1 (satul pemilik barang (fess than
cohtdiner bad cargy; atauw

d.  kegiatan lain terdiri atas:
pemindahan;
Pengaturan atau angsur,

penataan;

S

Hft on fifl off secara mekanik;
pelalisanann survei;
PoREcTnasan,

pelabelan;

I B <

pengikatan ) pelepasan;

%, pemeriksaan . ..

S Mo 9252004,
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2. pemeriksaan lisik barang;
10, penerimaan;
11. penyampalzn, dan

12, tempat penimbunan yang peruntukannya
untuk kegiatan depo petu kemas dalam
pengawasan kcpabranan.

Kegiatan wusaha depo peti kemas  sebagaimana
dimuksud pada ayat {1) dilaksanakan oleb Badan
Usaha yang didivikan khosus untuk usahe depo peti
kemus.

Kepiatan vuzaha depo pett kemas vang dilaksanakan
ety Badan Usaha sehagaimana dimaksod pada
avat (2) dilakukan di luar OLKr Pelabuhan,

Pasal 31

Untuk kegiatan usaha depo peti kemas vang dilakukan di
dalam [LEr Pelabuhan dilaksanakan cleh Badan Usahe
melglus mekanisme kerja sama dengan Badan Usaha
Felabuhan danfdatau penyelenggara Pelabuhan.

(1)

(2]

)

Pasal 32

Untuk menunjang pelayanan kegiatan usaha depo pell
kemas, pertsahaan depo potl kemas dapat meminakea
kantor cabang,

Perusahaan depo petl kemas yany membuka Kangor
cabang scbagaimane  dimaksud pada  awvat  [1}
pelakzanaannya dilakukan sesua dengan ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Kantor «cabang perusahaan depe  pett kemas
sebagaimana dimaksud pada ayal [1) merupakan
bagian organik vang tidek terpisahkan dan kantor
pusatnya.

Pasal 33 . ..
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Pasal 33

Perusahaan depo peti kemas vang telah mendapatkan
Permnen Beryisaba haras memubki sumber daya
manusia vang terampil danjarau kompeten di bidang
depn pet kemas.

Feningkatan keterampilan dan/atan kompetensi
sumber daya manusia 1 hidang depo peua kemas
sebapaimana dimaksud pada avat {1] diselenggarakan
gleh pemerintah danfatan asosias melalu pendidikan
dan pclatihan scsual dengan ketentuan  peraturan
perandang-undangan.

Paszal 34

Kegiatan wusaha pengelolaan Kapal scbagaimana
dirmaksud dalam Pasal % ayat [2) bueal g merupakan
kegintan pengelolaan Kapal di bidang tekmus Kapal
rmelipati perawatar, et Siapan pengedokarn,
penyedinan suky cadang, perbekalan, pengawakan,
asuransi, dan sertifikast Kelaiklautan Kapal.

Kegialan  usaha  peneelolaan Kapal  sebapaimana
dimaksod pada avat (1) dilakukan olch Badan Usaha
yang chchrkan khusgs untolk gsaha  pengelolaan
Kapal.

Selain Badan Usahga sebagatmana dimaksud pada ayat
{2}, kcgiatan usaha pengelolaan Kapal dapat dilakukan
aleh perusahaan angkutan laut nasicnal.

Reglatan  wgaha  pengelolaan Kapal  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 yang dilakukan oleh
perusahaan angkutan lant nasional, Zin usahanya
melzkal pada 1zin Usabha Pokoknyva.

Pasal 35 . ..
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Pasal 35

Eegiatan usaha pengelolaan Karal merupakan kepiatan
pengelolaan Kapal di bidang teknis Kapal.

(1}

(2]

(3}

Pasal 3t

Untull memenuhn persyaratan Kelaiklautan Kapal,
perusahaan pengelolasn Kapal wajib  memastikan
Kapal vang dikelola mcomenuhi persyaratan sesual
dengan kEzteniuan peraturan peruadang undangan,

Untuk remastikan Kapal vane dikelola memenuohi
persyaratan scbagaimana dimalsud pada aval [1),
perusahaan pengelolaan Kapal harus menstapkan
standar dan prosedur operasional sistem parawatan
Kapal terencana,

Penectapan standar Jdan prosedur operasional sistem
perawatan Kapal tzrencana schagaimana dimaksud
pada ayat [2) paling sedikit memuat data;

A,  ideutiikasi seluruh konsoraksi lambung,
permesinan, peralatan dan perlenghapan Kapal,

b, jadwal pelaksanaan pemeliharaan dan pengujian
terhadap  konstruks!  lambung, permesinan,
peralatan  dan  perlencilapan  Kapal sesuad
persyaraten manajemen Keselamatan Kapal;

c.  pelaksamaan pemcliharaan, pemeriksasn, dan
[eOgUlIan Tuting

d.  pengelolaan vanp beriiubungan dengan pihak
kotigsn lerkait pemeliharaan Kapal; dan

e. iaporan hasil evaluasi pemeliharaan Kapal secara
berkala, dan disampaikan kepada pemilik Kapal,

Pasal 7 ...
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Pasal 37

Fenyelengparann kegiatan persizpan  pengedokan
Kapal dilakukan untuk  memastikan  jadwal
pengedokan Kapal yang dikelola dilaksanakan sesual
dengan wakiu dan tempeat yang Jditetapkan.

Eeglatan persiapan pengedokan Kapal paling seddat
mel1puts;

pembuatan jadwal pelaksanaan pengedokan;

Ir, pembuatan  daftar  perbaikan  Kapal  sesuai
pekeraan  perbaikan vang  akan o dilakukan
termasuk dalter perbaikan eekeqaan dan catatan
pada laporan pemeriksaan dar aspek Slotulory
dan  klasilikasi pada  saat pengedokan
sebelumnya;

¢, pemeriksaan rencana pemeliharaan dan
perbankan Kapal,

d. koordinas denpgan pihal gelangat Kapel
dan/atau  kontraktor untuk — menstaplan
pembapian jenis pekerjaan dan daltar pecbaikan
Kapal;

g pemeriksaan gambar rencana pengedokan Kapal;

f.  penyiapan rencana kebutubhan operasional Kapal
sebclum pelaksanaan penpedokan Kapal selesal
paling sedikit meliput::

1. rencana pengisian bahan bakar minyak dan
aIr towar,

2. mengumpulkan semua dokumen darn pihak
falampan  termasul laporan pengedodarn
uniuk hepentingan pengurdsan sertihkas;
dan

3. reneana pembayaran pada pihak galangan
Kapal dan/atau kontraliter;

g. inventarizasi . ..
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inventarisasi laporan pengedokan pating sedikit
me liput:

1. laporan hasil penpukuran deararce as
kemudi dan propefler;

2. laporan penpguluran jangkar dan rantal
Janghkar;

laporan aktritas kena pengedokan;

4. laporan penggantian spare par! mesin dan
listrik;

3. lapuran penpguinaan bahan lkanstruksi,

&, laporan pengukuran clearance permigsian;

Y.  laporan hasil megger lesl;

K. aporan inventans Kopal;

9. laporan  hasil  evaluasi  penyelesalan

pekerjaan; dan

10, laporan pemet;iksaan aspek standory dan
klaszifikasi, serta sertifikasi Kapal

Pasal 38

Penyvelengparaan Kegiatan penyediaan sukua cadang
Kapal dilekukan untuk memashkan ketersediaan suku
cadang vang diperluken untuk Kapal yang dikelola
551131 dengan spesifiikast dan kebuthan.

Kegiatan penyediaan suku cadang Kapal schagaumana
ditnaksud pada ayat (1) paling sedikit:

A.

by,

inventansasl suku cadeng yang dibutuhkan,

pernbuatan dattar suku cadang vang Jdiperlukan
secara berkala; dan

koordinasi -dcngan pabirik pemtraatfdistributor
dan penycdia suku cadang.

Pagal 3% ...
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Pasal 39

Fenyclenpgaraan kepialan penycdiaan perockalan di
Kapal dilakukan untuk temastikan  kebutuhan
operasional perbekalan Kapal yang dikelola terpenuhi.

Kepiatan penyedinan perbekalan di Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} paling scdikat:

a.  bahan bakar minyak;

minyak pelumas,;

alr tawsar,

bahan makanan dan ohat-ebatan;

peralatan kebersihan;

oA

barang has palai; dan
g perbekalan Awak Kapal.

Kegiaten penyediaan perbekalan di zpal zebagaimana
ditnaksud pada ayat (1) dilakzanakan zesuai dengan
Lietentuan peraturan perundang-undangan.

Paszal 40

Kegiatan pengelolaan pengawakan dilalukaen unk
memastikan kepada pemilik Kapal bahwa setiap Awak
Kapal yang bekena di Kapal yang dikelola, mempunyai
kualifikasi keahlian atau keterampilan sesual dengan
ketenmian peraturan perundang-undsngan.

Kegiatzen pengelolaan pengawakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] paling sedikit:

#2.  penernitnaan Awak Kapal;

pemeriKsaan Keschatan Awak Kapal,
adminiﬁliaai Auwrak Kapal;

penempatazn Avwak Kapal,

penilatan Awak Kapal, dan

- m oo o oo

pemberhentian Awalk Kapal.

Pasal 41 . .



Sk ONo {92527 A

[1}

(2]

3]

[4]

(3}

*

il

PRESIDEM
REPUBLIK IHMOOMESIA

- a7 -

Pasal 41

Femenuhan asurans pada kegistan pengeloloan Kapal
dilekukan untuk memastikan Kapal yang dilkelola
memiliki asuransi scsuai dengan masa herlakunya,

Asilransl sebapaimana dimelksad pada ayat {1} terdin
atas:

. asuransi vang bersifat wajib; dan
b, asurans yang bersifat pithan.

Asuransi vang bersifat wajib sebagaimana dimaksud
pada ayat [2} huraf a berupa:

a.  asuransi terhadep Kestlamatan dan keamanan
penumipang dan/atau barang yang diangkutnya;

b. asuransi pengargkatan Kerangka Kapal {wreck
remoral; dan

. Asurans ganti rgi pencemaran dan Kapal,

Asuranzl yang bersifat pilihan sebagnuana dimaksud
pada zyat (2) huro! b hemupa;

4. asurans lambung Kapal; darfatan
b asuranst Pormcsinal.

Prrusahaan pengelclaan Kapal dapat mewakili pemilik
Kapal dalam penpurisan pembukaan, uegosiasi
besaran premi asuransi, dan penutupan serta klaim
asuransi.

Pasal 42

Perusahasn pengelolaan Kapal dapat mewakili pemilik
Kapal dalam memelihara Kapal dan memastikan dekumen

atau

sertiiikat Kapal masih berlaku  sesual  dengan

persyaratan kelatklautan Kapai.

Pasal 43 ...
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Pasal 43

Perusahaan nasional pengelolaan Kapal sang telah
mendapatkan Pecizinan Berusaha haros memiliki
sumber daya manmisia vang  rferampil  danfatau
kompeten di bidang pengelolaan Kapal,

Penimgkatan  keterampilan danfatau  kompetensi
sumber dava manusia Jdi hidang pengelolaan Kapal
sebagaimana dirmaksud pada ayar (1) diselengparalean
oleh pemenntah dan/ atau asosias melalul pendidikan
dan pela:ihan dilakzanakan secsua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

Pasal 44

Kegiatan usaba perantara jual beli danfatau sewa
Kapal scbagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ eyat (2]
huruf b merupakan kepialan usabha yang hepgerak
dalam bidang yanp diperlvkan bagl terlaksananya
perantataan jual bell Kapal baou, Kapal bekas atau
Kapal rongsakan anters pihak penjual dan pembeli
dan/atau scwa meonyewa Kapal antara pibak pemilik
Kapal dan penyewa Kapal yang paling sedikit menniat
kegiatan:

a. perantaraan jual beli Kapal baru;
b.  perantaraan jual beli Kapal bekas,
c.  perantaraan jdal beh Kapal rongsalgan;

d. peraitaraan penyvewsan kapal untuk Kegialan
Pelzyaran dari dan ke tuar neger:; dan

e,  dukungan jasa perantaraan jual beli dandalaud
sewd Kapal meliputl konsultas) tentang keagenian
Kapal, aspek legal, asuransi, kcuangan, arbitrase,
riset, nterketing, dan administrasi.

{2} Kegiaten . -
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Kepiatan usaha perantara jual beli danfata) sewa
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayval (1] dilakulan
aleh Badan Usaha yvanpg didirikean khusus untuk usaha
perantara jual el danf=2tau sewa Kepal,

Dalam pelaksanaan perantara jual bell dan/atau zewa
Kapal perusahaan anpkutan laut nasional dapat
menunjuk perusahaan perantara jual beli den/etan
sews  Kapal setermnpat dimana kegiatan  terschuat
dilekuken.

FPasal 45

Perusahaan perantara jual bell dan/ataun sewa Kapal
dapat mendinkan kantor cabanpg di dalam negen serta
menunjuk atau bekerja sama dengan perusahaan
scjenis di luar negeri.

Pendirian kantor cabang perusshaan peraniaca jual
beli dan/ atan sews Kapal sebagaimana dimakoad pada
ayat {l1) dilaksanaken sessuanl dengan keotentuan
peraturan perundang-undangan.

FPasal 45

Penusahaan asing yang akan melaksanakan kematan
perantara jual beli dan/atau sewa Kapal wajib
mendinkan usaba patunpan dengan perusahaan
dalam negeri.

Uzahe perantara jual beli dan/atal sews Hapal yang
dilakukan aleh wsahia patungan dan  peénadaman
modal asing wajib memilik Perizinan Berusaha.

Pasal 47

Besaran tanf pelayanan jasa perantara jual beli danjatan
sewa Kapal, ditetapkan berdasarckan kesepakatan antara
plhak pengguna Jdan perasahaan perantara pgal bel
dan /ataun sewa Kapal

Pasal 45 . . .
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Pasal 48

Perusahaan nasional perantara jual peli dan/fatau
sewa Kapal yang telah mendapatkan Perzinan
Berusaha harus memdikl sumber dava matilsia yang
terampil danfatau kompeten di bidang perantara jual
beli dan/atau sewa Kapal

Peninglatan  leterampilan  danfatau  Kompetensi
surmber daya manusia di hidang perantara jual beli
dan/atau sewn Kapal sebupaimana dimaksud pada
avat [1) diselengparakan eolch pemerintah danfatau
asosiasi melalud pendidikan dan pelatihan  =esual
dengait Ketentuan peraturan perundang-undangan-

Pasal 49

Kegiatan  keagenan  Awak Kapal sebagmimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat [2) hurat 1 mehput:

a. perekrutan  dan  penempatan Awak  kapal
berbendera [ndonesia dan Kapal Asing di dalam
Negeri; atan

b. perckrutan  dan  penempatan Awak  Kapal

berbendera Indenesia dan Kapal Asing di luar
negeri.

Kegiatan usgha keapgenan Awak Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilalkukan cleh Badan Usaha
vanp didirikan khuosus untuk usaha keagenan Awak
Kapal.

Selain Badan Usaha wang didinkan khusus untuk
usaha kcagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, perusahaan angkutan laul nasional dan
poerusahasn pengelolaan Kapal dapal melaksanakan
kegiatan perekrutan dan penempaten Awak Kapal
hanya untuk kebutuhan sendiri.

Pasal 50 ., .
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Fasal 50

i1] Perusahaan nasional keapenan Awak Kapal vante Lelah
mendapatkan  Ferizinan Berusaha Keagenan Awak
Kapal harus memiliki sumber deva manusia yveng
kompeten di bidang keagenan Awak Kapal

2] Peningkatan kelerampilan danjatan  kompetensi
sumber daya manusia di bidang keagenan Awak Kapal
stbagaimana dimaksud pada ayat (1] diselenpearakan
olch pemenniah dan/atau asosiasi melalui pendidikan
dan pelatihan sesuwai denpgan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fazal 51

i11] Untuk menunjang pemingkatan polayanan terhadap
keagenan Awak Kapal yang diageninya, perusahaan
nasional keagenan Awak Kapal vang telab moemiliks
FPenizinan Berusaha dapat membuka kantoy cabang.

(2l Pendiman kantor cabang sebagatmana dimaksud pada
ayac {1] wajibr mendapatkan persetujuan dari Menter.

Pasal 52

Pemuiik perusahaan keagenan Awak Kapal bertanpgung
jawab terliedap pelaut yanp tclahi ditempatkan atau
dipekerjukan pada perusahaan Pelayaran sampai dengan
berakhirmya perjanjian kerja laut dan pemulangan ke
tempat awal direkrt.

Pasal 33

(1} Kematen wussha keagenan Kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayal (2) hunal j merupakan
Rezmatan mengurus kepentingan:

a. operastonal Kapal; dan

b komerzial Kapal

{2) Kepentingan . .
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Kepentingan  operasional Kapal dan  kepentingan
komersial Kapal sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Kapal porusahasn angkutan laat
asing dan/ataw Kapal perusahaan angkutan laut
nasional selama berada di Indanesia.

Kegiatan usaha keagenan  Hapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul a dapat dilakukan oleh
perusahaan nasional keagenan Kapal atau perusahaan
anpkutan laut nasional.

Kegiatan usaha keagenan  Kapal sebagaimana
dimaksud pada avat (1} huwuf b dilalbukan oleh
perusahaan angkutan Jalt nasicnal atay perusahaan
nasional keagenun Kapal yang melakukan kemitraan
dengan perusahaan angkuran Jawt nasional sesuai
dengun keétentuan peraturan perundang-undangan di
rdang usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan iebih lunjur mengenai wvsaha keagenan
Kapal diatur dengan Peraturan Menteri.

Fnzal 54

Fenyelenggaraan  Kegiatan ussha  perawatan  dan
perbaikan Kapal schapaimana dimaksad dalam Pasal
9 ayat (2§ huruaf k dilakukan oleh orang perseorangan
atan Badan Usaha wvang didirikan khosus unitak
kegiatan usaha perawatan dan perbaikan Kapal.

Penyelenggaraan  Kegiatan usaha perawstan  dan
perbaikan Kapal sebagaimana dimaksud pada avat (1)
paling sedikit berupa pemeliharaan untuk konstraksi
lambung, permesinan, peralatan dan perlengkapan
Kapal guna memenuhi  persvaratan  Kelaiklavtan
Kapal.

'3 Penyelenggarasn . . .
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Penyelenggaraan  kegiatan usaha perawatan  dan
perbaikan Kapal scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara
pamilik Kapal dan perusahsan perawatan dan
perbaikan Kapal yang ditvangkan dalam perjanjian,

Dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan Kapal,
perugahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk
peruzahaan perawatan dan perbaikan kapal setcmpat
dimana kegiatan tersebut dilakukan,

Pagal 55

Penyelengparaan perawatan Kopal yang ditakukan clch
orafng perseorangan atan cdedan Dsaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayet (1] diizksanakan pada
kondisi Kapal terapung di atas permukaan air [floating

repair).,

Ferawatan Kapa! sebagaimana dimalcsud padz ayat (1)
dilaloulean di atas paris air dan/atan di bawah garis air
tanpa membahayakan keselamatan,

Perawatan Kapal i bawah garis air sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dapat dilalrukan denpgan
metnde wnder water sumely.

Paszal 5&

Jenis kegiatan usaha perbaikan dan perawatan Kapal yvang
dilaksanakan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha
sebagaimana dimakswd dalam Pasal 54 ayat (1) paling
sedilat:

A

I3,

perbaikan dan perlengleapan Kapal;

nerbailian bangunan atas kKapal;

. perbaikan .
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perbalkan atan pergwatan permesinan di atas Kapal,
petbaikan atay perawatan peralatan navigasi Kapsl;
perhaiksan atau peravatan peralatan radio Kapal; dan

perbaikan atau perawatan peralatan Eesclamatan
Kapal saat terapung [Tocting).

Pasal 57

Besaran  tardl pelayanan  jaza uwsaha perawatan dan
perbailtar Kapal ditttapkan atas kesepakatan bersama
antara pemilik Kapal dan penvedia jasa usahs perawatan
dan perbaikan Kapal berdasarkan jenis, stouktur, can
golongan taril dengan mengmirakan pedoman perhitungan
yang thietapkan oleh Menten,

(1)

i

Fazal 583

Urang perseorangan  ataw  Badar Usaha yang
melaksanakan kegiatan wusahg  perawatan den
perbaikan Kapal yang telah mendapatkan Perizinan
Borusaha harus memilik sumber daya manusia yang
terampil danfatat kompeten di bidang perawatan dan
perbaikan Kapal. '

Feninpgkatan  keterampilan  dan/atay  Kompetens
sumber daya manusia i bidang perawatan dan
perbalkan Kapal sebagaimana dimaksud pada avag (1)
diselenpggarskan cleh pemerintabh dan/atay asosiasi
melalui pendidikan dan pelalihan vang dilaksanakan
seslal Jdengan  ketentuan  peraturan perundeng-
undailgan.

BAPIV ...
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BAE IV
KEPELABUHATAM

Fazal 59

Otoritas Pelabuhan zebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat [2) huruf a Peraturan Pemetintah Mamor
&1 Tahun 2009 =nlang [Lepelabuhanan sebagaimana
telah divbrah denpan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahunn 2013 téntang Perubahan atas Peratoran
Pemenntah Nomor &1 Talwn 2009 tentang
Kepelatruhanan dibentak pada Pelabuhan  yang
dinsahakan secara lkamersial.

Ororitas Pelabuhan mempunyval tugas can tanggune
Jawahy,

a. menycdizkan fahan di daratan dan di peraican
Felabuhzn:

b. menyediakan dan memshhara  penahan
gelombang, kolam Prlabuhen, Alur-Pelayaran,
dan jaringan jalan;

c. menayediakan dan memelihara Sarana Bant
Wavigasi-Pelayaran,

d.  menjamin  keamanan dan  Ketertiban  di
Pelabuhan; '

&, OEIjamin dan memrelihara kmlestarnan
lingkungan di DMelabuhan; '

[. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKEP
dan DLEp Pelabuhan,

g menpgusulkan tanl untuk ditetzpkan Menten, atas
pentEvnaan  perairan danfatau daratan, dan
Fasilitas  Pelabuhan  yang disediakan oleh
pemmenntah serta Jasa  Kepelabuohanan yang
diselenggarakan oleh Otoritez Pelabubhan sesuai
dengan  ketentuan  peraturanl | peruandang-
undangsn; dan

h.  menjamin kelancaran aris hatang.

(3 Selain ..
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Selain tugas dan  tangpung  jawab  sebapaimana
dimaksud pada avat {2), Otoritas Pelabuhan
melaksanakan kematan  penyediaan  danfatau
pelavanan jasa Kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jaza yang belum disediakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan,

Balam  keadaan  tertentu  ontuk  pelaksanaan
pemehharaan penahan gelombang, Kolam Pelabuhan,
Alur-Pelayaran, Jdan jarmpan  jalan  scebagaimana
dunakiud pada avat [2) hurul b dapat dilaksanakan
nleh Badan Usaha Pelabukan vang lelah mendapatkan
Konzecs1 atau pengelola Terminal untuk Kepentingan
Sendinn yang dituangkan dalam perjanjan Konses:
atan kerja sama bentuk lainnya,

Ketentuan lelmh  lanjut mengenai  tatz  cara
pelaksanaan kerja sama bentol ainnya sehagainana
dimaksud pada ayat (4] iatur dengan Peraluran
Menter. '

. Fazal &0

L'nit Penyelenggara Pelabuhan sebragaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b Peravaran Pemerintah
Momor 61 Tahun 20029 tentang  Kepelabuhanan
scbagaimana telah  dwbah  dengan Peraturan
Pemetintah Nomor 24 Tuhun 2015 tentang Perubahan
datas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabun 20089
tentang Kepelabuhanan dibentuk pada Pelabuhan
yvang belum diusahakan secara komersial,

Unit Penvelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksnud

pada ayat |1] dibentuk cleli dan bertangpung jawab
kepada:

. Menten ., .
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a. Menteri untuk Unit Penvelenpgara Pelabuhan
Femerintah Pusat; dan

b. gubermur atau bupaty/wali koela antuk Unit
Periyelenggars, Pelabuhan Pemerintah Daerah,

Umit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dalam melaksanakan fungsi pengaturat,
pengendalian, dan Fengawasan kegiaran
Kepelabuhanen, mempunyan tugas dan  tanggung
jawab:

a  menyediakan dan memelihara penghan
gelombang,  Kolam  Pelabuhan,  dan Alur-
Pelayaran,

b. menyvediakan dan mcmﬁliharal Sarana Bantu
MWavigasi-Pelayaran;

c. Imenjamin keamanan dan ketertiban di
Felabuhan,

d. menjamin dan mernelihara kalestarian
lingkungan di Pelabuhan;

2. menyysun Rencana Induk Pelabubhan serta DUKr
dan DLKp Pelabuhan;

L. menjamin kelincaran arus barang; dan
- menyedhakan Fasilitas Pelalohan.

Dalam kondisi  tertentu  pemeliharaan penaban
gelombang, Koladn Pelabuban, dan Alue-Pelayaran,
sebagaimana dimalsud pada ayat (3) haoul a dapat
dilaksanakan * oleiv  pengelola Terminal untak
Kepentingan Sendisi yang ditwanpkan dalam perjanjian
kerja samz bentulk luinnyra-

Ketenfuan  lekibh lanjut  mengenai tata cara
pelaksan~an kerja sama bentux lainnya sebagaumana
dimaksad pads ayvat (4] datur dengan Peraturan
Menteri.

Pazal 51 _ ..
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Paszal 01

Penyechaan  dan/etauw  pelayvanan  jasza  Kapal,

penumpang, dan barang tetdin alas:

a. peoyediean danfatau pelayanao jasa dermaga
untuk bertambat;

b. penyediaan danfatau pelayanan penpgisian bahan
bakar dan pelayanan air bersih;

¢,  penyedigan dan/etan pelayanan [asilitas naik
turin peaampang dan/atau kendaraan,

d.  penyedinan danfaieu pelavanan jasa dermaga
untuk pelaksanaan  kegatan bongkatr moat
barang dan peti kemas;

. penyediaan danjaran pelayanan jasa gudang dan
tempat permimbunan berang, alat bongkar muat,
serta peralatan Pelabuhan; '

f. penvediaan danfatau pelavanan jasa Terminal

pet kemas, curah cair, curah kenng, dan re-ro;

penvediaan danjfatau pelayanan jaza bonghkar
mual bharang;

h., penyediasn danfatau pelayanan pusat distribusi
dan konsolidas barang,; dan/atan

1. peny=diaan :flan,-’atm: pelayanan jassa penutedaan
Kapal,

Kegiatan sebapgaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakulean oleh Badan Usaha Pelabuban.

=

Kepiatan  penyedizan  danfatad pelayanan  jasa
bongkar mual barang sebapmamana dimalksud padg
avat [l] huruf g vang dilbkukzn di Terminal
multipurpoese dan konvensional dapat dilaksanakan
olely Badan Usaha wvang didirikan khusus untuk
bonghar muat barang i Pelabuban metalai kerja sama
dengan Badan Ozaha Pelabuhan.

Baglan Usaha Pelabulan vang melakukan kegiatan
peryvedianan danfatan pelavanan jasa bonghkar muat
barang pada terminal rmullipropose dan Konvensional
mclekukan kemitraan dengan Badan Usaha yvang
dwdirikan khusus untuk bongkar muat barang di
Pelabunzn dalam ranpgka pemberdayzan usaha mikro,
kecil, dan menengah dengan memperhatiban prinsip
kenecaradn dan keadilsn dalam erusaha

() Kegiatan . . .
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Kepiatan  penyediaan  danjatau  pelayanan  jasa
bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada
avat (1] hurnf g dilaksanakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan pada Terminal:

A2. pet kemas;

b. curah cair yang dibongkar atay dimuat melalnd
pipanisasy

¢, curah kering yvang dibongkar atau dimuat melalu
corleyor atau sejenisnya; dan

d. kendaraan yang mengangkut kendaraan melahn
Eapal ro-ro.

Pazal &2

Badan Usaba Pelabihan dalam penyediaan danfatau
pelayanan jasa Kapal, penumpang, dan  barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2] dapat
melalukan kegiatan pengusahaan untuk lebih dar 1
(zatu) Termnal.

Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dalam melakukan kepiatan usahanya wajib
rmemiliki Perizinan Berusaha Badan Ueaha Pelabuban
dari:

a. bupati/wali Kota untul: Badan Usaha Pelabuhan
di Pelabuhan Penpumpan lokal:

b. gubernur untuk Badan Ussha Pelabuhan di
Pelabuhan Pengumpan regional; dan

¢, Menteri untuk Badan Usaha Pelabuhan di
Felabuban Utama dan Pelabuhan Pengumpul.

Pasal 03

Pembangunan Prlabuhan laut dilaksanakan oleb:
8. Badan 'fsaha Pelabuhan:

b. pstansi Pemerintah Pasat; atau

c.  Inslanisi Pernerintah Daerah.

(2) Instansi . . .
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Instanal Pemerintah Pusar sebapaimana dimaksad
pada ayat (1) haruf b ferdin atas;

a.  Chtontas Pelabuhan; dan
b.  Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Pusat.

Instansi Pemerintah Daerah sebageimana dimaksud
pada aval [1}) burul ¢ berupa Unit Penvelenpigara
Pelalrhan Pemenntah Daerah,

Pembangunan Pelalwihan laut vang dilaksanakan oleh
Badan Usaha Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) bhumif a wapb mempercleh Perizinan Berlisaha
dan:

a.  bupartifwali kota untuk Pelabuhan Fengumpan
lokal;

b. pubernur untuk Pelabuhan Pengumgan regional;
atay '

C. Menter: untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan
Fengumpul.

Pembanguhan dan pengoperasian Pelabuhan laut vang
dilaksanaltan oleh imstans: Pemernintah Pusat atau
Pemerintah Dacrah sebagaimana dumaksud pada ayat
(1] hurat b dan humaf ¢ harus mendapatkan
persetujuan darn Menteri.

Pasal &4

Fembanpunan  Pelabuhan  sungm  dan danan
dulaksanakan oleh:

a. Badan Ufsaha Pelabuhan,

B, instanst Permerintah Pusal; atau

. insiansi Pemernintah Dactah,

Pembangunan Pelabuhan sungmn dan danau vang
dilaksanakan olsh Badan Usaha Pelabuhan
gsebagaimana dimaksud pada ayat {1} huraf a wajib
metmenuhi Pepizinan Berusaha dan bapatd fwali kola.,

[3) Pembangunan , - .
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Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan syngai
dan danau yang dilaksanakan oleh  instansi
Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Dacrah
sebagaimana dimaksuel pada ayat (1) huruf b dan
huruf o, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Fasal &3

Pembangunan Pelabuhan sebhagaimans  dimaksud
dalam Pasal 63 ayac (1) liurul a dilakukan berdasackan
Kansesi atau Kenja sama bentuk lainnya dan Menter.

Badan Usaha Pclabuhan, instansi Pemerintah Pusat
ata instansi  Pemerintah  Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal £3 avat {1), dalam membanpun
Pelabulian wanb:

a.  melaksanakan pekerjaan pembangunan
Felabuhan paling lama 2 [Dida) tabun sejak
tanggal berlakunya  Perizinan Berusaha
pembangunan Pelabuhan;

B, melakzanakan pekerjaan pernbangpinan
Prlabuhan sesuai  dengan  Rencana Induk
Pelabuhan yang telah ditetapltan;

c. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan
Pelabuhan  secara  berkala kepada Menteri,
gubernur, atau bupatifwali kota sesuai dengan
kewenangannva; dan

d. bertangpung jawab terhadap dampak vang timbul
selama  pelaksanaan pembanganan Pelabuban
vang beraangkutan.

Fazal ak

Fengembanpan Pelabuhan dilakukan selelah diperolehnya
Fenizinan Berusaha dar :

a.

bupati/wal kota unluk Pelubuhan Peaogumpan lokal
gerta Pefabubhan sungsl dan gana;

gubemur untuk Pelabuhan Pengumpan regional; dan

Menteri untuk Pelabuhan Urama dan Pelabuhban
Fengumpul.

Fasal £7 _ .
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Pasal &7

Perizinan Berussha schagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 diberikon berdasarkan permohonan dari:

2, PBadan Usaha Pelabuhan:
b. instansi Pemerintah Pusat; atau
c. instansi Pernerintah Daerah.

Instansr Pemeénntah Pusat sebagaimang dimaksud
pada ayat (1) buruf b terdiri atas:

a. Otoritas Pelzbuhan; dan
b, Unit Penyelenguara Pelabuhan Pemerintah Pusar.

Instanst Pemernintah Dacrah sebapaimana dimaksud
padda myar (1) huruf © berupe Unic Pepnyelenggara
Pelabuhan Peamenntah Daerah.

Peogembangan Pelabuhan laut yang dileksanakan oleh
instansi Pemerintah Pusat atgl instansi Pemerintah
Caerah sebagaimeana dimaksud pada avat (1} hurul b
dar; hwruf ¢ harus mendapatkan persetujuan dari
Menten.

Pasal G&

Pengoperagsian Pelabuhan dilaksanakan oleh:
a. Badan Usana Felabuhan:

b,  m=tansl Pemenntah Pusal; atay

¢, instanzi Pemerintah Dacsrah,

Pengiperusian Pelabuban  oleh Badan  Usaha
Palabuhan scbagaimana dimaksud pada aval (1}
hurui & dilaksanakan zetelah memperoleh Perizinan
Berusaha dan:

A, bupab/wall kota untuk Pelabuhan Pengumpan
lokal dan Pelabiihan sungai dan danaw;

b. gubernur untuyk Pelabuhan Pengumpan regional;
dan '

¢. Merwenn unruk Pelabuban Utama ¢fan Pelabuhan
Penguimpul,

Pasal 69 . .
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Paszal 6%

Instansi Perserintah Pusal sebagaimata dimaksud
dalam Pasal 68 avat (1) hurul b terdin atas:

a  Unoritas Pelabuhan; dan
b.  Unit Penyelenggarg Pelzbuhan Permerintah Pusat.

Inslans Pemerinlah Dacran schagamnana dimaksucd
dalam Pasal &8 ayat (1) humi c berupa Unit
Penvelengpara Pelabuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 7O

Pengoperasian  Pelabuhan  sebapaimana  dimakosad
dalam FPaszal 97 ayat {2} Peraturan Pemenntah Nomaor
51 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebapaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor &4
Tahun 2015 tentane Perabahan atas  Peraturan
Pemernintah  Nomor 6l Tahun 20089 tentang

Hepelebuhanan dilakukan sctelah inendapat Penizinan
Berusaha.

Perizinzn Berusaha sebagaimane dimaksud pads ayat

[1} ditajukan vleh penyelenggara Pelabuhan kepada:

d. Menten untuk Pelabuhan Utama dan Pelabuhan
Pengumpul;

b. pgubernur untek Pelabuhan Pengumpan regional,
dan

. bupatifwali Kota untuk Pelabithan Perumpan
: lakal dan Pelabuhan sungzal dan danac,

Fasal T1

Perizinan Berusaha peimbangunan dan pengoperasian
Pelabuhan dapat dicabut apahila pemegang Perizinan
Beryzahe melangpar Kewanban dalam  Perizican
Berusaha Pemiangunan dan pengoperasian
Pelabuhan.

2] Pencabutan . . .



gl Mo (F25%4 A

&

MRESIDEN
RFPUBLIE INOOMNESIA

- B4 -

(21 Pencabutan Perizinan Becrusaha  sebagarmnana
dimaksud pada ayar (1] dilakukan melahu proses
peringatan tertulis sebanyak 3 (tga) kal herturat-
turut dengan tenggang wakil masing-masing 1 [sat)
bulan.

{3} Apabila tclah diiakukan peringatan sebagaimana
dimaksud pada ayal {2), pernegang Perizinan Berusaha
tidak melalkukan usaha perbailtan atas penngatan
YHIE telah diberikan, Penzinan Berusaha
pembangunan dan pengoperasian Pelabuban dicabut.

Pasal 72

Ketentuan lebih  lanjut  mengenal  pembangunsn,
pengembangan, dan PCOEopCTasian Fzlabuhan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan
Paszal 71 diatur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 73

Terminz! Khusus hatya dapat dibangun dan dicperasikan
dalam hal:

a. Peglabuhan terdekat tidal: dapat menampung lkegiatan
pokoknya; atau '

b, berdasarkan pertimbangan ckonomis dan  teknis
operasionial aken ebih efektif dan efisien sevia lebih
menjamin  Keselamatan dan heamanan Pelayaran
apamla membangun dan reengoperasikan Terminal
Klasus.

Fagal 74

Fembangunan Terminal Khusus dilalukan cleh pengelcla
Terminal Khusus berdaszrkan Perizinan Berusaha,

Pasal 75 . _ .
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Pasal 75

Penpoperastan Termmmal  Khusus  dilskukan sctelah
diperolehoya Perizinan Berasaha,

FPaza| ¥&

Terminal Khusus yvapng sudah hdak digperasikan sesusn
dengan Peozinan Benusaha vang telah dibornikan:

.

(1)

{2}

(3]

(4]

dapat diserabkan kepada Pemerintah Pusat atau
Femerintah Daerah:

dikembalikan seperti keadaan semiila;

divsulkan untuk perubahan statnls rmerjadl Terminal
EKhusus untuk menunjang Usaha Pokolr yang lain;
atau

dijadikan Pelabuhan.

Pasal 77

Perizinan Berusaha penpoperasian Terminal Khusus
hanya dapat dialihkan apabila Usaha Pokoknya
dinlihkan kepada pihak lain.

Pengalihan  Usaha  Pokok  Terminal  Khusus
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) wanrb dilaporkan
kepada Mentern paling lama 3 {tga) bulan sctelab
dilalcukan penpalihan.

Pelaporan sebagaanana dimaksud pada ayvat (2] wajik
chilakuykan [PEYES5UALEN Perizinan Berusaha
FEngoperasian Terminal Khusus sesval aenpan nermea,
stanidar, prosedur, dan kotena yvang ditetapkan olch
Pemerintah Pusal,

Keentuan sebagaimana dimaksoad pada  ayat (3
berlaku j uga pada perubahan data Pervizihan Eeruaaha
pengoperasiaa Termin:! Khusus.

Pasgal 7& . . .
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Fasal V8

Perizinan Berusaha penpoperasian Terminal Khusus
dapat dicabur apabila pemegang Perizinan Berusaha:

a. melanpggar kewajiban  sebagaimana  dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenal penvelengparaan Perizinan Berusaha
berbasis riciko: atau

b, menggunakan Terminal Khosus untuk melayani
kepentingan  wmuam  tanpa  i2in sebagaimana,
dimaksud dalam Pasal 124 avat (1) Peratmaran
Pemerinteh Momer 61 Tabhun 2009 tenfzang
Kepelabuhanan sebagzimana telah  diubab
dengan  Peraturan Pemenntah Nomor 64
Tahun 2015 tentanp Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomer &1 Tahun 2009  fentang
Kepelabuhanan,

Pencabutan  Perizinan Berusaha  penpoperasian
sehapaimana dimaland  pada ayat (1) Jdilakukan
melalui prases peringatan tertulis sebanyak 3 {Ligal kali
berturut-turut dengan tengpang wakiul masing-tmasing
1 [satu) bulan.

Apahbila telah dilakukan peringatan scbagaimana
dirnaksud pada ayat |2), pemegang Perizinan Berusaha
Termminal Khusus tidak melakukan usaha perbaikan
atas  peringafan  yang felah  diberiltan, Perizinan
EBerusahe peagoperasian Termmmal Khasis dicabhure.

Paszal 74

Perizinan  Berusaha  pengoperasian Terminal Khusus
dicakbut tanpa melalul proses peringatan apabila pengelola
Terminal Khusus yang bersangkutan:

i.

melakukan kepiatan yang mcmbahavakan keamanan
negara; atau

b. memperalah ..
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b.  memperolech Perisinen Berusaha pengoperasian
Terrainal Khusus dengan cara tidak sah,

Pasal 80

Fengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendio hanya
dapar dilalukan setelah memperoleh Perizinan Berusahg
darn:

- Menter bagi Terminal untuk Kepentingan Sendin yang
berlokasi di dalamm DLEr dan DLKp Felabuhan Utama
dan Pelabuhan Pengtmgast,

b. gubecrmur bagi Terminal untuk Keperitingan Sendird
vang berlokasi di dalam DLEr dan DLEp Pelabuhan
Fengumpan regional; dan

v bupatifwali kota bagi Terminal untuk Yepentingan
Sendiri vang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp
Felabuhan Penpumpan lokal.

Faszal 81

[1] Penggunaan Terminal untuk Kepentingan Sendin
selain - unluk  melayani  kepiatan sebapaimana
dimuaksnd dalam Pagal 139 avat (1) Peraturan
Pernetintah . Nomer 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan schagaimana telah diubali dengan
Peraturan Pewerintalt Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Pe=raturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentsag Kepelabuhanan dapat dilakukan
untuk semnentara melayani kepentingan umum setelah
mendapat penetapan dari Menteri.

(2] Penctapan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
diterikan setelah mementthi persyaralan:

#a. peroyatzan dari penyvelenggara Pelabuhan babiwa
Pelabuhan vang ada tidak dapat melayani jasa
Kepelabuhanan karena lketerbatasan Eemampulan
fasilitas yang terzedia,

b, kemampuan . . .
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kemampuan dermaga dan fasilitas lan yang
dimiliki oleh Terminal untuk Kepentingan Sendin
dapat memenuhi peCIMNtaan jasa
Kepelabuhanan,

pernyataan mengenair rencana kKeglatan yang
dinilai dari aspek keamanan, ketertiban dan
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dari
Syahbandar pada Pelabuhan serempat;

upaya peningkatan pelayanan kepada ponggung
jasa Kepelabuhanan;
pungutan taril jasa Repelabubanan dilakukan

oleh penyelenggars Pelabuhan VAL
bersangkutan; dan

memberlakukan ketentuan sistem dlan prosedur
pelavanan jasa Hepelabuhanan pada Pclabuhan
yvang bersangkutan.

Pasal 82

Perizinan Berusahsa penpgoperasian Terminal untuk
Kepentingan  Sendiri  dicabut  apabila  pewmcpang
Perizinan Berusaha:

4.

melanggar kewajiban  sebagaimana  dimaksud
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
menpenal penyclenggaraan Perizinan Henisahs
berbasis risikn,

menpgpunakan  Toerminal  untuk  Kepentimgan
Sendir untuk melayani kepentingan uraum tanpa
Konzesi sebagaimana dimaksud dalan Pasal 144G
ayat (1) Feraturan Pemerintah Nomor £] Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telsh
diubah dengan Pera*uran Pemeonntah Nomor &4
Tahwun 2015 tentanp Perubahan atas Peraturan
Pemearintah MNomor o] Tahun 200%  tentang
Hepelabuhanan, atan

c. menggunakan . .,
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. mengpuuakan  Terminal untuk Kepentimgan
Sendil unrult seméntara melayani kepentingan
Unlin tanpa penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 ayat [1}.

Pencabutann  Pztiziman Berosaha  sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1} dilakukan melalul proses
peringatan tertulis sehanyak 2 [tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu)
bulan.

Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimana
dimaksud pada avar (2), pengelola Termiaal untuk
Eepentingan  Sendin  tidak melakukan  usaha
perbaikan atas peringatan yeng telah  diberikan,
Perizinan Berusaha atau penetapan Termunal untak
Kepentinzan Scndo dicabmie,

Pazal B3

Ketentuan lebih lanjut menpenai Terminal Khosus dan
Terminal  untul  Kepentngan  Sendiri | aebagumana
dimnaksud dalam Fasal 73 sampal dengan Pasal %2 diatur
dengan Feraturan Menter.

i1

BAB Y
PEREAPALAN

Pazzl 84

Sctiap pengadassi, pembangunan,  perngerjaan,
perlenglkapan, dan pengoperasian Kapal i Peraran
Indonesia harus memenuhi persvarntan Keselamatan
Kapal vung sesuay  dengan  ketentuan  standar
iTlernasinnal.

2] Ketentuan . . .
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Ketentuan  standar internasional  sebapaimang
dimaksud pada ayat (1) menjadi referensi persyaratan
Keselamatan Kapal yang disesuaikan dengan kondisi
geopralis dan budaya dalam pembuatan  standar
nasional  bagli Kapal nonkenvensi  berbendera
Indonesia,

Persyarpian  Kesclamatan  Kapal  sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} meliputi:

malternial;
b. konstruls;;
¢ bangunan;
d. permesinan dan perlistrilean,
¢, stabilitas;
[.  tata susunan perlengkapan dan peralatan

kesclamatan, dan pemadam kebakaran; dan

g clektronika Kapal.

Selaim persyaratan Keselamatan Kapal sebagalmana
dimalesud peda ayat {3), penpgadaan Kapal dapat
dilakukan jika Kapal memiliki dokumen dan surat
Kapal yang lengkap dan sah.

ketentuan lebih lariut menegenai tata cara penpadaan
kapal scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diator
dengan Peratutan Menterd,

Pasal 85

Rancang bangun Kap:dd wajibh memenubn persyaratan
keselamatan sesudl dengan  Ketentuan  peraturan
nasional atau nternasional dan dituangkan dalam
gambar rancang bangun Kapal.

Setiap Kepal yung akan didaltarkan dan bereperasi
sebagal Kapal berbendera Indonesia, wajlb memiliki
gambar rancang bangun Kapal dan perhitlingan serta
data kelenghkapannys,

{3] Eebelum . .
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SGebelum pembanpunan atew pengeran Kapal
termasuk  perlengkapannya,  pemilik Kapal  alaw
Balangan Kapal wajibh membugt gambar rancang
bangun  Kapal dap  perbitungan scrta data
kelenghapanmes.

Gambar rancang bangun Kapal dan perhitungan serta
data hkelenghapannya acbagaimana dimaksud pada
gvat (2] dan ayat (3) wajib mendapat pengesahan dari
Menter.

Pengesahan pambar rancang bangun Kapal dan
perhitungan serta data kelengkapannys sebagaimans
dimaksud pada ayat (4] ditentukan melali penelitian
dan pemerikosnan gambar rancang bangun kapal

Petiehitian dan pemenksaan gambar rancang bangun
Kapul sehagaimana dimaksud pada ayar (3) dilakukan
oleh pejabal pemenksas Keselamatan kapal.

Penehliant dan pemenhksasn rancang bangun Kapal
sebagaimuna  dimaksud pada ayal (5 meliputi
pemenuhan Keselamatan Kapal jupa kesesuaian
dengan:

a. tota letake dan susunarn;

tr, peraniukan;

Co o standardisasi,

o, kRemudahan pereoperasian dan perawalan kapal;
dan

. perkembangan teknolog.

Pengesahan sehagaimana dimaksud pada ayat (4}
dibernikan melalu sural pengesahan gambar disertan
gambar dan perhitungan Kapal yang ditandatangani
roeradt saiyg kesatuan sebagal dekumen penpesahan
gambar rancang banpun Kapal yang harus berada di
alas Kapal.

Dokumen pengesshan gambar rancang bangun Kapal
sebmpaimana dimaksud poada ayvat 13 berist informasi
nama Kapal atauw nomor lambung, jenis dan bahan
Kapal, ukuran utama, Lahun pembangunan, nama dan
lokasi galangan kapal, pemilik Kapal, dan nomor
pengesahan.

(1H Galangan ...
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{13 Galangan Kapal atau pemilik Kapal harus melaporian

(11]

()

I2)

kepada pejubat pemeriksa Keselamatan Kapal apabila
terdapat perrubahan data gambar yang telah mendapat
pcngesahan.

Dolumen pengesahan pambar rancang bangun Kapal
sebagaimana dimaksud pada avat (9 tidak beclalu
apabala:

a. Kapal ditutuh;

b. Kapal ganti benders;

c.  Kapal ganti nams;

d.  Kapal tenggelam atau hilang;

e.  Kapal mengalami perombakian  Kapal yang
mengakibatkan perubshan  konstruks: Kapel,
ukuran utama Kapal, fungsi, atau jenis Kapal;

[. gambar Kapal tidak sesuai dengan kondisi fisik
Kapal; dan/atau

g Kapal dilelang atau dihibah.

Fagal &6

Sebelum pembangunan atau pengerjaan perombakan
Kapel, pemilik Hapal atau galanpgan Kapal harus
melaporkan kepada Mernteri

Fembangunan atau pengerjaan Kapsl harus mengikuc
gambar rancang bangun Kapal dan perhitungzan sertg
data kelemgkapannya vang telah mendapatkan
pengesahan dan dilaksanakan pada galangan Kapal
vang mem-nuhi persyaratan zeagaj denpan ketentuan
peraturan perundang-undatgan,

Felama pombangunan atau pengeraan perombakan
Krapal sebagaimana dimaksudg parda ayat [2} harus
dilalukan pengawasan.

Pengawasan 1erhadap pombangunan atau pengarinag,)
perombakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3] dhilaltukan olch Menteri.

(5) Mentari . _
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Menten sebagaimana dimaksud pada avat {4) daput
menunjuk  pejabuat pemeriksa  Keselamalan  Kapal
untuk melakukan pengawasan.

Kegiatan pengawasan terhadap pembangunan Kapal
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
mehputi:

a. peletakan hunas;

b, pembangunan konstruksi bangunan Kapal;

e kesesualan gambar dengan kondisi fisik Kapal;
4. pemasangan dan uji coba perlengkapan ¥apal,
. pcluncuran Kapal;

I uji stabilitas Kapal; dan

B ujicoba berlayar,

Kegiatan PCNEAWASAN terhadap PCTIEErjaal
perombakan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) pahing redikit meliputi:

a. pelekzanaan pembanguonan konstrulksi Kapal;

b, verililasi Kesesuaian pambar dengnn kondisi fisik
Kapel,

£, pemasangan dan uji coba periengkapan Kapal,

d.  uj stabilitas Kapal perubahan berat Kapal lebik
dari 2% [dve persen) dan berat Kapal kosong
danfaian  adanya pergeseran  titk  berat
imeman]zag Kapal lebih dari 1% (satu perseny; dan

e uji coba bevlayar.

Galangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayar {1}

wann membantu dan menyediakan fasilitas vang
dibutubkan untuk kegiatan pengawssan.

Setelah pembanginan atsu pengerjaan perombakan
r.apal selesai, Kapal dengan jenis dan ukuran panjang
tertentu wajily dilaloukan:

& uji stabilitas Kapal, dan
b, wji coba berlayar.

(1] Ketentuan lebib lanjul mengenal pengesaian gambar

rancang bangon Kapal, pelaksanaan pembangunan
dan petigerjaan Kopal, perombakan serta kKegiatan
pengawasan diator dengan Peraturan bMenteri

Pasal B7 . ..



SK No %2555 A

(1}

{2}

(4]

&

PRESIOEM
REPUBLIE, INDOMESIA

-6 -

Paszal 87

Setiap  Kapal wajib  memenubli  persvaratan
Kelziklautan Kapal yang mehputi:

4. kesclamatan Hapal;

k. pencegahan pencemaran dan Kapal,

. pengawagan Kapal;

. gariy ruat Kapal dan pemuoatan;

e, kesejahteraan  Awak Kapal dan  keschatan
PENCMPERE;

. statag hukum Kapal;

g manajemen keselamatan dan  pencegshan
petcemaran dari Kapal; dan

h. rmanyemen Keamanan Kapal

Pemenuhan setiap persvaratan Kelaiklantan Kepal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan
dengan settifilkat, =surat, dan/atau dokumen
Kelaitdautan Kapzl terdiri atas:

a., sertifikat Keselamatan Kapal penumpang;
b. =ertifikat Keselamalan Kaps] barang,

¢.  sertifikat  kelatkan dan pengawakan  Kapal
penangkap ikan;

d. sertilikal pencegahan pencemaman;

e, scertiikat Maritirme Lakour Convention [mLE};

L dokumen keeslamatan pengawakan minimum,
g- =aertilikat gans muaat; '

. surac ukur dan surat tanda kebangsaan Kapal;

i.  sertiikal manaemen Keselamatan Kapal dan
pencegahan pencemaran csn Kapal, dan

i gcrtificat manajemen Kenmanan Kapal.

Khusus Kapal penumpang vang berlavar i Perairan
ndonesia, wajik dilengkapt  dengan sertifikat
Ileselamatan Kapad PCMUPATE stbagalmans
dimalsual pada avat (2 huraf a

Ketentuan lebih lzajur mengenai pengawakan Kapal
schaguimana dimaksud pada ayat [1} hunal ¢ diatur
dengan Peraturan Menlen. '

{5} Ketentuan . . .
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(3}  Ketentuan lebih leamut mengenai sertifikast Marnme
Leebottr Clortpention (ML) sebhapgnimana dimaksud pada
ayat {2] huaruf e diatur dengan Peraturan Meontern,

Pasa] 48

Berdasarkan kondisi peograll dan meteorclogh ditetapkar
dacrah Pelayaran dengan wrutan sebagai berikut:

a. daerah Pelayaran semua lautan;

b daerah Pelayaran Pervairan Indonesia;

. daerah Pelayaran lokal,;

d. daccahb Pelavaran terbalas,

£, dacrab Pelayvaran Pelabuhan; dan

£ Jaerah Pelayaran peraiman sungal dan danau,

Pagal 289

111 Seliap Kapal sebelum dioperasikan wajib dilakubkan
pengukuran oleh pejabat pemerintah  yang  diberi
wowenang oleh Menteri.

2] Ketentuan sebagaimana dirneksud pads ayat (1) tdak
berlaku bagi Kapal MNegars yang digunakdan uncuk
tugas pemerintahan.

() Atas permintzan pemilik Kapal, Hapal yang tidak
digunakan untuk berlayar dan Kapal Negara yang
digunakan untuk tugas pemenmtahan dapat divkur.

Pasal 40

[1} Pejabat pemerintal sebapaimana dimaksud dalam
Pazal 8% avat (1] merupakan pejabac vang tclah
mermenuhi kualehikasi sebagan ahl ukur Kapal,

(2] Pelaksanoan pengukuran Kapal oleh ahli ukur Kapal
harus  dilakukan scsual dengan ketentuan
sehapmimana dimaksud dalom Tasal 11 Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Pasal 91 . ..
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Pazal 91

Pemilik Kapal, operator Kepal, atew Nakhoda harus
sepera tuelaporkan secara iertulls Lepada Menteri
apabila terjadi perombalkan Kapal yane menyebabKean
parubahan date yvang ada dalam surat ukur,

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara el=ktronik.

Dalam hal tegadi perubahan data  schagaimarna
dimaksud pada ayat (i) harus segera dilakukan

pengukuran ulang,

Pemilik Kapal, opcrator Kapal, Makhoda dan galangan
Kapal wajib membantu 'pelaksanaaln pengukuran
Kepal.

Pasal 92

Pelak=gnean penpukuran Kapal penangkap ikan dapat
dilaltukan olch kementerian  yang  menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perikanan berdasarkan
kompetensi, standar, dan  prosedur pengukuran yang
ditetapkan oleh Menteri.

(1]

{<]

Pasal 93

Kapal yang telah diukur dan mendspgat surat ukur
dapa: didaftarkan i Indonesia olen pemilik Kapal
kepada pejabat pendallar dan pancaiet balik nama
Kapal yvang ditetapkan oleh Mente.

Kapal wvang dapat didaltarkan kepemiiikannya &
Inclonesia yvaitu:

a. Kapal dengan ukuran tonase kotor schkurang-
kurangnya GT 7 {majuh gross ronnagel;

by,  Kapal milik warga negara fndonesia atau badan
hultum  yanpg  didiriken berdamarkan  hukom
[ndonesia dan berkedudukan di [ndonesia; dan

1

Hapatl milik badan bLiukum  Indonesia yang
merupalkan vsaha patungan vang mayeortas
sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

(3 Pendadiaran . . .
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FPendaftaran terhadap hak milik atas Kapal dilakukan
dengan pembuatan akta pendaltaran Kapal dan dicatat
serta didokumentasikan dalam daftar Kapal Indonesia.

Scbapal bukh hak milik atas Kapal telah terdaftar,
kepada pemilik Kapal diberikan grosse akta
pendaftaran Kapal yanpg berfongsi sebagal Dukti hak
milik atas Kapal yvang telah didaltar.

Kapal yang telah didalar sebapaimana dimaksud pada
ayat (4] wanb dipasang tanda pendaftaran oleh pemilik
Hapal,

Panal 94

Pendaftaran Kapal melipou pendaftaran hak milik dan
pembebanan hipotel.

Pendaftaran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} <dicatal dalam buku dafizr Kapal berbendera
Indonesia yang terdin atas:

a. daftar hanan;
b. daftar induk: dan
e, daftar puasat.

Buku daftar Kapal berbendera Indonesia sebapaimana
dunaksud pada ayat (2] diselengparakan sebapai
berikut:

g,  dallar hanan dan daftar mduk disclenpgarakan di
setiap tempat pendaltaran Kapal; dan

k. daftar pusat diselenggarakan secara terpusat i
tempat vang diretaokan oleh Menter:

Buku daltar Kapal berbendera Indonesia sebagaimana
dimaksud pada avat {2} terbuka untuk Wmim,

Ketentuan lebih lamul  ménpeénan  penyeleéngearaan
Tk claflar Kapal berbendera [Indonesia scbagaimana
dimaksud pada ayat {Z] diatur dengan Peraturan
Menter:,

Fa=al 9% ., _ .
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Pasal 95
Pendaftaran Kapal dilaknkan di tempat  vang
ditetapkan oieh Menteri.

Pemilik Kapal bebas memilibh salah sam dard 1empat
pendaltaran Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat
1] untuk mendaftarkan Kapalnya.

Pasal 96

{rosse akta pendaltaran Kapal scbagaimana dimnaksud
dalam Pasal 22 ayat 4] merupakan salinan resmu dan
minuta akta.

Crrosse akra pendaluaran Kapal sebagaimana dimalosud
pada ayat [1) harus memuat hal sebagal benkut:

8. nwoIcol dan tanggal akta;

b. nomoer, tanggal, dan tempat penerbitan surat
ukr;

. data Kapal,
d. katepori pendaltaran Kapal;

nama dan tempal edudukan pejabar pendaltar
dan percatat nalik nama Kapal;

f. nama dan domisili pemilik Kapal, dan
- Jralan singkal Kepermmhikan Kapal.

Dralam hal grosse akta pendaltaran Kapal hilang, dapat
diterbitlzan grosse  akta  penggana  berdasarkan
penetapsn pengadilan.

Pazal oF

Pendaltaran hak - mihk atas Kapal s-bhapaimana
dimzksud dalam Pazal %3 ayat [3) harus dilengkam
dengan dokuwm=n terdin atas:

a.  bukti hak tlik atas Kapal, .
b, identitas pemilik Kapal; dan
¢ aurat ukur,

(2) Kapal . . .
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(2} Kapal yang dibeli atau diperoleh dari lnar neger dan
sudah terdaftar di negara asal, sclain dokumen
schagaimana dimaksud pada avat (1) haris dilengkapi
surat keterangan penghapusan dari daftar Kapal yang
diterbitkan oleh negara bendera asal Kapal.

Pazal S&

Tanda pendaltaran sehagaimana dimaksud dalam Pasal 93
gvat (3] berupa rangkaian angka dan huraf yang terdic atas
angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat
Kapal didaftar, nomor urut al¢ta pendaftaran, dan kode
kategori pendaftaran Kapal,

Pasal 99

Zeliap peralihan hal milik atas Kapal vang telah didaitar,
pemegang hak yang bart harus menpajukan permohonan
pembuatan akta dan pencatatan balik nama Kapal kepada
pejabat pendaftar dan pencatat balik mama Kapal di tempat
Kapal vidallar.

Pasal 100

(1} Rova hipotek dilakbukan oleh pejabat pendaftar dan
pencatat balik noma Kapal atas permintaan teriulis
dan penerima hipotek,

(2} Dalam hal perminilzan sebupaimann dimaksud pada
ayat {l] diajukan oleh pemben  hipotek  harus
melampirkan surat persefjuan roya dari penetima
hupotels.

5]  Selam atas permintian sebagaimana dimnalksiud pads
ayat 1) dan ayat [2) roya hipotek dapat dilakukan
Berdasarkan pulusem pengadilan wang  telah
memperaleh kekuatan hukam tetap.

Fasal 101 _ _
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Pasal 101

Kapal yang didaftar di indonesia dan berlavar di laat
diberi surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia oleh
Menteri.

Jurat tanda Kebangsaan Kapal Indonezia sebagaimansg
dimaksid pada ayat [1) diberikan dalam bentuk.

a,  surat lant wuntuk Kepal Lerukuran ST 175
Iseratus tyuh pulub Limsa gross toRnage) atan
lebihy;

b. pas besar untuk Kapal beruluran GT 7 jwujuhb
gross tonnege) sampal dengan uliuran kurang dan
QT 175 (scratus tujub puluh lima gross tonnoage);
Atau

€. pas Kecil untuk Kapal berukuran kurang dari GT
T tuh yross fonrage),

kapal yang hanya berlayar di pérairan sungas dan
danaun diberi pas sungai Jdan danau,

Burat tanda kebangsaan Kapa! schagaimana dimaksud
pada ayat {2} hural a dan hurul b diberikan jikka
dilengkapl persyaratan:

4, [otokopl grosse akia pendaftaran/balilk nama
Kapal,

b fotokopi surat ukur; dan

surat peinyataan dar pemilik mengenai data dan
peruntukan Kapal.

Surat tanda kebangsaan Kapal sebagaimana dimaksud
pada avat (2} hwruf ¢ diberikan jika dilenglapi
PErSYEraian;

A.  Dbukl kepemilikan Kapal; dan

b, surat pernyataan dari permilik mengenai data dan
perunivkan Kapal

Fasal 102 _ . .
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Paanl 102

Surat tanda kebanpgsaan Kapal wang beraifat
sementara  diberikan kepada Kapal yang belum
tmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pawal 101 ayai (4} hurul & tetaps telaly memenihi
persyvaratan sebagaumana dimaksud dalarn Pasal 101
avat (4] hurut b dan huraf ¢ dan Kapal Negara vang
dipunakan untuk tugas pemerintahan.

Surat  tanda  kebangsaan Kapal vyang bersifat
semenlara  sebagaimana dimaksud pade  ayar (1)
dibenlan dalam bentuk surat laul sementara atay pas
besar sementara vang berlaku untuk jangka waktu 3
{tipa) bulan. :

Surat  tanda  kebanesaan Kapal yang bersifat
sementara yang dibenkan kepada Kapal Negara
scbagaimanz dimaksud pada ayat (1] berlaku untuk 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang d-ngan masa
berlaku yang sama.

Eetentuan letnb lanjut mengenal fata cara penerbitan
surat tarda Kebangsaan Kapal yang Lersifat sementara
sebagaimana dimaksud pada ayatl [, ayvan (2], Jdan
ayat (3] thatur dengan Peraturan Menten.

Pasal 103

Dalam rangka percepatan kemudahan berussha,
proses pengokurarn, pendaftaran, dan penetapan
kebangsaan Kapal pada Kapal penangkan  ikan
dilakukan secera lennlegrast melaln pelavanan 1
{satu) atap.

SErand Juan prasarand ]:ltn;n.-'-*:h:nggara:-'_ﬁ sisterm 1 {zatu)
atap sebapaunana dimaksud pada ayat {1] disediakan
oleh FPemerintaly Pasat,

Fasal 104 ...



SIC Mo 092563 4

(1)

2]

[

{4}

(1]

ol

*

PRESIDEM
RreUaLcIk INDONESEA

ST

Fasal 104

Keluiklautan Kapal =sebapaimans dimaksud dalam
Paszal &7 ayat [1) ditenokan melaba pemenksaan dan
penguiian yang dibuktikan dengan sertifikat.

Terhadap Kapal wyang felah memperoleh sertifikal
sebagaimana dimaksuad pada avat {1} wajib dilakukan
penilikan secara terus menerus sarmpai Rapal tdak
digunakan lagi-

Pemeriksaan  dan penguian  serta penilikan
sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayac [2) wajb
dilaloukan ¢leh pejabat perneriksa Kestlamatan Kapal.

Dalam kondisi ertenty, pemeciksaan dan pengujian
serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan melalei aplikasi dalam jaringan,

Pagal 125

Jenis pemeriksaan Keselamatan Kapal sebagaimana
dimakzud dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah
Noewr 51 Tahun 2002  temieng Perkapalan
berdazarkan waktu pelaksanaan, teodim #las)

pemerilksantt pertama;

pemeriksaan tahunan;

fl
b
¢. pemeriksaan pembaharoan;
4. pemeriksaan antara;

e.  pemeriksaan di luar jadwal atan tambahan; dan
. pemeriksaan karena kerusakan dan perbaikan,

Jenis  pemenksaan  sebagaitmana  dimaksud  pada
ayat (1} harus mengikuli tala cara dan petunjuk
pernerikszan,

Eetenituan  lebih lanjut mengenain tala cara dan

petunjuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] diatur denpan Peratoran Menteri.

Pagal 106 _ .
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Pasgal 106

Sediap Kapal yang berdasarkan hasil pemerikzagn dan
renggian scbapaimana dimaksud dzlam Pasal 105
vang elah memenuhi persyaratan Kelaiklantan Kapal,
dibenkan sertifilkat Kelaiklautan Kapal.

Kapal harus inemiliki sertfikal sebagaimana dimaksod
pada ayat (1] sesvan dengan dasrah Pelayarannya.

Kapal untuk dacrah Felayaran zermua lauran atag
FPelayaran internasional hamis  memililen sertifikat
scsual dengan keientuan standar inlernasional,

Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdiri
atas: '

a. sertiikat sementara;
k. zertihkat pertama; dan
<.  sertilikat pembaharoan.

Sertifikat  sebagaimans: dimaksud pada ayat {4
diberikan oleh Meneri. '

FPasal 107

Scrtifikat Kapal vang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dari negara asing, dapat diakui oleh
pemerintah jika persyaratan untuk mendapatkannya
dinilai paling sedikit sepadan denpan persyaratan yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ing.

Selain scriihkat sebapaimana dirnaksud pada ayal {13,
berlaku  juga untok  sertifikat | penglyian  yang
ditakukan terhadap:

a,  perlengkapan Hapal; dan
b.  lkomponen Kapal.

Sertifikat  sebagaimana dimaksud pada avat {2)
diberikan oleh Menteri,

Menteri schagmmana dimaksad pada ayat (3) dapat
mendelegasikan penpujan kepada Badan Klasifikas
vang diakni dan ditiinjuk,

Pasal 108 . ..
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Pasad 103

Perlengkapan Kapal schagaimana dimaksud dalam
Paszal 107 ayat [2] hwuf a pa¥ing sedikit terdiri atas:

3. perlengkapan navigasi:

b,  pencepahan penccmaran;

c. alat penolong;

d. pendetels) asap dan pemadam kebalkaran;

e.  radic dan elekronika Kapal; dan

f reta dan  publilkas naotika,  perlengkapan

pengamatan metecrologl untuk Kapal dengan
ukuran dan daerah Pelayaran tertentu.

Komponen Kapal sebagaimana dimiaksnd dalam Pasal
147 ayat [2) hurul b paling sedikit terdiri atas:

a.  bahan

peralatan;

permesinan,

propulsi;

zigtern akormodasi:

peralatan geladak;

petralatan bongkar tmaat: dan

prralatan kesslamatan.

TR S8 AN O

Fenguwian terhadap komponen Kaopal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan tzrhadap komponen
Kapal yvang alkan diproduksi dan digunakan di ataa
Kapal.

Pengujian terhadat petlengkapan Kapal sebagaimana
dimaksud pada syat {1} dan komponen Kapal
schaygaimmana  dimaksud  pada ayat (2] diakukan
berdazarean ketentuan standar internasional dan
nastunal, sesual dengan daerzh Pelayvarannya.

Fenzujizn s=ebagaimana dimaksod pada avat (4}
dilakzanakan aolek peabhatl peneriksa Kesclamatan
Kapal atan pejabat fungsional Jainnya yang ditunjuk
Atal diangkat sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-vndangan,

(4] Penguojian - .
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Fengujian sebapgaimanz dimaksud pada ayat (4]
melipuat:
a. pengujian pertama;
b.  pengujian berkala, dan
£, pemenksaan tahunan.

FPasal 1043
Sertilkat Kapal udak berlaku apabila;

8. masa berlaku sudah berakhir;

k. udak melsksanakan pengukuhan  sertilikat
fendorsement),

.  Kapal rusak dan dinyatakan tidak mermenuhi
persvaratan Keselarnatan Kapal,

d.  Kapal berubah nama;
Kapal berganti hendera,

Kapal tclak sesioa lag dengan data-data wekms
dalam serilikal Keselamatan Kapal;

2.  Kapal rreTigslam perombakan FENY
mengakibatkan porubahan  konstruks: Kapad,
perwbahan ukuran utama Kapal. dan perubahan
fungsl atau jenis Kapal,

h. EKapal tenggelam atau hilang; atau
i.  Kapal ditutuh {scrapping,).

Sertifikat kapal dibatalkan jpka:

a. keteranpgan dalam dokumen Kapal yang
digunakan untuk penerhitan sertiikat termyata
tidak sesual dengan keadaan vang sehenarnys;

b. lapal sudah tidak memenvhi persyaratan
heselamatan Kapal, atau

c.  =ertilikat diperoleh secara tidak sah.

Tidak berlakunya serufikat Kapal sebagaimans
dimaksud pacda avat (1 dan pembalalan sertibikat
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dapat
disesuailian berdasarkan keterituan atandar
inlernasional,

Pasal 110, ..
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Pasal | 10

Pembatalan sertihkal Kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 myat (2) dilakukan melalui proses
sebapgai berikut:

pemanggilan secara patut dan wajar;

penslitian sertifikat dan dokumen Kapal;

pemenksaan, dat

== - A

pembatalan sertilikat,

Pembatalan sertifikar Kapal scbagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilakukan oleh Menteri.

Pembatalan sertiikat Kapel sebagaimana dimaksud
pada ayal (2} dilakukan s=setelah melalui proses
pemeriksaan olch pejabat pemenksa Keselamatan
Kapal.

Dalam hal pejabat pemerikza Kesslamalan Kapal
menemulan bukti adanya pemalsuan sertifkar Kapal,
serhifikat Kapal dibatelkan oleh Ment=r tanpa melalu
proses schagaimana dimalktsud pada avat (1),

Pasal 111

Pemilik Kapal, operator Kapal, dan Nakhoda wanb
memelihara dan merawat Kapalbya sehingga Kapal
selama dioperasikan lelap  méemenuln persyaratan
Kezelamatan Kapal dan sestun dengan data yang
terdapat pada sertifikat Kapal,

Dalam keadaan tertentu Menteri dgpat memberikan
permbehasan zebapian persyaratan yang ditecapkan
dengan tetap memperhatikan Keselamatan Kapal.

Fremeliharaan Kapal sebagaimana dimaksed pada ayat
[1} dilakukan secara berkala dan sewakiu-walon.

Setianp  opal dengan wkuran tertentu waphb
ihlimibungkan zesual densan jadwal yang ditentukan
untk  pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)-

Pazal 112. ..
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Pasal 112

Untuk keperluan persyaratan Keselamatan Kapal,
Kapal berdasarkan jenis dan ukuran lenentu wajib
diklasifikasikan pads Badap Klasifikasi.

Badan Klasifikasi sebagaimzna dimaksud pads ayat {1}
terdiri atns Badan Klasifikasi nasignai alau Badan
Klasiikas: asmg yang dialui dapat ditunjuk unok
melakzanakan pemerksaan dan  pengyjian vane
berkenaan dengan pemenuhan persyaratan
Kezsclamatan Kapal.

Pengaluan dan  Penunjukan Badan  Klasidikasi
sebagaimana dimaksud pada avat [2) dilakvkan oleh
Menter.

Menteri dapat menggunakan hasil pemeriksaan dan
pengujian  sehagaimana dionaksud pada  aval (2)
sebagal pendukung dari lapoeran pemenisasn yaong
dilakukan cleh pejabat pemeriksa Kesclamatan Kapal
dalam proses penerhitan sertifikat Keselamatan Kapal.

Badan Klasiikasi  yang  diakui dan  ditugjuk
scbagaimana dimaksud  pacda  ayat (3] wajib
melaporikan kegictannya kepada Menteri.

Fasal 113

Pembangunan  atau  perombakan  Kapal harus
memperhatikan;

a. maleric] dan bahan vang memenuhi persyaratan
dan mempunyai legalitas pengujlan bahan vang
dikukuhkan dalam bentuk sertifikat yang didapat
melalui proses pemeriksaan dan peneujian; dan

b. lconsoraksi -, .
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. Konstruksi dan bangunen Kapal yang meomenuhi
persyaratan  tata  letak,  susunan, dan
dikonstruksian  sesuai  dengan  ketentuan
Keselamatan Kapal.

Kekuatan  konstrukst dan bangunan  Kapal
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b hars
memenuhi kerenihian Badan Klasifikasi.

Kzpal dengan jenis dan/atau panjahg tertentu harus
dibangun dengan konstruksi dasar ganda danfatau
lambung ganda pada selurub Tuas lantal kamar mesin
sampai ke sekat ¢erok haluan atau pada ruang muat.

Setiap Kapal paling sedikit haros mempunyai sekat
ubtukan, sekat buritan, dan sekat Kedap air yang
mcmbatasi sebelah depan dan belakang kamar mesin.

Sckat tubrukan sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
harus dikenstruksikan sedemikian  kokoh  =erta
membenteng sampal dengan geladak  sekat  atag
geladak larmbung timbul, dan harus ditempatltan padsa
Jarak tertentu dan gans tepak depan Kapal.

Sctiap Kapal harus inempunyal peralatan tambat yang
tepat puna, digerakkan dengan sumber tenaga vang
sesyal, dan depat dilavani denpan cepat dan tepat
dalam situasi apapun vang terjadi terhadap Kapal

Jeltlap Kapal harus mempunyai dava apung dan
stabilitas yang aran, dibanpun dengan komparicmen,
pintu, bukaan, dan jendela kedap air serta memenuhi
kriteriz rrahilitas sesual dengan persyaratan  bap
peruntukeinnya yang ditunjukkon dalam informas
statilitas Kapal.

Ketantuan lebih lanjut mengenal pembangunan dan

perombakan, sorta krterta don mformonsi stabilitas
Kapal diatur dengan Peraturan Menteri,

Pasal 114 . ..
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Pasal 114

(1} Perlengkapan Kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 108 ayat (1} dan kempone: Kapal sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayal (2] harus dipelihara,
dirawat, dan diperbaiki sesual dengan persyaratan
Kezelamatan Kapal,

2} Pemelibaraan Kapal dan perawatan  perleaghkapan
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (M yung
mremerlukan pemeliharaan dan perawatan di darat,
harvs dilakukan pada bengkel pemeliharaan dan
perawalan Kapal,

{3] Perbaikan lkomponen Kapal sebagaimana dimaksiid
pada ayat (1) dilakukan oleh pabrikan, Badan Usaha
yvang bergerak di bidang pemelibaraan, perawatan, dan
porbadkan  Koemponen Kapal, atew ahli yang
bersertifikar.

Pasal 115

Setiap perangkat komunikasi redio Kapal harus memilik]
izin  sesuai dengan  Ketentnan peraturan  perundang-
undangan di bidang telekomunikast dan  inlermatike
komunikasi.

Pasal 1106

(1} Setiap Kapal yang berlayar harus ditetapgas lambuong
timbulnya dan dipasang marka garis muat seeara tetap
sesual denpan persyarala.

(2] Pernitungan lambung bmbul unk sctiap Kapal harus
mandapat pengesahan dari Menteri.

(3} Penelapat  besarnya  lambung  timbul  Kapal
berdazarkan  afas  porhitungan  dan pemenksaan
pemenuhan persvaratan lambung timba! Kepal clth
pejabat pemerikia Kesslimatan Kapal,

(4] Lambung timbui lGapat ditetaploan:

a. untuk . ..
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A, untuk  pelayaran  internaswonal  berdasarkan

kelenllan intermasional mengenal garvis  rmuoat
inlernasiondl; dan

b, untuk pelayacan di wilayah Perairan Indonesia

berdasarkan kelenitilan  fasional  mengena
lambung timbul Kapal.

Eczamva lambung  timbul Kapal  sebagoimans
dimaksnd pada ayat (3] dinyatakan dalam scctilileal
garis muat,

Sertifikat gans muat scbagaimana dimaksud pada ayat
(5] diterbitkan oleh Mentern.

Menleri sebagaimana dimaksud pada avat (6) dapat
menddelegasikan penerbitan gercifikat  garis  moat
kepada Badan Klasiikas vang diakui dan ditunjok.

Marka pans mual Kapal yang telah ditetapkan dalam
scriifikat garns muat hbdak diperkenankan dinbah
tanpa persetuyjusan Mentert.

Pasal 117

Setiap peti kemas yvang dibangun dan digunalkan
sebagai bagpian darl alat angkuat harus memenuhi
persyaratan  kelaikan petl kemas sesual dengan
ketenbuan peraturan perandang-undangan,

Kelaikan peti kemas sebagaimana dimaksud pada avat
], dilaktkan terhadape

4,  pel kemas bao; dan
b, pet kemas lama.

Peti kemas sebapaimana dimaksod pada ayat {2] yang
telah meodapaikan pegrsetgjuan dari pemerintah
negard lain anpgota konvensi atau orpanisas) yang
dilunjuk oleh  pemerintab negara lain  anggota
konvensi, diakui szebhagai peti kemas wvang telah
mendapal  persetjuan dan tidak perlu dibenkan
persctujuan kelaikan pel kemas ulang.

4] Perselwjuan . ..
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Perserujuan dari pemerintah nogara lsm angeola
konvensi  alag organisasi  vang  ditunjuk  oleh
pemerintah negara Jaim anggota konvensi sebagaimana
dimaksud pada ayval (3] berups pemasangan pelat
persetujuan kelaikan petl kemas (O30 sufefyy oppeoal
ates) pada petl kemas vang digunakan schagar alat
angkut di atas Kapal.

Pemenuhan kelaikan peti kemas baro sebagaimana
dimaksud pada ayat (2 burdl 3 yang dibangun
dan/estau diproduksi di dalam negen wanb mendapal
perseiyjuan kelaikan pety kemas (CBE safety approval
plates) oleh Menier.

Ketentuan lebih lapjul mengenai tata cara persetujuan
kelailian peti kemas (C5C safety approval platestdiatur
dengan Peraturan Menteor.

Pasal 118

Feti kemas baru dan pel kemas lama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 117 zwal [2) yang lelah
tnemenabn persvaratan pemernksaan dan pengujian
diberikan  persetujuan  bocrapa dilckatkan pelat
perselgjuan kelaikan peti kemas (U8 safety approval
piates),

Dalam hal peti kemas diproduksi secara seri, pada
setiap jumlah tertentu diadekan pengujan terhadap
produksi vang dihasilkan dan jpka temmyata tidak
memenuhl persyaratan kelatkan peti Kereas, produlosi
harus dihentiban.

Masal 119 ...
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Pasal 1159

Peti kemas vang akan diangkut ke Keopal wajnb
tnemilikn berat kotoe peti kemas terveriiikas (perfed
gross moass G,

Pt kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang
diangkut ke Kapal apabila Nakhoda, Badan Usaha
FPelabuhan, pengelola Terminal Khusus, danfatau
pengelola Terminal untuk Kepentingan Sendiri behom
mendapatkan  inforenas berat kolor pell kemas
terrenlikas {venfied gross moass YGM).

Metods penentuan berat kotor peti kemas tervernifikas:
(venfied gross mass/ YUM) terdin atas:

4. mctode kesatu yaitu pencntuan berat kotor peti
ketnas rerverifikast (verfied gross mass/VGM)
dengan cara menimbang peti kemas beserta izinya
SEcata hersamtaan setelah proses pEngemasan
danfalau penyepelan; alaug

k. mectode kcdua yaltu penentuan borat kotor pen
kemas terverihkasi [verfied gross mass/ VGM)
dengan cara menimbang 1si  pctt kemas
keseluruhan secara terpisah dan ditambah berat
pet kemas kosong,

Metode kesaru dan metcde kedua sebagaimana
dimaksud pada ayal [3) haras mengpunakan peralatan
penimbangan vune telah lerkalibras dan mempersleh
sertikat darl instanst yvong berwenang di bdang
kemetrologian.

Penentuan berat kotor petl kemas ternvenbikas (venfied
gioess mass/ VGM) schagaimana dimaksud pada ayat
(3] harus dilakukan oleh shipper dan sebelum masuk
Terminal peri kemas di Pelabubhan wajib dilakukan
verilkasi akhir melalul fasilitas penimbangan  perd
kemas di Pelabuban.

(&) Shipper . ..
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sShipper sebagmmana dimaksud pada ayat (3) dapat
menunjuk pihak ketipa untuk melakukan penentuan
berat Kotar petit kemas terverihkasi {venfied gross
mass WG],

shipper schagaimana dimaksud pada ayat [3) dapat
melakukan pencntuan berat  kotor peti Kemas
terverifikasi frerified gress mass/ VM di tempat yang
ditentukan oleh shipper.

Metode penentuan berat kotor peti ketnas terveriftkasi
(verfied gross maszs/ VM) vang dilakuban vleh shipper
dan pihak ketiga harus mendapatkan persectujuan
fenteri.

kerenhizan  letnh lanjul mengenal berat kotor petd
kemas lervenbkasy frenfied gross mass/VGM) diatar
dengan Peraturan Menterm.

Fasal 120

Pemmihik peti kemas wajib melakukan pemeliharaan
agar tetap memenuhi persyaratan kelaikan pehi Kemas.

Ketentuan lebilh lanjut mengenai pemeliharaan pel
kemas diatur dengan Perafuran bMeneri.

Fasal 1221

Dalam hal ditemukan kerosakan, peli kemas harus
dilakukan perbaikan unipk  elap memenuhi
persyaratan kelaikan potl kemas,

Perliaikan pell kemas sebapaimans dimaksud pada
avat (1) dapal dilakukan oleh;
a. perdsshasn depo pet kemas; atau

b.  bkengkel usaha perbaikan peli kemas.

Faszal 122

Fernilik peti kemas bertang@ing jawab d=n menjamin
bahwa peti kemasnya dalam keadsan laik peti kemas,
Bauk pads sasl penyimpanan maupun poogeunaan.

2] Etupper . |
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Shipper  bertangpung  jawab  menentukan dan
mendokumentasikan berat  ketor  ped  kemas
terverihikasi {verfied gross mass/Y36),

Pasal 123

Fengawasan pemasanean pelat persctujuan kelakan
petl kitmas [C30 sqfety approvel plates] dilaksanakan
olel petugas pengawas dan Syahbander di Pelgbuhan
setempat.

Pengawasan pejnanuhan  berat Kotor peti kemas
terverifikasi [verfed gross mass/VOM) dilsksanakaa
oleh penyelengpara Pelabithan di Pelabulian setempat.

Sclain pengawasan sebagaimana dimaksud pade ayat
(1} dan ayat {2}, dilaksanakan wji petik oleh Menter.

Pazal 124

Peti kemas dilarang ataw dibentikan sementara unriek
diguinakan dalam hal:

a. belum dipasang pelat persetujuan kelaikan peti
kemas [CSC safery approval plates); danfatay

b. terdapat kerusakan sirukiur pada peti kemas
vang dapat membahayakan bagi kesciarnatan.

Pelarangan atau penghentiall sementarn peng@linaan
petl kemas scbagaimana dimaksud pada avat (1] haros
diberitahukan Lkepada pemilik pet;i kemas atau

lkua=sanya oleh petupas [::«l;‘.nguil.--.-l.:s dan Syahbandar di
Pelabuhan setempat.

Peluksanaan penpawaszan pemenunhan Kelaikan pet
kemas dan berat kotor peti Kemeas terverifikasi fverftad
gross massVOM) haoas dilaporkan kepada Menten,

Laporan sebhagasimana Jimaksud pada oyat 13) dapsat
disampailkan sccara clcktronik,

{7} Ketentuan . . .
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(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pEngawasan,  u petlk, dan penunjukan  petugas
pengawas diatur dengan Perataran Monteri,

Pazal 125

Femilile peti kemas, Nakhoda, atau operator Terminal peti
kemas watib membantu pelalizanaan |ugas pengawasan
yang  dilakukan  oleh  petugas pengawas dengan
menvediakan peralatan pendukung yang dipetlukan olch

petupas peEnpswas.

Pasal 126

Setiap pemilik Kapal, operaror Kapal, Nakhods, dan anak
Inyzh  Kapal wanb mencegah timbulnya  pencemaran
lingkungan oleh minyak, kotoran, sampah, emisi gas
buang, dan bahan  berbahaya dan beracun, serta
perscbaran biota air vang dapat merugilean lingkungan
pecairan lain dan Kepalonya,

Pasal 127

{11 HKapal Asing vang beropecasi i Perairan Indonesia
wajily memenuhi persyaratan pencegahan pencermaran
sCsLi ketentuan internasionat di bidang pencegahan
pencermaran yang sudah diratiiikasi oleh Pemerintab
Fusat.

2] Pejabat pemeriksa kelaikiautan dan keamanan Kapal
Azing dapal melakukan pengujlan peralatan, bahan
atau baku motu sgesual persyaratan  pencegaban
pencemaran yniluk Kapel Asing di scluruh Pelabuhan
di Indoncsia

Pasal 128, ..
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Masal 128

Kapal vang telah dilengkapl dengan peralatan dan
perencanaan prosedur uniuk pencegahan pencemaran
vang metmenulu persvaratan dan telah dipenksa,
diberikan sertifikat pencegahan pencemaran dengan
masa berlaku tidak melebihl 5 (hma) whun.,

Serrifikat vang dikelyarkan sesuvar denpgan ketentuan
internasonal mengena penccgahan pencemaran Taul
dari Kapal pads Kapal Asing oleh pejabat asing vang
berwenang, diskw sama  dengan gerlfikat
sebagalinana dimaksud pada ayat (1).

Zertifikat pencegahan pencemaran sebagiarmana
dimaksud pada ayal (1] diterbitkan olch Menteri.

Pasal 12%

Kapal dengun jenis dan okuran  tertenta  dapat
dibcrikan pcmbebasan pemenuhan mangjemen ar
halag bagi Kapal vang hanya berfayar di Perairan
Indonesia, Jika:

a. Kapal delam Pelayaran antar Pelabuhan atau
wilayah lokasi rule Pelayaran yang sama dan teras
rmerierls vang telah ditetapkan oleh Mentern dengan
waktu tempuh paling lama 3 [Loga) jam,

. Kapal vang beroperasi sccara tctap dan teratur
dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan secara terus
menetrus: dan/atan

. Kapal beroperasi dalam Pelayaran anrar Pelabuhan
atau wilayah/lokasi dengan waktu tempuh lebih
dan 3 (tiga) jam namun memilik] karaklerislik
perairan Pelabwhan  sama  berdasarkan  hasil
penilalan risiko,

Pembebswsan sehagaimana dimaksud pada ayat {1)
dapat disetujw dengan ketentuan sebapan ekl

4, SesUAl. . .
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a. scsual dengan  hasil  penilaian risiko yang
berpedoman pada konvensi manajemen air balas
fballast water menegement  oonvention  oleh
Pemerintah Pusal;

b.  efektif untuk mess berlaka tidak lchih dar 5
(lirmay Tabian dengan survel antara; dan

c.  diberikan kepada Kapal yang kapasitas ar balas

tidak lercampur dengan air balas dan sedimen
yang berasal dan wilavah/lokasi lain dy fuar
Perdairan Indonesia.

Fembebasan yang discrujul schapaimana  dimaksgd
pada avar (2] waib dicatat di buku caratan aic balag
fhallast waler record book) dan ditandatangary nleh
pelabat penieriksa Keselamatan Kapal.

Sctiap kapal berbendera [ndonesia vang melakukan
Fclavaran internasional atau Kapal Asing  harus
menyampatkan laporan kepeds SByashbandar apabila
peralatan pada sistem manajemnen air balas di Kapal
tidak dapat berfungs dengan baik dan Svahbandar
dapat menentukan lokas) pertukaran ar balas bag
Kapal tersebayt.

Pasal 1.30

Setiap peralalan, bahan, dan perencanaan prosedur
pencegahan ponccmaran yang digunakan di Kapal
harus mendapatkan persetujuan Menter.

Pemenksaan kelengkapan dan pengujian peralatan
ponocgahan pencemaran dalam rangka penerbilan
sertifikat pencegahan pencemaran dilakukan oleh
pciabat pemenksa Keselamatan Kapal atay dilakukan
oleh Badan Klasifikasi vang dizkui dan ditunjuk.

Faszal 131

Sctiap Kapal wajib memiliki buku catatan unluk
mencatat kegiatan operasional mengenal penanganan
muatan, bahan bakar, dan/atay penanganan imbah,
serta bahan lain vang meragikan.

{2) Buku . _ .
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Buku catatan sebagaimana dimaksud pada avat {1)
berupa buku catatan mandal atag elekironilk.

Bukil  catatan  kegialan operasiongl  sebapaimmana
dirmaksldd pada ayat (1) harils mendapatkan
porsctuuan Menten,

Buku catzlan keginlan sehagaimana dimaksud pada
ayat [1] harus (ersampan o atas hapal paling singkat
untuk catatan 3 (tga) tahun terakhir,

Pazal 132

Setiap Kapal wajib menggunakan bahan bakar dengan
kandungan sullur maksimal 0,5% m/m (bol kema hiroa
PETSEN Mass By wess).

Kapal Asing vang masih mengpuanakan bahan bakarc
Jengan kandungan sulfoe lelih dac 9,5% mfm ool
kmna lima persen mass by mass) wajib dilengleapi
siglemn pembersiblan ges bueng  (serebber! vang
disctyul pemerintah negara Kapal.

Kapal berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu
wrjlr melaporkan  konsumsi  pemakalan bahan
bakarnya sctiap tahun kecpada Mentor.

Laporan sebapaimana dimaksud pada ayat (3] dapat
disampaikan secara elektronik.

Kapal vang tclah melaporkan konsumsi pemakalan
bahan bakarnva scbagaimana dimaksod pada ayar (4]
diberikan pernyvataon  kesesuman  [(statement  of
compllonce] aleh Menteri.

Ketentuarn lebilh lanjut mengenai pencatatan  dac
pelaporan konsumsi pemakaian bahan bakar diatr
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 133

[talam hal terjadi penccmaran yang bersumber dan
KEapal, pcmulik Kapal atau operator Kapal bertangguneg
jawab tcrhadap penanggulanpan pencemaran dan
kerugian wang diakibatkan eleh pencemaran yang
bersumber dari Kapalnya.

(2] Untuk . ..
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Untuk memenuln  tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) pemiik Kapel dan; ala
aperator Kapal wajib mengasuransikan kewajibannya
ke perusahaan asurans] atan lembaga  jaminan
keuangan lain yang diakui aleh Menter.

Perusahaan avurans 8tady lembaga jaminan keuangan
lain =ebapaimana dimaksud pada ayat {2] yang
mtmbenkan jaminan gantl TuEl prRosmaran atau
jaminan gant gl penyingkiran Kerangka Kapal wajib
memenuhl persyaralan setbagal benkut;

a. bagi perusahaan asuransi asing atau lembaga
Jaminan  kewargan nasional o oasing lainnya
merupakan angpota dari protection and trademeeity
che b imtermationel;

b bagi perusahaan asuransi nasional atau lembaga
jamiman keuangat nasional  lainnya wajib
terdaitar pada Crontas Jasa Keuangan Indonesia
sebapgai badan asuransi di bidang Perkapalan,

<.  memihkilayanan lkaman yang dapat diakses untuk
pengecekan keabzahan dokumen perfanggangan
atan polis asurans yang diterbitkan;

d. melaporkan  kepada Bbenternr apabila  terjads
perubahan atal pembatalan JAmIinan
pertanggungat asuranst, dan

, menyampalkan lHporan kepads Menten apabila
tengpunakan jasa pihak ketiga dalam penerbitan
dolumen jamingn pertanpunpan asurans atal
blue carnd.

Pemilik Kapal wajib menyampaikan dokumen jaminan
perlangeuopen asurans yang  dilertatkan ofeh
perusahaan asuranst atau lembaga jaminan keuangan
lain terhadap Kapalaya dan wajib menvampaikan
laporan jika tengadi porubshan atau pembatalun
Jarminan pertanggungan asuransi kepada Menceri.

3] Dalam . ..
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Oalamn hal nila) atau besaran pertangpungavwaban
yvang disediakan oleh asuransi vang digunakan oleh
pemilik Kapal lebih kecil  dari tatgl biava
pertangpunpawalban Herdsakan alabat pencemmaran
yang ditimbulkan dan Kapalnya, pemilik Kapal wajib
menanggEling semus hiays vang diimbualikan unoak
penangeEulangan Qe MATan dan pemilihan
hngkungan vang disebabkan karena pencemaran di
perairan yang berasal dan Kapalnya,

Ketentuan lebih lanput mengenal penanggulangan dan
pemulihan lingkungan akibat penccmaran dar Kapal
diatur dengan Peraruran Meoter.

Pasal 134

LU'ntuk memenuhil  tangeung jawsbh  sebapgaimana
dimaksud dalam Dasal 133, pemillk Kapal atau
operator Kapal dengan jenis dan ukuran tertentn wajiby
mengasuransikan tangmung jawabnva.

Ketentuan  lebih  lanut mengenai tanpggung jawab
untuk jcnis dan ukuran Kapal terrentu sebapairmeana
dimmaksud pada ayat (1} diator dengar Peraturan
Menteri

Pasal 135

Femilik Kapal atau operator Kapal yang telab memiliki bukeri
Adanys J4mMinan portanggungan asuransi sebagaimana
dimaksud dalam FPaszal 133 dan Pasal 134 ayat (1) diberilan
sertifikat penvingkivan Kerangks Kapal oleh Menter.

(1)

Pasal 1364

Untuk melakukan dumping di perairan dan percuciag
tangki Kapal wajnb memenuhi Perizinan Berusaha dan
pepabal yang  bertanggung  jawab  di Didang
pengendalian dampak hngllungan hidup serta pejabat
vang berangpung jawab di bidang Kescelamatan dan
Keamanan Pelayaran.

2] Lukasi. . .
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Lokasi dumpming di perairan dan pencuciarn tanghki
Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
secara terkoordinast antary pejabat vang bertanggung
Jawak  di bidanpg  Keselamatan dan  Heamanan
Felayaran, dampak lingkungan dan  pertahanan
ltcamanan, dan Pemerintah Daerah.

Limbah hasil pencucian tangi kapal dilarang dibuang
ke perairan melainkan harus ditampung di fasiiitas
penampungan lmbah di Pelabuban atau Terminal
Khusus.

Sctiap porusahaan atay Kapal vang akan melakulkan
kegiatan pencucian tangki Kopal herus melaper
kepada Syahbandar uniuk dilakukan penpawasan
selama keglatan pencucian tangki Kapal

Syahbandar sebagaimuna dimaksud pade ayat (4
harus memastikan perusahaan alau Kapal yang akan
melgkukan Kegiatan pencucian tangkl Kapal memilild
peralatan dan tcnaga ahli yang memadai termasuk
memiliki  atauw  bekerja  same  dengan fasilitas
penampungan  hmbabh  untuk menampung  hasl
pencucian tangki Kapal. '

Pasel 137

Kapal dengan jenis dan ukuran tertentu yang berlayar
di Perairan Indonesia wajib memenubi persyaratan
kesmiapan  penutuhan Kapal  sebelum dilakukan
penmutahan Kapal

Kepal berbendeva [ndonesia dapat  diterbitkars
sertifikat atau persetujuan persiapan penutuhan Kapai
setelah memenuhi  persyaratan berdasarkan  hesil
pemeriksaan oleh peizbat pemeriksa Esselomatan
Kapal sebelum dilakukan penghapusan dari Kapal
terdaftar i Indonesia,

(2] Kapal . ..
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Kapal Asing vang akan ditutuh di Indonesia wapih
dilengkapi dengan scrtiikat persiapan penutuhan
Kapal yang diterbitlean oleh oegara bendera kapalnya
dan selanjutnya dapat mengsjukan penghapusan
Kapalnya dari Kapal eerdaftar.

Peznutuhan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dan ayat {3} harus dilakukan di fasilbtas penuruhan
Kapel (ship recycling facilities) yang mendapatkan
pengakuan dart Menter,

Sertifikat  atalr persetujuan  persiapan  penutuhan
Kapal diterbitkan untuk Kapal yang direncanakan

untuk dilakukan penuruhan dan tidak diperuntukkan
bapi Kapal yang mengalami musibah di perairan.

Pemilik Kapal harus melapor kepada Syahbandar
schelum melaksanalan peoutuhan Kapalnya.

Ketentuan lebih lanjut menpenai penufthan Kapal
diatur dengan Peraturan Mentert,

Fazal 138

Penutuhan terhadap Kapal yang mengalami kecelakaan
harus memiliki Perizinan Berusaha,

{1}

2]

Pasal 139

Setiap Pelabuhan, Terminal Khusug, dan Terminal
untuk Kepentingan Sendiri termasuk galangan Kapal
wajib menaumpung atau menangani limbah aiau residu
vang dihasilkan dari hasil kegiatannya maupun limbah
atan residu vang dihasilkan dari Kepal yang beroperasi
di Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Termminal untuk
Kepentingan Sendiri.

Pengelola  [asillitas  penampungan lmbah wajib
memenuhi persyaratan sebagm berikout;

a. memastikan fasilitas penampungan imbaty dalamn
kondisi  lavak  untuk  dipunakan  tanpa
mengakibatkan pencemaran bapi lingkungan dan
memiliki  kecukupan kapasitas  sezval  jonls
limhah wvang diterima dan kapal  fanpa
menysbabkan penundaan operasicnal Kapal,

b. membenkan . . .
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b. memberikan tanda bukti penerimean limbah atan
residu (waste  delivery  receipt/ WDR)  kepada
Nakhoda atau Kapal;

.  membuat laporsan Kegiatan penampungan alal
penieritmaan limbah atau residu kepada Menter:
paling sedildt 1 {satu) kah dalam 1 (setuj tahun;
dan

d.  membuat laporan kepada Menter apabila tasilitas
penampungan linbah tidak dapat berfungsi
sebugaimana mestinya.

Untuk menjamin kelancaran penyarmpaian limbah
atan residu dar Kapal ke fasihtas penampungan
limbah di Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Tertninal
untuk Kepentingan Sendir termasub galangan Kapal
maka Menteri membuat  basis  data fasilitas
penampungan Limbah di seluruh Pelabuhan Indonesia
vang dapat dickscs sccara umum dan diinformasikan
juea kepada TG

Fazal 140

Seriap pemasok bahan bakar Kapal harus menjamio
bakhan bakar yanp dipunalkan ¥apal telabh memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang dhitetapkan
alely  menteri  vang menyclenggarakan dogsan
pemerintahan i bidang enerpgl sumber daya nomeral.

Setiap pemasok tahan balkar Kapal schogaimana
dimaksud pada ayat [1] wajib memberikan catatzn
pengiciman bahan bakar kepada Kapal yang menenma
pasckan bahan bakamya yang memuat informasi
paling sedikit

a. nema dan nomor MO Kapal peneritma hahan

- Dakar,
b, Pelabnuhan ditnana Kapail nielakukan penpisiaon
bahan bakar;
c.  nama, odmimat, dan aamar telepon peraasok bahaa
bakar,

d.  nama oroduk bahan bakar,; :
jumlah baban bakar yang ditsi/diterima Kapal,

{. masa .. -
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I. mava jenis bahan bakar pada subyw 15 C (lima
belas derajat celstus);

g.  kandungan sulfur pada bahan bakar; dan
b, titik nyala {flosh paint} habao bakar.

Setiap pemasolk bahan bekar Kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga wajib memberikan sampel
bahan bakar kepada Kapal vang meénenma pasckan
bahan bakarnya dengan dilengkap label yang memuat
informasi paling sedikit:

a. lolaszi, dan metode yvang digunakan pada saat
pengambilan sampel;

tangEal dimulaimya pengiriman,

Jcnis bahan bakar;

nama dan nomor 1M dar Kapal penerime;

*Rp g

tanda tangan dan nama perwakilan pemasck dan
perwakilan Kapal;

I, nnciano identifikasi meteran (fow meterk dan
g tingkat bahan bakar.

Tambahan di luar informasi sebagaimana dimakswod
pada ayat {J} dan ayat {3) dapat dimasukkan pada
catatan pengiriman bahan bakar Kapal sesuai dengan
persvaratan lokal dan persyaratan korersial pemasck.

Catatan penginman bahan bakar Kapal zebagaimana
dimakaud peada syat (47 haros ditandsiangani oleh
perwakilan pemasok  bahan  bakar Kapal dan
perwakilan Kapel penerima dan disimpan di Kapal
selama paling singkat 3 [tiga) tahun.

Pemasclk bBahan bakar Kapal haris memililkn azin
sebagai pemasok bahan bakar yang diterbitkan oleh

mernten vang menyclenggarakan unisan pemenntahan
di bidang energi sumber daya mineral.

Pemasok bahan bakar Kapal sebagaimana dimaksud
pada ayat {6 dalam melaksanakan pemasokan harus
diaway oleh svahbandar,

(8] Pemasok . . -
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Pcmasok bahan bakar Kapal hamas mcomiliklt sistem
manajemen  murn [(Queltdly mancgementd  supplier
systerm/(JM5) dan dapat memberikan bukti atau
ditunjukkan kepada pembeli bahan bakar Kapal jika
diperlukan.

Perncampiran bahan bakar Kapal oleh produsen atay
permasok behan hakar Bapal hanya dapat dilakotkan di
tanpkl atau fasihitas darat untok memastikan produk
alkkhir homogen dan kualitas hasil pecncampuran haras
digjidi laboratorium yang memenuhi persyaratan scrta
sampel yang dikirim untok pengujian hamos diambil
sesuai dengan pedoman untuk mendapatkan sampel
vang representanl [posisi hawah, tengah, dan artas
rangkil.

Pasal 141

Perusahaan yane mengopersasikan Kapal uniiuk jems
dan ubkuran tertentu harus mencraphkan persyaratan
manajemen kesclamatan pengoperasian Kapal dan
pencegahan pencemaran dan Kapal.

Perusahaan vang mencrapkan sistemn manajemen
keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus menunjuk seorang petugas darat |designated
person) dar inlernal perusahasn vang memenuhn
kualiikasi gund memashikan pelakKsanaan  sistem
manajermen keoselamatan di perusahaan dan Kapal
vang dioperasikan.

Perusshaan dan kapal wang telah mencrapkan
perayaratan manajemen kesclamatan pengoprrasian
kKapal dan pencegahan pencemaran dar  Kapal
dibeerikan sertifikat mManajemen keselamatan
poneoperasian kapal dan pencegahan penccmaran
dan kapal berdasarkan hasil venibkast oleh prjabat
pemerikesa Kesclamatan Kapal,

Sertifikat manajemen keselamatan  pengoperasian
Kapal dan pencegahan pencemaran dari Kapal
sebapaimana dirnaksud pada avat (3] berupa dokamen
PEvESLALAN A NAJEnen kezelamatarn untuk
pecusahaan dan sertilikat manajemen  keselarmatan
untuk Kapal

(5} Sertifikat . . .
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Sertifikat  manajemen kesclamatan  pengoperasian
Kapal dan pencegaban  pencemaran  darn Kapal
sebapamans dimaksud pada ayat (4] diterbitkan
selelab dilakukan audit cksternal oleh  pepabat
pemerikisa keselaumatan Kapal atau Badan Klasifikasi
yang diaku dan ditunjuk.

Sertihkat moanajcmen  keselamatan  pehgoperasian
Kapal dan pencegahan  pencemaran  dari Kapsl
schagaimana dimalisud pada avat {5} diterhitkan olch
Menterl.

BAB V]
KEMNAVIGASIAN

Pasal 142
Penvelenggaraan  Alur-Pelayaran dilaksanakan oleh
Menten.
Penyelenpgearaan Atlur-Pelayaran sebapaimana

dimaksud pada ayat (1] melipod  perencanaan,
prmbangunan, pcngoperasian, pemeliharean, dan
PCOZAWaASATL,

Badan Usaha daprar  dikarseriakan dalam
pembanpunan, pengoperasian, dan pemeliharaan
Alur-Pelayvaran vang menuju ke Terminal Khusis atao
Terminal untuk Kepenringan Senedini yang dikelola oleh
Badan Usaha.

Penyelenggaraan Alur-Pelayaran oleh Badan Usaha
sebagaimana dimaksad pada ayal {3 dilakukan
sctelah mendapat persetujizan Mendleri.

Fasal 143 ...
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Pazal 143

Pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksad dalam
Pasal 48 aval (1} Peraluran Pemenntah Nomor S Tahun
2010 tentang khenavigasian dilakukean oleh perusahaan
vang khysus didirikan uniuk melakukan pekeraan
Penporukan dan Ecklamast.

Perusahaan scbagaimana dimaksod pada ayat (1)
harus mempunyor Bermampuan dan Kempetens: yang
dibuktikan dengan sertilikat.

Sertilikat =ebapaimana dimeksudd  pada aya (2)
diterbiikan oleh instanst vang berwenang.

Pelaksanaan pekerjaan Pengerukan sehagaimana
dimaksud pada ayat [1] wajib memeonuht persyaratan
teknis.

Persyvaratan teknis schagaimana dimaksud pada ayat
(<) melipae.

4.  Kesclamatan dan Keamanar Pelavaran,

b.  lkelestanan hngkungan.

Tata Ruang perairan: dan

o N

tara pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai
dan danau.

Persyaratan teknis  Kesslamatan dan  Keamanan

Pelavaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5 hural

a meliputi:

. desain, lekar alur, luas kolam, dan kedalaman
sesual dengan ukuran Kapal vang akan melewali
alur,

o lekas pembuangan hasil pengerukan; dan

c. memperhatikan daerah kabel lauf, pips instalasi
bawah air, banpunan lepas pantai, pengangkatan
Kerangka Kapal, dan daerah lainnya yaong diatur
oleh kelentuan internasional ataw instansi terkait.

() FPersvaratanm . . .
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Persyaratan teknis kelestarian lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat 5] hurul b berupa
persetujuan lingkungan yang dilakukan sesyai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hdup.

Persyaratan teknis Tata Ruang perairan sebagaimana

dimaksud pade ayat (5] hural ¢ dilakukan sesuad
dengan rencana Tata Ruang dan/atau rencana zonasi.

Facsal 144

Pekerjaan Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Passl
93 ayat (1) Feraturan Pemenntah MNomor 5 Tahop 2010
tentang Kenavigasian wajib memenuhi Perizinan Berusaha

dar:-

.

(1)

bupati/wali kota untuk pekerjaan Pengerukan di
wilayal: peramran Pelatuhan Pengumpan lokal dan
Pelabuhan sungai dan danau;

gubermur untuk pekerjaan Pengerukan 4 wilwrah
perairan Pelablhan Penpampan repgional; dan

Mentern  unluk  pekeroan  Pengerukan di Alar-
Pelayaran dan wilayah peraitan Pelabuhan Utama dzn
Pelabuhan Penpurapul serta di wilayalh perairan
Terminzal Khusas. -

Pasal 145

Dalam  hal pekerjaan  Pongerulian  sebagaimana
dimaksud dalam. Pasa's 98 Peraturan Peroerincah
Nomeor 3 Tabuan 2010 tentang Kenavipasian, varg
pelaksanaannya  menggunakan  pendacaan yang
berasal dari Angparan Fendapatan dan Belaja Negara,
material  hasil  pekerjaan  pepgerukannya daparc
dicptimaikan  sctelah  penvelengeara  Pelabuhan
menyatakan adanva potensi manfaat ekonomi maeg
depar.

(2} Material . . .
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Materal hawl pekenaan Pengerukan yang dapat
divpinnalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1)
dilakukan penilaian oleh penilai Permerintah Pusat
ataw penilal publik untuk mendapatkan nilai wajar.

Opumalisazi material hasil pekerjsan  Pepgerukan
scbapaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan dalam
jangka walkto paling lama 12 (dus belas) bulan sejak
tarppal pelaporan.

Benfuk  oplimslisast  material  hasil  pekerjaan
Pengerikan sebapaimana dimaksud pada avat (3)
dapat berapa:

&, digunakan; dan/atau
b, dipimdahtangankan.

Optumalisasi material hasil pekerjaan Pengerukan
eebapaimana dimaksud pada avat [4) dilaksanakan
sesyal  dengan  kefentuan peraturan  perundang-
undangan di hidang peongelolasn barang milik negara.

Pasal 146

Dalam  hal  pekerpan Penperukan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Permerintzh
Nomeor & Tahun 2010 tentang Kepavigasian, YHDE
pelaksanaannya menggunakan  pendansan  yang
berasal dari non-Anpgaran Pendapatan dan Belanja
Megara atau pekerjaan Pengerukan di wilayah Terminal
Ehusus, Badan Usaha dapat mengoprimalkan material
hasil pekerjgpan Pengerukan yang diperocleh.

Material hasi] pekerjuan Fengerukan schagaimana
dimaksud pada avar (1] dilakukan pemlaian oleh
pentar Permeriniah Pusat atau penilal publik untuk
merngdapatkan nilal wajar,

Optimalisas: material hasill pckerman Pengerukan
sthagaimana dimaksud  pada  ayat {1} dikena
kontribus sebagal sumber penerimaan negara bakan
palak sesual dengan ketentuan peraturan perindang-
undangan, kecuali pekerjaan Pengerubkan di bidang
penambangan.

4) Benwuk . L.
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Bentuk  optimalisast material hasil pekenaan
Penperukan sebagsimana dimaksud pada awat (3)
dapal berupa:

a. digunakan:; dan/atau

b. dipindahtangankan.

Paszal 147

Urnttuk membangun Pelabuhan dan Termmnal Khusuas
vang berada di perairen dapat dileksanalcan pelerjpan
Reklamasi.

Pekerjaann Relkllamesi sebapaimana dimaksud pada
aval {1] dilakulkan oleh perusahasan yang khusus
dinkan untuk melakukan pekerasan Penperukan dan
Reklamast.

Prlaksanaan pckenaan  Reklamas:  schbagaumana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuht persyaratan
tcknis.

Persyaratan teknis sebagamana dimaksued pada ayal
(3] meliputi:

a. kesesualan dengan Rencana Induk Pelabuhan
bagi kegiatan Relklamast vang lokastnya berada di
dalam DLKr dan ODLKp Pelabuhan atan rencana
urmum Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan hagi  kegiatan  pembangunan
Termingl Khuasus,

L. Kesclamalan dan Keamanan Pelayvaran,

¢ keleslanan lingkungan; dan

d.  desain tekos.

Pekerjaan Beklamas: sebagaimana  ditnakstad  paida

avat (1) wajib rnetnenuhi Perizinan Berusahs dar:

& buapalifwall kota umoak pekeraan Reklamas: o
wilayah perdiran Pelabuban Pergampan lakal dan
Pelabeihan sungal dan dana;

b gubernur unluk pekeraan Rellamas di wilavah
perairan Pelabuhan Pengumpan regional; dan

<. Menten . ..
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. Menlen wuntuk pekerjaan Reklamasi di wilayah

perairan Pelabuhan  Utama dan  Pelabuhan
Pengumpul scria di wilayah pereairan Terminal
Ehusus.

Paxnl 145

Delam bal pelaksanaan pekerjaan Reklamasi dilakukan di
dalamm DLEr dan DLXp Pelabuhan di wilayah perairan
Terminal Khusus maka Perizinan Berusaha sebagaimang
dimaksud dalam Fasal 147 diajukan oleh perusabiaan
berbentuk Badan Usaha  Pengerukan  dan Reklamasi
kepada-

.

{1}

{2]

{3]

(H

bupati/walt kota, pada Pelabuhan Pergnlimpan lokal,
dan Pelabuhan sungai dan danal,

gubernur, pada Pelabuhan Pengumpan regional; dan

Metteri, pads Pelabubhan Utama dan Pelabuban
Penpumpul  =ecta «J1 wilayah peraran Termunal
Khuy=as. '

Pasal 149

lahan hasil pekeraan BEeklamasi di dalam DLKr dan
DLKp Pelabuhan  dapat dimohonkan halk  gras
tanahnya oleh Otoritas  Pelabuhan  acau Uit
Penyelenggara Pelabuhan sesuvai dengan ketenfiian
peraturan perundang undangan.

Lahan hasil pekerjaan Feklamasi di wilayah perairan
Terminal Khuzus dapat dunohonkan hak peneslolaan
atas tanahnya oleh pengelsla Terming] Khusus sesuai
denpgan ketentuan peraturan perurdang-undangan.

Badan Usaha Pelabuhan, pengetola Terminal untuk
Eepentingan Sendiri, dan peogelola Termimal Khusus
walib menyerahkan lahan seluas 3% (lima persen) darl
total  lahan  hasil  pekerfaan Reldarmas)  kepada
penyelenggara  Pelabuhan  untuk  kepenlingan
Permerintah Pusat.

Femanfaatan lahan hasil pekerjaan Reklamasi yang
dilakukan BRadan LUsaha Pelatwuhan  yang  belam
tnendapatkan Kensesi dikenakan tanf sewa tanah
semual Jdengen ketentusn  poraturan perundane-
LAt

{5} Femmanfaatan . . .
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Pemanfaatan lahan hazil pekerjzan Reklamasi yvang
dilakukan gleh pengelola Terminal untuk Kepentingan
Scndirt atau Terminal Khusus dikenakan tarif scwa
tanabl sesua) dengan ketontuan peraturan perondang-
undangan.

Masal 150
Penulik Kapal wayib mengasuransikan Kapal

Asurans: sebagatmana dimabkswd pada  zyal {1}
merupakan Lewajibar merRgangkat atau
tmenyingkirkan Kerangka Kapal dan/atau muatannya.

Kewajyiban mengasuransikar sebapaimana dimaksud
pada arat () dikzecnaliban bag:

a. Hapal perang;

Ir.  Kapal Negara yanp digunakan untuk melakukan
Iugas pemenntahan;

. Kapal layar dan Kapal layar motor;, atau

th.  Kapal motor dengan tonase kotor kurang dac GT
33 {tiga puluh lima gross fonrage).

Kewajlban mengasuransikan mengangkat aran
menyingkirkan Kerangka Kapal danatay muatannya
scbhagalmana dimaksud pada ayat (2] dibuklikan
dengan pemilikan  polis asuransi  ataa sertifika
penvinghkiran Kerangha Kapal.

FPazal 151

Pemilik kapal danfatau Nakheda wapib melaporkan
segeTd Kerangks Wapalnya yvang berada odi Peraitan
Indoncsia kepada Syahbandar.

Brrdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada
avat 1] Syahbandar menvampaikan informasi berupa
data Kapal dan posisi koordinet sementara kepada
Menrer.

(3] Pemulik . ..
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Pemilik Kapal atau operater Kapal wajlk melakukan
survei keberadaan Keranpgka Kapal danfatau
rmuatantya berzama Syahbandar vuntuk memperoleh
data yang meliputi:

a, posisi fiv Kerangka Kapal dalam bentuk koordinat

peograls (lintang dan twyur); dan

b. kondisi perasran dalam bentuk peta bathymetrnc
Dalam hal Kerangka Hapal danfatau muatannya
mengpanggu keselamatan berlayar berdasarkan basil
survei  sebagaimana dmalksud  pada avat |3

Svahbanddar menetapkan tarekiag RO ERIArN
ke selamatan berlayar,

Fasal 152

Tingkat pgangmuan keselamatan berlgyar sebagaimans
dirnaksud dalam Pazal 151 aval (4] ditetapkan berdasarkan
Iokasi Kerangka Kapal danfat&aun muilalanmyda. jeris dan
ubkuran Kerangka Kapal, datrah sensitil di sekatar Kerangka
Kapal, kepadatan lalu "otas Pelayaran, jonts, dan jumlah
inuatan/bahan bakar minyak sebaga berikut:

=

(1)

tingkat gangpuan | apabila Kerangka ¥Xapal danjatan
myatannys herada di perairan pada DLKr dan DLEp
Peialadhan; dan

tingkat ganpguan Il apabila Kerangka Kapal danfatan
muatannya berada di perairan di luar DLEr dan DLER
Pelabuhan berdasarkan hasil penilaiian nisike,

Pasal 153

Calern al  berdasarkaa hesil penilaian nsikeo
s:lexaimans dimaksud dalam Pasal 132 huruf b Hdak
meéngeanzen keamanan,  keselamatan Pelayaran,
operastonal DPelabuhan, dan linghungan  maritim,
Svahbtandar dapat  memberikan petnbebasan
kewajiban penvingkiran Keranghka Kapal danjatau
muatennya.

(2] Pembebasan | . .
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(2} Fembebasan kewagjiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan oleh Svahbandar di Pelabuban
terdekat kepada pemilik Kepal dan/atan operator
Kapal dengan menerbitkan surat  Keterangan
pembebasan kewajiban penyingkicsn Kerangka Kapal
dan/atau muatannya.

Pasal 154

(1} Dalam hal Kerangka Kapal sebapaimana dimaksad
dalam Pasai 157 eyat (1] posisinys meieganggn
keselamatan berlayar, harus dipasang Sarana Bantu
Havigasi-Pelayaran, '

[} Posisi Kerangha Kapal scbogaumana dimaksud pada
ayat (1] diumumkan melalui makhimat Pealayaran,
stasiun radio pantai, dan berita pelaut Tndonesia,

(2} Pengadaan, EEmasan g, remeliharaan, dan
penyingkirar  kembali Sarana  Bantu MNavigasi-
Pelayaran menjadh tanggung jawab pemilik Kapal
dan fataw operator Kapal.

Pa=zal 155

Posisi Kerangka Kapal yang belum dipasang Sarana Bantu
Mavigasi-Pelayaran, belum diamumkan melalui meaklumat
Pelayara:, stasiun radio pantai, dan berita pelaut Indonesia
sebapaimana  dimaksud  dalam Pasal 134 sehingea
mengakibatkan terjadinya lkecelakaan Kapal, pemilik Kapal
atau operator Kapal wajib membayar ganti mag kepada
plhak vyang menpalami Yecelakaan dan kerugion pikak ladn
scalial dengan ketentuan peraturan perundang-undianpan.

Pasal 156
[1} Pemilik Heranerka Kapal wajill  menvingkirkan

Kerangka Kapal dan/atan muarannya ke tempat lain
yang ditentukan oleh Menter.

(2] Penylngkirar . _ -
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Penyingkiran sebhagaimana dimaksud pada ayat (1}
harus dilakukan paling lama 180 (setatus delapan
puluh) han kalender sejak Kapal tenpgelam.

Apabila dalam jangks waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] penulik Kapal belom melaksanakan
penyingkiran Kerangka Kapalnya, peayingkiran
Kerangka Kapal wajib dilakukan oleh Menteri atas
biava pemilik Keranpks Kapal,

Pemiik Kerangks Kapal yanpg lalal melaksanakan
penyingkiran Kerangka Kapalnya dalam jangka waktu
gebagaimana  dimaksud pada ayat (2] sshingga
mengakibatkan terjadinya kecelakaan Kapal, wajib
membavar ganti  keropian  kepada  pihak yang
mengalami kecelakaan.

Pasal 137

Dalam hal posisi Kerangka Kapal dan/a1au muatannya
sangal membahayakan keamansn dan kesclamatan
berlavar,  menggangsu  kelancaran  operasional
Pelabuhan, danfataw  poneocmaran lingkungan
maritim, Syahbandar dapat memerintahkan kepada
pemilik Kapal untuk sepera menpgangkat atan
mecnyingkirkan Kerangka Kapal dan fatag muatannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fata cara peoanganan
penganpgkatan atau penvingkiran Kerangka  Kapal
dan/atan  muatannya  datur denogan Peraturan
Menteri.

Pazal 158

Kematan Eofvage dilakykan terhadap Keraneks Kapal
danfataty muatannys yang mengalami kecelakaan
ateu fengEelam.

Pelaksanaan kegiatun Solvage schagaimana dimaksud
pada ayal (1] harus memenuhl persyysratan teknis yang
melipnari:

a. metwle | .
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a.  metode Kena;
b. Lkelenpkapan peralatan; dan
c, tenaga kerja.

Setiap pelaksanaan kegiantan Salpage sebagaimana
dimaksud pada avat (2} wajib mendapal Perzinen
Berusaha dan Menten.

Fagal 1549

Kegiatan Saluage sehagaimana dimakoud dalam Pasal
128 ayat (1] dilakukan untulk;

2. membernkan pertolongan terhadap  Kapal
dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan
Kapal atau dalam keadaan bahava,

b." " mergangkat atau menyingkirkan Keranghka Kapal
danfatay muatantya; dan/fata

¢. mengangkdt #albWu menyingiirkan rntangan
bBawah air atau benda lamnya.

Rintangan baweh air atau bends lainnya sebagaimeana
dirnaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliplt;

a. benda yang tidak sccara permancn dipasang di
perairan; dan

b. benda lain yang bercsal dari selain kegiatan
Pelayaran.

Kegiatan Solvage sebagaimana dimalisud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:

a, UL

b. permundabhan muatan danfatan bahan bakar
{cargo qud fuel transfermringy,

C. penarikan [towing,
d. pengapungan (refloatrg); dan facau
e pemorongan,  penuilhean (scroppmgl,  atauw

renghancuran.

Pasal 160 . ..
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Paszl 160

Peclaksanaan kegiatan Sqalvage sebagaimang dimaksud
dalam Pasal 139 ayat {1] terhadap Kapal verbendera
Indonesia yeng mengalami musibah kandas dapat
dilakukan sendiri nlsh pemilik Kapal atau operator
Kapal berbendera Indonesia dan/atan Badan Usaha
salvage danfatay  Peherjaan  Bawah  Alr antuk
menanganinya.

Dalam hal kegiatan Salvage membutuhkan kecepatan
bertindek yang discbabkan kecelakaan Kapal yang
dapat mengganggu keselaimatan  Pelavaran  dan
operasional Pelabuhan, pemilik Kapal atan operator
Kapal berbendera Indonesia atau Badan Usahe
Salvage danfatau  Pekergaan Bawah  Air  dapar
melakukan segera  kepiatan  Sofvage dan wajib
melaporkan tindakan yang telah dilakukan kepada
Menteri.

Dalam walitu 1 x 24 (satu keli dua puluh empat) jam
seiak diiakukan kegiatan Sulvage, porailik Kapal atau
operator Kapal berbendera [ndonesia atan Badan
Usiha Salvage danfatau  Pekerjaan Bawah  Air
mengajukan permohonan Perizinan Berusaha,

Pasal 161

kEegiatan Pekerjaan Bawah Air dapat dilalukan untuk
bangunan atan instalasi di perairan.

Sangunan  sebagaimena dimaksod pada ayat (1)
meliput

a.  bangunan lepas pantal (offshora); dan/ atac

b.  lkabel saluran udams.

Inztalagr schagnimana dimaksud pada avat {1
roeliputs;

#. pPlpa bawah air; daoa/atau
L. kabel bawah air

{4] Pelaksanaan . . .
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Pelaksanaan  kegiatan  Pekerjean Bawah  Alr
sebagaimana dimalsud pada ayvat {1} harus mememahi
persyaratan veknis vang meliput;

a. metode kerjs;
b.  kelengkapan peralatan; dan
c. tenaga kema.

Setiap pelaltwanaan kegiatan Pekerman Bawah Air
sebagaimnana dimaksud pada ayat (17 wajib mendapat
Perizinan Berusaha.

Pasal 152

Bangunan atau instalasi di perarran ssbsgaimana
dimaksud dalam Pagal 1£1 ayat (1] paling sedikit harus
memenulil persyaratan;

A, penempatan, pemendaman, Jen penandaan;

b. tidak  menimbullkan kerdgsakan  terhadap
hangunan aran instalasi Sarana Bunto Navigasi-
Pelayaran daty fastlitas  Teiekomunikasi-
Pelayaran;

¢, memperhatikan riang bebuas dalam
pembangunan kabsl saluran udara dan/atau
jembatan; dan

d.  memperhatikan kerider pemasangan kabel dan
papea Bmwaly lane

Settap pembangunan dan/ ataw pemindahan dan |/ atau
pembongiaran banmunan atuw instalasi sebagaimana
firmaksud pada avat (1) wajib’ memdapat Perzinan
Berusaha.

Pazgal 163

Femendaman dilakukan terhadap instalasi di pevaica:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huml
a terdiri alas:

4. pipa bawah air; dan
b,  kabs! bawah air.

(2} Perendaman . .
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{2} Pemendaman sebagsimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dengan kelentuan sebagai berikuat;

A. pipa bawah gir

darn garns pantal menwu arah lepas panta
sampal dengan kedalaman perairan kurang
darl 20 [dua puluh) mecter, pipa bawah air
harus dipendam 2 [dual meter di bawah
pormukaan dasar perairan (ramrael seabed);
pada perairan mulai dari kedalaman 20 [dua
puluh] meter atau lebih, pipa bawah air
dapat digelar di atas permukaan dasar
perdiran  fratural seabed] dan  harus
divsabakan tetap stalnl pada pusisinya; dan
pemendaman harus duduk  stabil pada
PrOsLETYA.

k. Lkabel bawah air:

l.

SK No Ed61 A

dari gariz pantal menujy arsh lepas pantal
sampal dengan kedalaman perairan 10
[Hepuluh) meler, kabe]l bawah air haras
dipendam 2 (dua] meter di  bawah
prrmuks=n dasar perairan fmalurad seabed);
pada peracan mulai darm kedalaman 10
[sepaalub} meter sampal 12 (hma belas)
meter, kabel bawah air harus dipendam 1
{satu) meter di bawakh permmukaan dasar
perairan fnatural seabedd),

pada peraran yang kedalamannya lebih
datt 15 [hima belas) meter dlane kurang dan
28 (dua pulub delapan] meter, kabel bawah
air harus dipendam 0.3 [nel koma lima)
meter sedangkan pade perairan yvang
kedalamannya lebih dan 28 (dua puluh
delapan] meter kabel bawah air dapat
digelar di atas permukaan dasar perairan
fnetural seghbed] dan haras  diusabakan
tetap stabil pada posisinya; dan
petnendaman haras  duduk stahil pada
tcmpatnya.

Pasal 164 _ . .
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Pasal 164

Pada laokasi lerlentu, pembangunan  instalasi di
perairan dapat dilakukan tanpa harus dilalukan
pemendaman  setelah  dilakukan  kajian  penila@n
risiko.

Loleasi terteniu sebagoimana dimaksud pada ayat (1)
terdini atas:

g, tlasar perairan yang keras (bam atau karang);

b. persilangan dengan instalasi vang sudah ada;

c.  penparuh terhadap daya hantar, dan

d. daerah lain sesuai dengan ketentlan peratiran
perundang-undangan.

Fasal 165

Pemberian Perizinan Berusaha membangun  kabel
galuran udara i awas perpiran diberikan oleh Menteo
sttelah memenuhl persyaratan sebagal berikul:

a. administrasi; dan
b. tchknis.
Fembangunan Kabel saluran uwdarqa di atas perairan

sebagaimana  dimaksud  pada ayet {11 wajib
mempethat ikan nuaneg bebas.

FPemililk kabel saluren vdara di atas perairan yang telzh
memperoleh Perizinan Berusaha wajib melaksanakan
kegiatan membangan kabel saluran udara dalam
jangka waktu 12 {dua belas] bulan stjalk Perizinan
Berusah:z diterbitkan.

Pasal 166 . ..
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FPazal 166

Dalam hal pemilik bangunan atau instalasi di petairan
tidak membangun dalam janghka waktu paling lama 12
idua belas! bulan  sejak  Perizinan  Berusaha
diterbitkan, pemilik bangunan dan/atau instalasi di
perajran dapat menpgajukan permohonan
perpanjangan Perizinan Berusaha.

Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan setelah imendapat perdmbangan teknis,

BAB VII

SURAT DOKUMEN DAN WARTA KAPAL

[1)

<]

(3]

Pasal 167

Dalam waktu paling lambat 1®24 {satu kali dua puiuh
ernpat) jara sebelum Kapal tiba, pemilik Rapal, operater
Kapal, atau Nakhoda wajib menyampaikan kepada
Syahbandar pemberitabuan kedatangan Kapal dengan
dilamnpiri dekamen berupa:

a. surat Kapal;
b. dokumen Kapal; dan
. warta Kapal.

Surat dan dokomen Kapal sebagaimana dimagsud
pada ayat {1} huraf a dan huruf b disampaikar olch
pemilik Kapal, operalor Kapal, atau Nalthoda secara
manual atau ~lektronik sebelum Kapal tba di
Pelabuhan untuk dilakukan psmenkszan.

Warta Knapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dizampaikan dan ditandatangani oleh Nakhoda
secara manal atan elekoronik,

Pazal 163 . . .
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Pasal 168

Svahbandar sebapamona dimmakoud dalam Pasal 167
ayal (1] melakukan pemerikssan datas kelengkapan
surat, dokumen, dan warta kapal.

Pemerikzaan sebagaimana dimalesud pada ayat (1)
dilakukan untuk memverifikasi masa herlaka surar
Eapal dan dskumen Kapal,

Syahbandar sebapaimana dimnaksud pada ayat [1}
tidak bertanpgunp jawab atas keabsahan surat dan
dokumen Kapal.

Dalaun hal berdesarkan pemenksaan  sebagamana
ditnaksud pada ayvat (1) sural, dokumen, dan warta
Hapal dinvatakan lengkap. Syahbandsar membenlkan
persetujuan kepiatan Kapal di Pelabuhan.

Pasal 169

Zetelah dilakukan  pemeriksaan Sebagaimana
dimaksud dolam Pasal 165 avat (1} sural, dokumen,
dan warta Kapal disimpan oleh Syahbandar untuk
dizerahkan kembali bersamaan dengan diterbitkannya
aurat perzetujuan. berlayar.

Penyerahiant  kemballh surat dan dekumen  Kapal
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
surat dan dokumen Kapal yang disampaikan secara
manal.

Dalam penyimpanan sucat, dokumen, dan warta Kapal
sehagaimana  dimelesud pada ayac (1] Syvahbandar
harus menyediakan sistem  penylmpanan  SCoars
clekironik dan/ atar tempat penyimpanan [s2rsip).

BaB VIl

MANAJEMEN KEAMANAN KARAL

Pazal 170

Manajemen keamanan Kapal dan Pasilitas Pelabuhan
dicerlakukan untuk:

B e L .
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penis Kapal  berbendera Indoncsia yang
melakukan Pelayaran internasional meliputi.

1. Rapal pChOUnpang, termastuk Kapal
penumpang yvang berkecepatan tinggi;

2. Kapal barang, termasuk Kapal barang yang
berkecepatan tingei dan  memiliki  gross
tortrcee lebih atan sama dengan GT 500 (lima
ratis gross Ionttags] ) dan

d. ounit pengeboran lepas pantal yang

hergerak /berpindah {mobile offshore drfiing

it
Fasilitas Pelabuhan yang melayam Kapal barang
schbagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2
meliput Termminal vang dikelola oleh Badan Uzaha
Pelabuhan, Terminal Khusus, dan Terminal
untuk Kepentingan Sendici, fasilifas migas lepas
pantal dun arca glih muaat Kapal ke Kapal.

Fasilitas  Pelabuban yvang fcak  termazuk dalam
ketentuan sebagaimana dimaksod pada avat (1) kool
b disebabkan Fasilitas Pelabuhan telah berinteraksi
dengan Kapal yang telah memenuhi ketentuan Koda,
dikenal prnerapan mangyomen keamanan Kapal dan
Fazillas Pelabuhan dengan mengajukan permohonan
atau rekomendasi kepada koordinator PSC.

Pasal 171

Ororitas yang dirunjuk ontuk melaksanakan Koda
memiliki Enegung jawalty untuk:

H.

11,

menelapkan Tingkat Keramanan Kapal dan
Fasilitas Pclabuhan secara nasional;

menye il SEA dan PFSA termasuk
perubshannya;
TRErTYE LU =&5P dan PFSP termasuk
perubahannys;

menentukan Fasilitas Polabuhan yang akan
dipersyaratkan untuk menerapkan Koda;

melakubkan pengawasan dan mengambil langkal
untuk implementasi Koda;

melakukan pembnaan dan pengawasan terhadap
RS0, dan

£ menetapkan . . .
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g.  meEnetapkan persvaralan Dol

Eelain tangpung jeweah schagmimana dimaksud pada
ayvar (1], otarnlas yang Jditunjuk memiliki kewenangan:

. menerbitkan dan mencabaod [35C dan SoCEEF; dan

b. menectapkan dan mencabut surat penetapan
sebragal B50,

orilas vang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) dilaksanakan oleh Menteri

Pasal 172

Untuk melaksanakan keamanan dan ketertitzan i
Pelabuhan, Koordinator PSC membantul PSC.

Pembeniukan P3O sebhagaimana dimaksud pada ayat
(1) melibatkan seluruh nsur lerkait di Pelabuhan dan
dituangken dalam Keputusan kcopala Unit Pclaksana
Telerns tenlang pembenlukan F3C,

Unsur terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2
melipull wakil dan:

A, Hantor Kcevahbandaran Lftama, Kantor
Kesvahbandaran dan toritas Pelabuhan, Kantor
Kesvahbandaran dan Otoritas Petabuhan Khusus
Batam, ataun HKanter Umt  Peonyelenggara
Felabuhan Petnerintah Pusar;

b, Kantor Otoeiras Pelabuban Ularms;

. disteik navigasi;

d. bea cukai:

e, imigrasi;

I Tentara Nazimnal [ndonesia;

2.  Kepolisian WNepara Republik Indonesia;
h. karantina;

Gadan Masional Pencarian dan Pertolongan;

I Badan  Usaha Pelabuhan,  pengelola Terminal
Khusus, atau peneclela Toerminal untuk
Kepeniingan Sendiri;

k. Femerintah Dacrah; dan
l pihak lain yang terkait.
Pasal 173 ...
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Fasal 173

Koordinator PSC memiliki tanggung jawah:

£l.

mengoordinasikan pelaksanaan keamanan dan
ketertiban Pelabuban sesual keteniuan standar
internasional;

rienyysun Port Securfy Assessment/ PSA dan Fort
Sementy Plan/ PSE;

menyusun jaring koordinasi, komunikasi, dan
informas di Pelabuhan;

mengambil tindakan  yang scsual dengan
ketentuan tcrhadap mreraksi setiap Kapal vang
telah/belum/tidak membiks I1S58C  dengan
Fasilitas Pelabubhan wang  telah/belum/tidak
menerapkan ketentuan Koda;

melaksanakan pengawasan, menidorsg,  dan
pembinaan  peogram keamanan Fasilitas
Pelabuhan; dan

melakukan pemmenksaan atau inspeksi rutin dan
sewakli-wakiu  terkait  implementast Koda
Lerhatlap Faslitas Pelabuhan yang berada di
wilavah kerjanya,

Selain lanpeung jawab schagaimana dimaksud pada
avat {1] Koordinator PSC juga memdikn kewenangan:

.

mencntukan dan menetapkan Tingkat Keamanan
di  Prlabuhan dengan  mempertimbangkan
ancaman atau Insiden Keamanan yang terjads;

menerniukan dan mengambil langkah keamanan
yvang scsual dengan Tingkat Keamanan yang akanp
dan fatau sedang terjach ¢ Pelatauhan;

memasukl Fasilitaz Pelabuban untuk meminta
informasi dan hal lain vang terkait dalam hal
penerapan kKoda;

memita  bantuan  kepada  pibak  Kepolisian
Negara Republik [ndonesia danfaiau Tenlaca
Masional [ndonesia pada Tingkat Eeamanan 2
dan/atau Tinpkat Kearmansn 3, jika diperlukan;
cdlan

meamberikan sanksi aclmunistratil atas
ketidakpatuhan  atag pelanpgaran  ketentuan
keamanan Fashitas Pelabahan,

FPa=al 174 . ..
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Fasal 174

Koordinator PSC melaksanakan penilaian keamanan
Pelabuhan [Fort Securily Assessment/PSA), vang
disusun  dengan  mempertimbangkan  jenis  dan
slcenario ancaman, dzer, dan infrastrukiur penting
serta  kelernabwn kewmsnan di wilayah Pelabuhan
secara keseluruhen.

selelah pelaksanaan penalalan keamanan Pelabuhan
(port securidy assessment/PSA), Koordinetor PSC
menyusun  Eencana Keamanan  Pelabuhan  {port
secunly plan/PEP} vang meliputi rencana keamanan
dart sclurabh Fasiditas Pelabuban yang berada di
wilayah kerjanva.

Fenvusunan rencanda keamanan pelabuban  (poret
Security ploniP3P) haraus mempertimbangkan risiko
keamanan  Pelatnlhan  secara keseluruhan  yang
ditdentilikast dalam penilaian keamanan Pelabuhan
(por? secwnly  assessment/PSA| dan sumber daya
manusia,  poralatan, dan prosedur  kearmnanan  di
seluruh Fasilitas Pelabuhai.

Penildian  kcamanan Pelabuhan  (port seourty
gzsassment/PSA] scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan olelh R30 danfatay tum yang
dibentuk oleh PSC.

RS0 dapat rmembrerikan  bantuen pada saat
penyusunan rencana  keamanan pelabuhan  port
securty plan PRP).

Fasal 175

Crotitas vang ditunjuk dapet melimpahkan tugas

tortentu terkait penerapen koda kepada RSO

Badan Usaha yang mendapatkan penetapan sebapgai

RS0 hamas mernenuhi persyaraten sebagai berikut:

a. badan hukum Indonesia berbeniyk perseroan
terbatas vang bergerak Jdi bidang konsultansi
manajemen keamanan kapal dan  Fasilitas
Felabithan  yanp  dibukokan  dengan akia
pondirian yvang  mendapal  pengesabsn dari
Menteri  yang  menyelenggarakan LIS AT
pemenntahan di bidang hukum;

b, memiliki Momor Pokolk Wajils Pajak;

o, memiliki . . .
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c. memiliki paling sedikit 1 {satu} arang tenaga ahli

vang dibuktikan dengan sertifikat dan menoiliki
pengetahuan tentang hoda untuk masing-masing
bidang rang meliputs;

. keamanan;

2. perkapalan,

3. Kepelabohanan;

4. manajemen risikeo; dan
5. celijen.

Penunjukan zebagaimana dimaksud pada ayal (2]
berlaltu selama 3 [tigal tahun dan dapat diperpanjang
gzetelah memenuhi persvaratan secara administrasi

dan tebnis sebawgs) BS0,

Tenawn abhll sehagaimang dimalesod pada avat (&)
hurul’ ¢ beckewarganegaraan lndonesia dan hanya
dapat didaftarkan dalam | {saty) RSO

Pasal 176
Tupas dan kewenangan RS0 adalaby:
a. menyusun 33A dan PFSA;
b. membancu penyvusunan S5P dan PF3P, dan

c. mclaksanakan tratming MO model course vang
diwajlbkan terhadap personel Fasilitas
Peclabuhan, perwira keamanan porusahaan, dan
internal Auditor 15P5 Code.

Dialam mielaksanakan tugas dan kewenangan rerhadap
pelaksanaan Koda, dapat dilaksanakan oleh RESC
sciclah meondapatkan surat ponctapan BRSC dan
Menten

3] Selain . . .
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Jelain tupas dan kewenangan sebagaimana dimaksud
pada avat [2], BEOQ dapat membantu pelaksanaan g,
exercise, dan kegiatan lain vang diwajibkan kepada
mhak Kapal danfatau Fasilites Pelabuhen sesaai
dengan parsyaratatl.

Pasal 17T

RS yang  telah mendapat  penctapan  mempunyai
leewrapituan:

|,

(Th

(<]

{2

(4]

melaksanakan peraluran mengenal perjanjian kerja
dan jaminan sosial =esual dengan ketentuan peraturan
perundang-vundangan;

menyampaikan setiap rencana dan laporan kegiatan
kepada Menteri paling lama 2 [dua) minggu sebelum
dan sctelah sclesainya keglatan,

menyampalkan laporan berkala setiap £ [enam) niian
tentang kepiatan perasahaan kepada Menteri; dan

melaporkan secara tectulis kepada Menten setiap kali
terjadi perubaban akoa danfatal slamat perusahaan
dan/atay perubahan lenags shli.

Pasal 178

Felaksanaan 354 dan  penyusunan  35F  dapat
dilaksanakan oleh O30 Jan/atan oleh pihak yang
ditunjuk olch manajemen perusahaan.

C30 harus memastikan bahwa pihak yang ditunjule
oleh mangemen perusahaan schagaimana dimaksud
pada ayat (1] mempunyal  kemampuan dan
pengetahuan . untuk  mengevaluasi menilai dan
mersneanakan keamanan Kapal.

B30 dapat melaksanakan 554 dan mombant
menyvusun 33P, narmun ldak  dapat melakukan
pengkapan dan persetujuan terhadap hasl
pelaksanaan 524 dan bantuan pengusunan 33P yang
dikernjakan oleh BSO.

554 dan 85F harus dibuat dalam 2 [dua) versi bahasa
yaltu bahasa Indonesia dan bahasa [nggris.

Pazal 179 . .
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Pasgal 179

254 harus memuat:

a. identifikasi langkah pengamenan prosedur dan
operasional vang ada;

b identifikas dan evaluast operasional Kapal yvang
penting untuk dilindungs;

¢. wlentiikasi  ancaman  dan kernungkinan
terjadinva terhadap operasional penting Kapal
untuk menetapkan dan memprioritaskan langkah
PENEATALN,;

d.  identifikasi kelemahan pengamanan di Kapal
termasuk Taktor manusia, sarana Jdan prasarsna,
serta kebyjalkan dan prosedur;

c.  lienubkasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh
ATICAInAn,;

f.  penlaian risiko keamanan; dan

g idenlihkasi langkah mitigasi keamanan.

Elemmen yang harus dinilal pada saat pelaksanaan S3A

meliputn

a. pengamanan hisik Kapal,

Ha =

ntegritas struktural Kapal,
sistem pelindungan bag semua Awak Kapal;
kebyakan dan prosedur pengamanan;

radio dan sistem kemunikasi, termasuk sistem
komputer dan jaringan’ dan

area lain yanp apabila dirusak atau dipunakan
untuk hal terlarang akan menimbulkan risiko
terhadap arang, barang, den kegiatan operasional
ci Kapal atau Fasilitas Felabuhan.

Setiap  pelaksanaan  55A dapat mengembangkan
metodelogl sendir: dengan telap berpedoman peds
melodologl umum 33A sebazai berikut:

a.

b

pra penilaian yaitu  melakukan  pengumpulan
data, .

survel lapangan {on-scere securily surrey yaitu
melabkukan survel langsung ke objek;

e.oslralegl, ..
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stratogl  mitigasi yaitu  melakukan  langkah
perbaikan  untuk mengurangi  kemungkinan
ancarman; dan

kesimpulan dan rekomendas

Furmat hasil pelaksanaan S8A harus memueat:

a.
b.
C.

lernbar persetujoan;
mctodelog yang dipunalan;

pambaran umum dan detail kondisi Kapal saat
dilakulian BS54

hawil penulaien keamanan Kapal; dan
kesimpulan dan rekomendasi

Pasal 180

SEP harus memuatl:

H.,

langkah pengamanan untuk mencegah masukiya
senjata, bahan, atau barang berbahaya, dan alat
vang dapat dippnakan untuk membzharakan
wrang, Kapal, atau Pelabubhan;

identilikasi wrea lerbatas dan langkah pencegalian
masuknya orang yvang tidal berkepentingan ke
areo terbatas terscbut;

fangkah untuk mencegah masuknya orang yang
tidak herkepentingan lee kapal,

prosedur  untuk  merdspons  ancaman atau
pelangparan  keamanan  termasuk  ketentuan
nntuk menjaga operasional penting i Kapal atau
interaksi Kapal alsu Fasilitas Pelabuhan;

prosedur  untuk merespons  sotiap  instruksi
keamanan  darn otoritas  yang -ditunjuk vang
mungkin diberikan pada Tingkat Keamanan 2;

prosedur untuk cvakuasi saat terjadi ancaman
keanianan dan pelanpgaran keamanan;

migas dar 820 vang ditunjuk untulk bertangging
jawab terhadap keamanan dan wugas Awak Kapal
lainnya terradap aspek keamanan Kapal;

h. puosedur - ..
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h. prosedur untuk meneaLdrt kegiatan
P RATTIATIAT

1. prosedur untuk trathing, drill, dan exersdse yang

merupakan satu kesatuan dengan SSR;

1. proscdur tnteraksi dengan kegiatan penpamanan

Fasilicas Pelabuhan,

L. prosedur untuk Kuaji Ulang secara berkala dan
pemulakhiran S5P,;

1. prosedur pelaporan untuk setiap Insiden

kheamanan,
m. identifikasi 550,
rn.  ilenlfikasi C5C meliputi nama,  sucar

penunjukan dan manajemen,  email, tomor
telepon seluler, dan kantor yang dapal dibubungt
24 {dua puluh empat) jarn;

o.  prosedur  untuk  memustikan  pemeriksaan,
pengujian, kalibrasi, dan pemeliharaan dart setiap
peralatan keamanan ysng terdapat di atas Kapal;

p-  Irekuensi  pengujian  atau kalibrasi sediap
peralatan keamanan yang ada di atas Kapal,

ti].  1dentiikasi lokasi titk pengaktifan sistem siacs
PENEAMANAD Kapal (ship  securtdly alerd
system/B8A5), dan

r.  prosedur, instruksi,  dan petanguk dalam
Menggunakan sislem siaps peongamanan Kapal
[ship  security  clerr system/S8A%]  termasuk
pengunan, pengaktifan, dan penonaktifan serty
pengalurdan kembali dan untuk membatas
terjatinya peringatan palsu.

gelam memuat hal schagaimana dimaksud pada ayat
(1} 3P harus memuat ketetanpan sebagai berilour:

a.  strokigr organisasi pengamanan Kapal,

Ir.  hubungan antara kapal dengan perusabodn,
Fasilitas Pelabuhan, Kapal lainnya, serta instans
terkalit yang bertanggung  jawal 41 bidane
keamanar;

oo prosedur DoS;

d. sistem . ..
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sistem komunikasi yang berkelanjutan dan efekril
di Kapal dan antara Kapal dengan Kapal lainnya
Lermasui dengan Fasilitas Pelabuhan;

langkah pengamanan untuk Tingkat Keamanan 1
meliputi kesispan pengacmanan gperasional dan
fimik:

langkah penEaAmanin tambsahan Vang
memungkinkan Kapal dapat segera bertindak lee
Tingkat Keamanan 2 dan jika perlu ke Tingkat
Keamanan 3;

melaksanakan Kaji Ulang atau audit gecara
berkala terhadap 38F maupun perubahannya
schapal akibat dari perubahan keadaan; dan

prosedur  pelaporan kepada  otoritas  vang
ditunulk.

Format 55F haras memual hial sebagat berikut:

lembar persetujuan;
Kaji lang dan perubahan:

prosedur . keamanan  pada setap  Tingkat
Kfamanan dan prosedur meaghadapi keadaan
marurat;

data konak pemilik Kapal dan aperater Kapal;

detail data dlan gambar Kapal dat penandsaan ar=a
terbatas dan area umum;

ideniifikasi  personel,  kontrol  tamu,  dan
rekruimen kapal,

daftar inventaris dan pemelibaraan peralatan
keamanan vang ada di atas Kapz] duan peralatan
komunikasi; dan

laporan daty dokuman fratming, drfl, exercize, Dog,
pre-ardvp] nettfication SecurHl, Ingiden
Keamanar, se1ta hat terkait lainnya.

S5P harus sccava pericdik dikaji ulang paling sedikit 1
{sat) kali dalam 12 [dua belas] bulan.

Perubahan  terhanap 535A danfatan S%P harus
disahkan ulch otoritas vanpe dirunjuk.

Pasal 181 . . .
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Pasal 181

Pelaksanasan PFSA hanya dapat dilaksanakan eleh
REC vang telah mendarat penetapan dar Menter.

Penyusunan PRSP dilaksanakan olch FFS0 serta dapat
dibantu aleh R20 tka diperfulian,

Pasal 182

PFEA harus memuat:

a.

I,

.

1dentihkasi dan evaluast infrastruktur serta aser
penting untuk dilindungy,

identilikazi ancaman yang mungkin terjzadi
rerhadan aset dan infrastruaktur sartg
kemungkinan ferjadinya, untuk menentukan dan
memprioritaskan langkah kKeamanan;

dentifikasl, pemilihan, dan poontaz bhnoakan
pencegahan serta perubahan proscdural serta
tinglkat  efektifitasnya  dalam  mengurangi
kerentatian, dat

identifikusi kelemahan lermasuk faktor mannsia
di dalam infrestrulctur, kengakan, dan prosedur.

Elemen yang barus dinila pada saar pelaksansan
PFSA sebapai benloat:

oo ow

L=

h

=

PrIEAMEEAnAy [1s1;

keuruhan strsilktur,

sister pelindungan porsonel

kebijakan dan prosedur penmanzanan;

radic dan sistem komunikast bermasuk sistem
komputer dan jaringan;

infrastrukiur transoorcasi yﬁng relevan;

uftilicas:; dana

area lain varyg apabila dirusale atau digunakan
untul hal terlarane akan menimbulkan risio
terhadap orang. barang, dan kegielan o Fasilitas
FPrlabuhan.

[2} Benap ...
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Setiap pelaksanaan PFSA  depat mengembangkan
melodologl sendin, dengan tetap berpedoman pada
metodologn urmim FF3SA sebapan berikur:

A

b.

d.

pra perilsian yailld melakukan  peoggmpalan
data;

survei lapanpgan vaitu melakukan surre langsung
kepada objek;,

stralegi  titigasi  yaitn  melakukan  langkah

perbaikan untuk  mengurang  kemunghkinen
ancaman; dan

kesimpulan dan relomendasi.

Format hasil pelaksanaan PF2A secara umum harus
memuat bal sebagai beriloat:

A,
b.
c.

el
£,

lembar persetujoan;

metodologi vang digunakan;

gambaran wumum dan detaill kondisi Fasilitas
Pelabuhan saat dilakulkan PFSA;

hasil pelaksanaan PFEA; dan
kesimpulan dan rekomendas.

Pazal 183

PF&PF hargs memuar

a.-

langkah yang dirancang untuk mencegah scnjata,
unsur, dan alat wvang berbahaya vang
dimaksudkan untulk digunakan terhadap crang,
Kapal, atau Fasilitas Pelabuhen vyang bdbdak
diperbelehkan dibawa ke Fasilitas Pelabuhan atay
e alas Kapal,

rindakan vang dirancang untuk mencesah akses
tanpa 1zin ke Fasilitas Pelabuhan, ke Kapal yang
ditambaikan @i fasditas, dan ke arca werbatas
Fasilitas Prlabuhan;

prosedur untuk merespons ancaman kcamanan
atay pelanggaran keamanan, terthasnk ketentian
untuk menjaegs kegiaton penting Fasilitas
Pelabuhan atau interaksi Kapal di Pelabuhan;

d. prosedur . . .
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d.  prosedur untuk merespons instruks Keamanan
vang disampaikan oleh otoritas yang ditunpuk
pads Tingkat Keamanan 3;

e.  prosedur untuk ecvakuaszi dalam hal terdapat
ancam=n Keamanan atau pelanggaran keamanan;

(. tugas personel Fasilitas Pelabuhan yvang ditunjuk
bertanggung jawah maselah keamanan dan tugas
personel fasilitas lainnya terkait aspek keamanan;

g. proscdur  untuk interaksi dengan  kegiatan
pengamanan Kapal,

h.  prosedur Haji Mlang dan pemwakburan PRSP
secara berkala;

1. prosedur uniuk melaporkan Insiden Keamanan;

j.  ldentifikasi PFS80 dan rincian kontak 24 (dua
palub empat) jam,

k. langkah untuk memastikan keamanan informiasi
yang Lerdapar dalam FFSP,

1. langkah wyang dirancang untuk memastcan
clektivitas keamanan muefan dan  peralatan
penanganan rmiatan cdi Fasilitas Pelabuhan;

tn.  prosedur untuk mengaudit PF3P,

n.  prozedur untuk merespons jika sistem  siapga
penpamanat Kapal  {ship  secunty  afert
system/S5A8) suatu Kapal vang sedang berada ch
Fazilitas Pelabuhan telah disktiflzan; dan

. prosediruntuk memfasilitasi bunjunpan ke darat
Lagl Awak Kapal ataun pergantian Awak Kapal,
terinasuk  akses pengunjung ke Kapal yane
mencakup perwakilan kesecjahteraan pelaut dan
prganisasi burh.

Sclain memuat schagairmnana dimaksud pada ayat [1]
FFSP juga lvarys metmiar:

a. rincian organisasi keamanan Fasilitas Pelabuhan,

L huabungan - . .
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hubwngan  organisast  keamanan  Fasbias
Pelabuhan dengan instanai terkait lainnya dan
sistem  komunikasi vang diperlukan  untuk
memungkinkan  kemunikas  yang elekol dan
berkesinambungan antara organisasi keamanan
Fasilitaz Pelabuhan dengan mstanst  lain
termasuk dengan Kapal di Fasilitas Pelabuhan,

rincian langkah dasar Tingkat Keamanan 1 baik
aperasional maupun hsik vang selalu diterapkan;

nincian  langkah keamanan tambalian vang
mermunpkinkan Fasilitaz Pelabuhan dapat sepera
bergerak ke Tinpkat Keamanan 2, dan j1ka peria
ke Tingkat Keamanan 3;

Kaji Ulanp berkala atau  eudit PFSP  atau
perubahannya schagai respons dar perubahan
yang terjadi; dan

rincian prosedur pelaporan aktifitas keamanan
kepada Keordinator PEC.

Format PFSF harmis memuat hal sebagai berikut:

it
b
L.

lembar peresctujuan PEFSE,;
lembar Kaji Ulanp dan perubahan;

struktur  orpanisasi keamanan Fazsihitas
Pelabuhan dan FSC beserta rincian kontak;

rinclan gambar  Fasilitas  Pelabuhan  dan
penandaan area terbatas dan ares wmum,

prozedur penpawasan di tibik akses untul selap
Tingkat Kearmanar.;

prosedur  pepahganan  muatan untuk  setiap
Tingkzt Keamanan,

prosedur barang vang tidak didampingi pemilik
untuk sctiap Tingkst Feamanan;

prosodur pengiriman perbekalan ke Kapal unoak
setiap Tingkat keamanan;

prosedur  pengawasan  kcamanan di Fasilitas
Pelabmuhan uniul setiap Tingkat Keamanan,

prosedur keamansn lainnya yang dianggap perla
di setiap Tinghat heamanan;

k. prosedur . ..
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k.  proscdur menghadapi keadaan dardrat;

1.  daftar inventaris dan pemeliharaan peralatan
leeamanan dan komunisasi;

m. {ormat dokumen dan laporan trafning, dnill
exercise, DoS, pre.arrival notification security, dan
Insiden Keamanan serts hal terkait lainnya, dan

n. flormat dokumen audit internal.

FFSA harus secarq periodik dikayi ulang paling sedikit
1 isatu) lali dalamm 12 (dua bclas] bulan dengan
tnempertimbangkan perubahan ancaman keamanan
danfatau perubahan yang  terjadi di Fasgilitas
Pelabuhan terkait aspek aperasional.

PFSF harus secara periodik dikaji ulang paling sedikit
1 (zacy) dali dalam 12 (dua belas) bulan dan/atay
sehagal hindak lanjut hal dibawah ind:

a. terdapal perubahan pada PFSA;

b, dalam audit internal dan /atag veriikasi dan/atan
inspeksi aleh oforitas yang ditunjuk ditemuolkan
elemen dari PFSP yang sudah tidak celsvan:

c. terjadh Insiden Keamanan yang melibatkan

Fasilitas Pelabuhan,; dan

d. pelaksanaan dnll atan exercise vang berskala
besar.

Pazal 184

Fersonel yang bertanggung jawal terhadap keamanan
Kapal terdin atas:

a. CB0: dan
b. 850,

Fersonel yang bertangeung jawab terhadap keamanan
Fasilitas Pelabuhan yaitn PRS0

Pasal 183

Perusahaan angkutan laut nasional wajib menunjok
C50,

{21 CR0 .
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C50 sebagaimana dimaksad pada avat (1] dapat
herlangeling fawab untuk 1 {satu} Kapal atau lckh
berdasarksan jumlah Kapal dan kebjjakan manajemen.

Perusahaan anglutan laut nasional dapat menunjuk
lcbih dan 1 {satu] CSO0 dan wajib menentukan Kapsl
vang menjadi tanggung jawab masing-masing C80.

Untuk ditetapkan menjadi C50 harue memenuhi
perayaratan sebagal berikui:

A, memilike bukln peounjukan dan perusahasn
angkutan laut nasional;

b, memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan
sertifikar C50; dan

c. mclaksanakan pemutakhiran terhadap scriinkat
C30 setipp J (tiga) tahan.

Pa=al 186

Tugas dan tanggung jawal CS01 mehpuati:

.

menginformasikan tingkat ancaman yang mungkin
thihadlapn aleh Kapal dengan mengeunakan penilaan
keamanan yvang lepal dan informas televan lainnya;

moemastikan S5A telah dilaksanakan;

memastikan  penpembangan, penyampaian  untuk
persetujuan, serta pencrapan dan pemeliharaan 58P

memastikan 55F dimodihkasi yvang sesuar untuk
mengoreksi kekurangan dan memenuhi persyvaratan
darl masing masing jenis kapal;

mengabur polaiksanaan audit internal dan Kaji Ulang
terhadap 55A dan S5P,

mcrnpersiapkan pelaksanaan verifikasi oleh otoritas
vang ditunjuk;

tnemastikan pemenuhan ke loarangat dan
ketidaksesuaian andit interpal dan ajt UHang;
tmeninpkatkan kesadaran dan kewnaspadaan
kKeamanan,

i. menjamin _ . _
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L. mergamin pelatihan yang cukup dan sesuai uniluk
personel yang bertangpung jawab terhadap keamanan
Kapal;

1. meryamin keberhagitan komunikasi dan kerjasama
antara 330 dan PFSO terhait;

k. memastikan kesesugian HNEATH pcrsyaratan
keamanan dan persyvaratan keselamatan: dan

1. mermastiken Bahwa pengaturan alternatif atau setara
vang telab disetyjul untuk sebuah atau sckumpulan
Kapal tertenlu lelah diterapkasn.

Faszal 157

(1] Preruszhaan angkutan laut nasional wajits menunjuk
S50 untuk sctivp Kapal vang menerapkan Koda,

(2] Untuk ditetapken menjadi 550 harus mermcnuhi

perayaralan sebapa berikat:

a.  menmubki bukli penounpukan dan perusahaan
angkilian laut; dan

o memlikl baktl keterampilan S5 vang dapat
diakses melalul laman resmil kemienterian yang
menyelenpggarakan  wrusan pemenntahan di
bidang Pelavaran.

Pasal 188
Tugas dan tanggung jawal 530 sehapa berkut:

a.  melaksanakan pemeriksaan rutin pads =etap Rapal
untk mermastikan terpeliharanya langkah keamanan;

b.  memelihara dan menpawas penerapan 33P maupun
peribahannya;

L melakukan  koordimasgi perRamEanan enanganan
muatan dan perbekalan Kapal dengan Awak Kapal
lainnva dan dengan PRS0,

d.  mengajukan perubahan terhadap SSP, jika dianggap
periy;

€.  melaporkan kepada CE0D kekuranegan dan
ketlakaesuzian  vang dindentifikasi dalam  audit
mlernal, Kap Ulang berksla, inspeksi dan verifikasi
keamanan untuk sclanjutnya mensrapkan tindakan
perbalkan;

t. meningkatkan . . .

SK No 0734640 A
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meningkatkan kazadaran krarmanan dan
kewaspadaan di atas Kapal;

mcmastikan  telah  dilaksanakannyy  froining  yang
cukup untuk semua Awak Kapal sesual ketentuan;
melaporkan seluruh Tnsiden Keamanan;

melakukan koordinasi dengan CSC dan PFSO terkait
penerapan S5P; dan

metnaslikan bahwa peralatan keamanan dioperasiltan
dengan baik, divi, dan dipelihara.

MPasal 189

FEE0 sebagaimana dimaksud dalam Pesal 183 hurul c

harus ditunjuk  unruk  masing-masing Fasililas

FPelabuhan.

PFE0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditunjuk sebagai petugas keamsnan untuk 1 {satu)

atan  lelwh Fasiditas  Pelabuhan dalam 1 {satwy]
manajetmnen dan 1 {sa1u) wilayah Pelabuhan.

Untuk cditetapkan menjadi PFSO scbhagaimana

ditnaksind pada ayval (2] harus memenuhi persyaratan

sebagan berikut:

a. memiliki bukti penunjukan dari manajemen
Fasilitas Pelabubhan;

b, memiliki sertifikat pengetahuan dan keterampilan
sebaga) PFEO; dan

c. melaksanakan pemutakhiran rerhadap sertifikat
FF5 setap 3 (riga) tahun.

Tupas dan rtanggung  jawaly PFS0 sebapaimana

dimaksud pada ayat [(3) schagan berikut;

a.  melaksanakan [emeriksaan awal YANg
komprehensit terhadap  kcamanan  Fasilitas
Pelabwihan, dengan mempertimbangkan PFSA;

B, memastikan pengembanean dan pemeliharaan
PFSP:

. mencrapkan PFEP;

d. melaksanakan mspekst keamanan  Fasilitas
Pelabuhan secara berkala antuk memastukan
kebesrlaniutan langkah keamanan vang sesuai;

e, merskomendasikan | ..
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¢, merekomendasikan dan menggabungkan secara
tepat, modilikasi terhadap PFEP uniluk
memperbaiki keluranpan dan memperbaharuai
FFEP dengan mempertimbangkan perubahan
terhadap Fasilitas Pelabuhan;

. meningkatkan  kesadaran  dan  kewaspadaan
keamanan personcl Fasilitas Pelabuhan;

#  menjamin frairuRg yang cukup bagy  petugas
keamanan Fasilitas Pelabuhane

h.  melaporkan kepada pibak yang berwenang dan
mencakat kejadian yang mengancam keamanan
Fasilitas Pelabuban;

i.  berkoordinazi denpan C30 dan 350 untuk
penerapan PRSP,

J-  berkoordinasi dengan instansi keamanan terkait;

k.  memastikan bahwa pelugas kesmanan Fasilitas
Felabuhan memenuhi standar;

1 trnemashkan peralalan keamanan dioperasikan
dengan bauk, digg, dikalibrasi, dan dipelihara,
dan

m. membantu 350 untuk memastikan bahwa orang
vang akan naik ke atas Kapal elah teridentifikasi.

Fasal 190
534 dan 33P yang telah dikaji dan dinyratakan
mementhl ketentuan, diberikan perseiivan Menter,
FFSA dan PFEP vang telah dikaji dan dinvatakan
mermnenthi  ketentuan, diberikan persetujuan olch
Koordinator PSC dan Menter.
Untuk pelaksanaan petgkajian sebapgalmana
dimaksod pada avat (1) pengglina alay pemohon wajib
mengajukan permohonan kepada Menter.

Pasal 191

Pengkajian dan evaluasi hasil pelaksansan PFSA

dilakukan secara kelektil dengan melibalkan pihak

terleait, rerdlir atas:

. pejahal dl lingkungsn  kementenian yang
menyelenyparakan  urusan  pemerintahan di
tadang Pelayaran;

b. Koordinarer _ . .
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b, Wroodinaior PSC danalaw PSOy

. RS0 pelaksana PRSA;

4. manajcmen Fasilitas Pelabuhan: dan
c. PRS0

Dalam rapat pengkajian sebagaimana ditnaksud pada
avat (1] K50 penyusun PFREA diwanblan
menyampaikan hazl  pelaksanaan PF3A  kepada
zeluruh peserta rapat untuk dievaluasi, dibahas, dan
dizepakati secara bersama-sama.

Perubahan  rerhadap PFSA dan/atau PRSP
disampaiken kepada Kooodinator P53C antuk
mendapatkan pecrsetujuan.

Pazal 192

Audit internal terhadap Kapal danj/atau Fasilitas
Palabuhan wajib dilaksanakan sebelum dilakukan
verifikasi cleh Auditor TEP3 Corde plina memastikan
bahwa penerapan Koda telah sesuai dengan S5P atau
PFSP vang lelab disetugul oleh Menten,

Pelaksanaan audit mternal scbagaimana dimaksud
e ayal (1) dilaksanakan sesual dengan rencana
atall jadwal yang elah dicaniumkan dalam S5F atau
PFSP dengan tidak melebihn batas waktu 12 {dua belas)
bulan untuk 1 {satuj kali audit internal.

Pasal 193

Audit nternal harus dilaksanakan olebh bim artag
auditor internal yvang telah ditunjuk oleh perusabaan
anglutan laut nasional, Badan Usaha Pelabuyban,
pengelola Terminal Khiusus, atau pengelola Teriminal
untuk Kopentingan Sendin.

Tim atau auditor ntcrnat vang  telah  ditunjulk
schagaimana dunaksud  pada  avat  [1] harus
mempunyai kernampuan dan penpetablan sehagad
audirer internal vang dibuknikan dengan sertifikat,
serle biarus independen alauw tidak terlibat dengan
kegiatan implementasi Koda terhadap Kapal atau

Fasilitaz Pelabuhan.
(3 Audit . ..
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Audit infernal yaong dilaksarakan pieh pihalc loar
perusshaan 1iclalk dinkai atau lidak sab.

Pasal 194

U'ntuk memastikan penerapan manajemen keamanan
Kapal dan Fasilitas Pelabwhan wajily dlilakukan audit dalam
bentuk kepiatan venbikase,

(1]

(2}

Fasal 1895

Jenis verifikasi terhadap Kapal sebapaimana dimaksud
dalam Fasal 194 terdin atas:

a. vernibikest awal [rtial verficelion] merupakan
verifikasi sehelum  kapal dioperasikban untuk
pertama kall atau sebelom 1530 vanp
dipersyaratkan diterbitkan pertama kals;

B.  venfikasy antara [wtermediate verficabion)
merupalkkan verihkasi anrara tehun kedoa dan
Labiun keliga pada langeal vlang tabun [353C;

c.  vernfbikasy pembaharasan  {renewal  penficatton)
merupakan verifikazr untuk memperpanjang
masa berlaku IRSC, tetapa lidak melebihi masa 5
{hma) Lahun; dan

d.  wverifiikast  tambaban foddidiongl vernfioalion)
merupakan  veriikas: vang  ditentukan oleh
Menteri,

Jenis werifikast  terhadap Fasihtas  Pelabuhan
sebapaimans dimakeod dalam Pasal 124 terdin atas:

d.  verifkast pertama (first wenfication! merapakan
verifikast scbelum SoCPF vang dipersyaratkan
diterbitkan pertama kali;

b. verifikast kedua {second verification) merupakan
venitikasi antara tahun kedua dan tahun ketiga
pada tanapal ulang tehun 5nCEF;

c. veritikasi o . .
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€. venhkasi ketiga (third werfication) merupakan
veriikast untuk memperpanjang masa borlaku
BoCPF, tetapi titlak melebihi masa 3 (lima) tabun;
dan

d.  wveriltkasi keempat {fourth verfication) merupakan
verihkasi yang ditentukan oleh Menrer.

Fasal 196

Venfikas: sebagaimana dimaksud dalam Pazal 195
avat (1) hurala dan avat (2) hunaf a dilekukan setelah
mendapatkan persetyjuan terhadap SSA/PFSA dan
S8F/PFSE.

{hontas yang ditunjuk memibkl kewenangan penuh
untuk melakukan Verililkasi Manajemen Keamanan
Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.,

Vertfikasi Manajemen Kecamanan Kapal dan Fasilitas
Pelahuhan dilaksanakan cleh Auditor ISPS Code.

Pasal 197

Pelaksanaan verifikasi sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 196 ayat (1] wanb memenuhi persyaratan sebagad
beriknat:

a.  pelaksanaan audit internal yang dibuktikan
denpan dokumentasi hasil Internal Audit;

b. melaksanakan paling sedikit 2 (dua) jenis alcrifitas
melipuh frmning dan dnif; dan

c. melrkukan rerew atau revisi 33A/PFSA dan
55P,/FFSF.

Terhadap venlilkasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 195 avat (1) hural b dan horal ¢ serta avat (2
buraf b dan huruaf ¢ selain persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] wajib mementihi persvaratan
sebagail berikut:

a.melaksanakan . ..
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a. mrlaksanakan exercse,
b, telah dilaksanakan verifikas) sebelumnya; dan
c. pemenuhan temuan verihkagsi sebelumnya.

Pada saat pelaksanaan verifikasi, pemilik Kapal dan
Fagilitas Pelabuhan wajib menghadirkan semua pihalk
terkait,

Pitak terkait sebagaimana dimaksud pada avat (3)
melipiti

a. untuk verifikazi Kapal:

1. Makhods;

3 380

3.  Awak Kapal, dan
4, C30.

b, untuk vqriﬂkasi Fasilitas Pelabuban:

1. Koordinator P2C dan/atau pejabat sctingkat
dibawahnya selaku PS0;
2. PFS0, depwti PRS0, dan petugas keamanan
lainnya; dan
3. Pihak lain vang diangeap perlua sesnai dengan
kebutuhan.
Vernfikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193
avat (1] yang berlolas di luar negeri hanya dilakukan
cleh Auditer [SPE Code,
Biava wvang timbul dar pelaksanaan  Venhkasi
Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhat
dalam rangka penerbitan alau pengesshan ISEC dan
SoCPF dibebankan kepada pemohon sesual denpgan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 1958

Cokumen  dan peralatan vang  diperlukan dalam
pelaksanaan verilikast mehput:

a.

untuk venhkas Kapal:
1. 55A dan S5F;
2. internal audie:

3. sistem . .



SK Mo D7E474 A

(1]

(2]

T

PFRESIOEN
REFHELIK INDONUSIA

- 136 -

SisTETT ilentifikas otormnatis {Fuiomalic
idertyacation system ) AlS);

sistemn slaga pengamanan Kapal {ship secuniy
alert system/ S5A 5K

identifikasi IMO,

identifikasi daerah terbatas,

peralatan keamanan standar lajn yang tercantum
dalam 83F;

catatan ataw dokumentas dan kegintan frgining,
elrill, dan erercise; dan

valatan lgin vang tipersyaratkan sepern Dos, pre-
armuzl  noltfhieatron,  ter  lost port,  Insiden
Kramanan, conlinows synopsis record.

Untuk ventfikasi Fasilitas Pelabuhan:

PF5A dan PFSP,;

lnternal Audic;

peralatan keamanan standar vang fertulis i
dalaim PRSP

catatan atau dokumentasi dar Regatan Iroinmg,
elrill, clan exercize; dan

cataran lan yang dipersyartalkan seperti DoS, pre-
armmeal nofhficelion ship securnly, dan  Insiden
Keamanan,

FPasal 1949

Hetiap  pelaksanaan vembikasi, Auditor IS5PS Code
diharuskan untuk membuat laporan verifikasi dan
ditandarangan oteh:

a.
b

Auditor ISPE Code bersanegkutan;

Nakhoda, RI0O dan 550 untuk verifikasi Kapal,
dan

PFE0 dan PSC ataw PSSO unilul verihkasi Fasilitas
Pelalruhan.

Ketentoan letbh [anjor mengena prosedur dan tdta
cara pelaksangan vernihkas sebagamana dimaksud
pada ayat (1) diatur denegan Peraturan Monten.

Pasal 2042 . _ .
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Paaal 200

Dalam kondisi tertentu venbkasi schagaimana dimaksad
dalam Pazal 195 dapat dilaksanakan melalui aplikasi dalam
jaringan.

(1}

]

1%

i2]

{1]

Pasgal 201

Fasilitas Pelabuhan yanp telah dilakukan venfikasi dan
telah mendapatkan ScCPF yang permanen harus
didaltarkan dalam situs resmi MG GISIS uantuk
mendapatkan nomor IMO.

FFZ0O  wajibk menyvampeikan permatakhiran dala
inlormas MO GISIS kepada Menteri-

Fas=al 2032

Avditor ISP Code wapb merniliki kommpetens di idang
manajemen keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan
dengan mengikub pelathan auditor sistcm manajemen
keamanan Kapal dan Fasilitazs Pelabuhan vang
dibuktilkan dengan sertifikat dan telah diknkuhkan.

Pelatihan audimr sistem manajemen keamanan Kapal
dan Fasilitas Pelabuhan schagaimana dimaksud pada
avat (l] dilaksanakan oleh badan penpembangan
sumber daya manusia di | kementerian  yang
menyelengparakan umsan pemerintahan di bidang
Pelayaran.

Pasal 203

Penuaian wang terhadap Kapal danfatau Faailitas
Pelabuhan yvanp menerapkan Keoda, dilakukan apabila

Kapal clan/ataw Fagilitas Pelabuhan tersebul dalam
kondi=n

A, teradn peribahan Kepemihkan Atay manaemen
bagi Kapal atan Fazilitas Petalwhan;

b tegadi peribahan konstrukst Kapal,

¢ terjadi . ..
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¢, temadi perubahan  wang  signifikan berupa
penambehan danjatau penpurangan area Atan
aset Fasilitas Pelabuhan yang dikenakan Koda
vang berdampak pada risiko keamanan,

d. terjadi gangpuan Keamanan yang luar biasa yang
discbabkan tidak dilaksanakannya S85F dan/atan
PFSP schinpea operasional Kapal danfatao
Fasilitas Pelabuhan terganggy; dan/atan

e. Dokumen 58A atau PFSA vang telah disetujui olch

ntaritas yang ditunjuk tidak ada atau hilang.

Untulk pelakzonaan penilaian ulang terhadap Kapal,
pemilik Kapal dapat meminta RSO dan/ataun tim vang
dibentuk oleh  manajemen perusahaan  dengan
beranggotakan ©50Q, 580, dan pihak terkant vang
dianggap mampu dan cakap.

Pelaksanaan penilaian  ulang  terhadap  Fasilitas
Pelabuhan dilaksanakan cleh B30,

R=0 vang melaksanakan penilalian awal  tidalk
diperbolehkan untuk melaksanaan penila@n wlang
terhadap Fasilitas Pelabuban yang sama.

Terhadap penilaian ulang sebagaimana dimaksid
pada ayat [1] 188C dan 2oCPF vang dimiliki oleh Kapal
atau Fasilitas Pelabuban dinyatakan tidak berlaku dan
akan diterbitkan kembeli 1580 dan SoCFF sementara.

Pazal 2043

Setiap Kapal berbendera Indonesia dan/atan Fasilitas
Pelabithan vang telah melewati tahapan verifikasi
diberikan 1530 danfatan SolCPRF,

Mentern dapal melinpahikan sebagian kewenanpannya
kepada Badan Klasifikasi nasional melalui proses
peounjukan untuk mengeluarkan 1550 sementars
terhadep Rapal berbendera lndonesia.

Format 155 sementara dan permanen serta SolFF
sementara dan permancn mengglnakan lormat sesual
detigan Keda.

\ Pazal 205 .
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Fasal 205

158C dan SoCPF permanen diterbitkan oleh Menteri
dan berlalou selama S (lima) tahun.

ISEC sementara {nterim] diterbictkan oleh Menten dan
herlalku selama & jenam| bulan.

SoCPF sementata linterimy) diterbitkan oleh Menteri
dan berlalu selama & {enam} balan.

Paszal 20&

Kapal vang melakukan penpoantan bendera darn
bendera asing ke bendera Indonesia yang dilakukan d
luar nepeni dapat diberikan [S3C sementara untuk 1
fgmtu) kali Pelayaran,.

1550 sebagaimana dimuksud pada ayal (1) Derlaku
hanya untuk 1 [satu] kali Pelayaran dar Pelabuhan
negara asal sampai Kapal tika di Pelabuhan Indencsia,

Setelah Kapal  tiba  di Pelabuban  Indonesia
scbagmimana dimaksud pada ayat [2) diberlakukan
ketentuan dan persyvaratan Koda.

Pasal 207

Dalam hal Kapal dalam suatu Pelayaran dan 1550 vang
baru belum dapat diterbitkan, 155C lama dingatalean
masih berlaku tetapi tidak melebibn 3 (tea) bulan
terhitung dari tangeal verifilzasi.

Dalam hal SoCPF baru belum dapat diterbitkan, SoCPF
vane lama dinovatakan masih berlalogy tetapi tidak
melebihi 1 [satu] bulan  terhitung dan  tanggal
verifikast,

Auditor 13P5 Code harus memberikan pengesahan
bahwa LS5C dan SoCPF schagaimana dimaksiid pada

ayal (1) dan ayal (2) erlaku sementara sebelum ISEC
dan SoCPF bam diterbitkan. .

FPasal 208 _ .,
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Pasal 208

Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kehilangan 155C dan
20CPF, perusahaan mengajukan permohonan peperbitan
kembati 135C dan SoCPF.

{1}

2]

[}

(1]

(2]

[3}

Fazgl 20%

Setiap Kapal dan/atau Fasihtas Pelabuhan yang telah
menerapkan Koda wajib melaksanakan fraining, dnil,
dan exercisa,

Driff dan exercise bertujuan untuk memazslkan bahwa
Awak Hapal dan personel Fasilitas Pelabuhan mahir
dlalam melaksanakan tugas keamanan sesual dengan
tanpgung jAwabnya, pada semus Tingkal Keamanan
dan untuk mengidentifikasi kekurangan yang perlu
diperbaik.

Dl d=n EXETULSE clilaksanakan dengan
mempertimbangkan ancaman keamanan,

Paszal 210

C50, 35¢, dan PFEQ harus mempunyal pengetahuan
dan telah mendapatkan frafming Keamanan  sesvai
dengan rugas dan tanggung jawabnya.

Awak Wapal dan personel Fasilitas Pelabuhan yvang
mempunyal tugas dan tangeung jawab khusus terkait
keamanan harus memahami  tanggung  jawabnya
terkait keamanan Kapal atau Fasihitas Pelabuhan
sesyal vang tercantum dalam SSP atau PFSP dan
harus mempunyal pengetahusn dan kemampuan yang
cukup untuk melaksanakan tupasnya.

Fersonel Fasilitazs Pelabuban ataw Awald Kapal [ainova
harms mempunyval pengetabuan dan tclah mencoma
pelatihan kesadaran keamanan.

Fasal 211 ...
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Pusal 211

Pelaksanaan Rl sebaggimana dimaksed dalam
Hasal 209 dilakssnakan paling singkat 1 [satu) kal
sctiap 3 [tiga) bulan.

Jika terjadl sekaligus pergantian Awak Kapal lebih dar
25% {dua puluh lima perscn), dengan personcl yang
Belum mengikuti driff di Kapal torscbut dalam 3 {tiga)
bulan teralthir, horus dilaksanakan drifl dalam waktu
1 {gsatu) roonggu dari pergantian Awak Kapal dimaksud.

Pasal 212

Polaksanaan exercise schagsimans dimaksocd dalam
Pasal 209 dilaksanakan pahng sedibat 1 (sata) kal
dalam 12 {dua belas) bulan dan paling lama 18
[delapan belag) bulan untuk setiap exercise,
Peluksanaan exercise, meliputi:
a. =zkala penuh atau langsung,
b snmualas) di atas meja atau sermnar; atau
¢,  kombinasi dengan pelaksanaan exercise vang lain,

bemypa cxercige respons Keadaan darorat.
Dalam wakiy 5 [lima] tehun masa berlaku 50CFPF,
Fasilitaz Pelabuhan harus melaksanskan  paling
sedikoit 1 isatu) kall exercise skala penub,
Exercize harus menga)l  komuntkasi, koerdinas,
kerterscdiaan sumber dava dan respons terhadap
ancaman keamanan,
PFS(} harus membuat laporan pelakzanaan exerose
Fosilitas Pelabuhan dan mendapat pengesahan dari
Kenrdinator PEC.

Pagal 213

Pelaksanaan exercise sehagaimana dimaksud dalarm
Fasal 212 ayat |1) dapat dilaksanakan olefi lebih dari 1
[satu)] Fasilites Pelabuhan.

Pelaksanaan exercise lebith dam 1 {satu) Fasilitas
Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rmengeumakan skenaruor yvang disusun bherdasarkan
pertimbangan ancaman keamanan vang diidentifikasi
dalam masing-masing PFSA.

(3} Selurah . . .
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Selurvwh  Fasilitas Pelabuhan yang terhibat dalam
exercise lebih dari 1 (satu] Fasilitas Pelabuhan wajb
melaksanakan lanpgkabh Keamanen yang tercantum
dalam PFSP masing-masing untuk merespons
skenario ancaman Keamanan,

Pasal 214

Seligp Kapal vang akan memasuki  Pelabuhan,
Terminal Khusus, atau Terminal untuk Kepenhingan
Sendin di Indonesia haris memberitahukan
kedatangan Kapal 24 jdua puluh empat) jam lebih awal
kepada Koordinator PSC dan PRS0 sebelum Kapal tiba
di Pelabuhan, Terminal Khusus, atau Terminal untuk
Kepentingan Sendiri.

Perneritahuan kedatangsn  Kapal sebagaimana
dimaksud pada avat (1] dapat dilalukan oleh pemilik
Kapal, keagenan Kapal, C30, atau Nakhoda dengan
terlebih dahulu mengirimlian pre-grival notification.

¥oordinator  PSC segers memberitabukan  dan
melakukan koordinasi dengan PFS0 r=rkait, guna
menindaklanjuti atau mengadakan persiapan untuk
kedatangan Kapal.

Pasad 215
Do diberlakukan dalam kondisi sebaga berikul:

a. Kapal sedang beroperasi pada Tingkat Keamarnan
yvang lebilh tinggl danpada Fasilitas Pelabuhan
dtan Kapal lain,

b, terdapat sdatu  ancaman atau penstiva
keamanan vang melibatkan Kapal atau Fasilitas
Felabuhan;

c.  Kapal atau Fasilitas Pelabahan sedang beroperasi
pada Timgkat Keamanan -3,

d. terjadi perubahan Tingkat Keamanan bagi Kapal
atau  Fasilitazs  Pelabuhan yang  sedang
beritniteralos;

e. terjadi . . .
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lergardt interaksi  antara Kapal dan Fasilitag
Pelabuhan vang dapat membahayalkan pernduduk
sClcmpat;

tenadi  mteraksr antara Kapal dan Fasililas
Pelabuhan  yang dapar menimballkkan  tigikes
peEncamaran;

terjadl interaksi antare Kapal den  Fasilitas
Pelabuhan yang melibatkan embarkasi  atau
debarkasi penumpang atau penanganan barang
barhahayva;

Kapal sedane beraktifitas di Fasilitas Pelabuhan
vang ldak diwajibkan mengimplementasikan
Koda;

Kapal scdang melakukan aktifitas dengan Kapal
vang tidak diwajibkan mengimplementasikan
Koda:

melakukan transler penumpanp alall barang
berbahava i laut;

akrilitas Kapaj ke Keapal yang memiliki risike
PENICETTIArAn laut;

kesepakalan Arlar pemerintah Yang
rmensyaralkan DoS untuk Pelayaran mternasional
lertentu dan Kapal yang melakukan Pelayaran
dimaksud atau keplatan Kapal ke Kapal selamsa
Pelayaran dimaksud.

Kapal yang tidak chiwiibizan
menginplementazikan Koda mengajukan untuk
menggunalar Fasililas  Pelabuhan  yang
mengimplementasikan Koda;

kebatuhan uniuk  pemberlakuan Do¥  yang
dinvalalkan oleh otoritas yang ditunguk; danfatan

Kapal tidale rmempunyal 1330 vang valid.

Pemberlakuan DoS harus dilaporkan oleh keagen
Kapal PFelavaran afau pihak  Fasilitas  Pelabuhan
kepada Kepala Unir Peluksana Teknis atau Koordinator
P50 selempal-

() Apahila .
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Apabila pemberlakuan DoS melibatkan Fasilitas
Pelabuhan Yang tidal diwajibkan
mengimplementasilan Koda, pihak Fasilitas
Pelabuhan  harus  meEnunuk  persone]l untuk
menandatanpani DoS dan bertanggung jawab werhadap
penerapan tindakan keamanan di Fasilitas Pelabuhan.

Pasal 216

Syahbandar dibeokan Kewenangan untuk  tidak
melayani Pelabuhan, Terminal Khusus, atan Terminal
untuk Kepentingat 3endiri vang tidak menerapkan
Koda ietaps tnelayani Kapal Asing danfatau Kapal
betbendera Indonesia yang telah menerapkan Koda.

Svahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuan
berlayar terhadap Kapal berbendera Indonesia yang
skan melakukan Pelayaran ke loar negent apabila
Keapmal tetsebaal tedak meneraplan Koda.

Pasal 217

E302 wang melanggar  Ketenfuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 177 dikenai sanksi peringatan
tertulis sebanyak 3 (Lea] kali berromac-turut.

Apabila  telah dilakukan  peringatan  tertulis
schagaimana dimaksud pade avat (1} RS0 ddak
melakukan Asaha perbakan atas peringatan yang
telah cdiberikan, dikenai sanksi berupa pembekuan
penetapan BS0 untuk jangka wakiu 1 (sata} bulan.

Dalam hal telah dilakukan pembeliuan penetapan RS0
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) B30 udak
melakukan uzaha perbaikan atas sanksl yang telah
diberikan, dikenakan sanksi berupa  pencabutan
penetapan B30

4 Penocabutan ...
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{4] Pencabutan penttapan RS0 tanpa peringatan tertolis
dan pembelkuan penectapan BEBO jika:

a. melabukan kegiatan  yanp membabayakan
kearnanan nepara;

b,  melakukan tfindakan vang mengakibatkan
terancamnya keselarmatan jrva manusia;

c. mendapat penetapan sehbag B30 dengan cara
tidak sah:

.  menggunakan tenaga ahli yang tdak scsua
dalam dafter tenaga ahli yang disampaikan
kepada Menteri dan/ataun menggunalan tenaga
ahli yanp terdaftar pada RS0 Lain; atau

e.  badan hukum menyatakan membubarkan din,

Pasal 218

{1} Sanksi administraril Dagi Fasilitas Pelabuhan yang
tidak menerapkan Koda namun melayani Kapal
Pclayaran intcrnasional;

a. penngatan; dan
. rekomendasi pencabutan SoCPFE.

(2) Sanksi administratil bag Famlitas Pelabuhan yang
tidak melakzanskan tindakan perballian atas temuan
mspcks! kcamanan:

a. peringatan; dan/atan
B.  rekomendas pencabuatan SoCPF.

Pasal 219

Badan EKlasifikasi nasional dibenkan tugas dan
kewenangan olelh Menteri berdasarkan nota kescpahaman
untuk:

a. melaksanakan penpkajian dan persetujuan 354 dan
P,

melaksanakan verifikasi terhadap Kapal; dan
c. mencrbitkan [S5C sementara.

Fagal 220 _ . .
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Pasal 220

Setiap orang yang melaklkan pelanggaran kKewajiban
dan/fatau larangan vang diatuer dalam  peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Pelayaran
varg menimbulkan keragian terhadap barang, harta
Benda, hecelakaan Heapal dan/etan Kerusakan
terhadap  keschatan,  kesclamalan,  Keamanan,
dan/ataun lingkungan namun bdak memmbulkan
korban jiwa dan/atan ccdera pada manusia dapat
dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
i1 terdiri atas:

4, peringadan teroalis;

b. tidak dibecnkan pelavanan;

c. pembekuan keglatan usaha;

d.  pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau
e. denda administratil.

Pengenaan  sanksr admurnstrabl sebagaimans
dimaksud pada ayat {2} dilakukan berdasarkan tinghat
Hesalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan.

Pasal 221

Pengernaan sanksi administratil sebagaimana dimalosod
dalatn Pasal 220 dilaksangkan secapa langsung  atay
bertahap.

{1)

{2}

Pasal 223

Pengenaan sanks! adminiscratil secara  langsung
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 221 dilakukan
jike  pelangparan  tersebut dapat membahayakan
Keselamaran lan Keamanan Pelayaran.

Penpenaan  sanbkest admamistran! secara langsung
schagaimana dimaksud pada ayat {1} bBerupa
pembeckuan dan/fatau pencabutan Pernzinan
Berusaha.

Pasal 223 . ..



SK No07§d77 A

PRESICEN
RFEPUELIE IMOSHESA

- 147 -

Pasal 223

(1]  Sanksi peringatan selbagaimana dimaksud dalam Pasal
220 ayal {Z] hurul a terdirl atas poringatan pertama
sampHl dengan peringatan ketiga dengan jangka waktu
1erieniil.

{2} Bankws pembekuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 220 ayat (2) hurul ¢ dikenal dengan jangka waktu
tcrtentu

(2] Dalam hal scrap crang tidak melaksanakan
kewanbannva sezuai janpgka walkty pembekusan tzin
sebagaimana dimaksud pacda aval [2) dikenai sanksi
pancabutan Perizinan Herysaha.

Pragal 224

Besaran denda administrati sebagaimana dirtnaksud dalam
Pasal 220 avat [2) hurul ¢ yang sudah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan dinyataken fetap berlalog.

EAB 1X
KONSESI

Pasal 225

Fetwediaan dan fatal pelayanan jasa Kepelabuhanan yvang
dilaksanakan alch Badan Usaha Pelabuhan
dizelengparakan  berdasarkan  perjanjian Keonsesi atau
kemasama bentuk  lainnya  sesual dengan Kerentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 226

(1] Perjanjian Konsesi sebagaimena  dimaksod  dalam
Pazal 225 berakhir sesuai denpan baras janeka wakiu
yang ditctapkan dalam pervianjisan Konsesi dan dapat
diperpanjang sesual dengan  kelenluan  peraturon
perundang-undangan.

(2] Dalam hal masa Konsesi telah berakhir, laban dan
Fasilitas Pelabuhan  hasil Hounsesi beralih atau
diserahkan kepada penvelengpara Pelabuban,

(3] Pengaturan . . .
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{3] Pengatiran kembali pengpunaan dan pemaniaatan
lahan dan Fasilitas Pelabuhan sebapatmana dimaksd
pada ayat (2} dilaksanakan oleh Badan Usaha
Pelalbyuhan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

(4}  Ketentuan lebih lanjut menpenai perjanjian Konsesi
diatur dengan Feraturan Mentern.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 227

{l] Pemerintah Pu=sat melakokan evaluasi  atas
pelaksanaan Peraturan Pemermtah ml dengan
memperhatikan perkembangan dan  penimghatan
ekasistem investasi dan kegiatan berusaha dalam
rangka percepatan cipta kerja,

(2} Ewaluasi scbhagaimana dimaksud pada ayatr (1)
dilakukan cleh benteri vang dikoordinasikan oleh
menteri  yang — menyelenggarakan  koordinasi,
sinkronisasl, dan pengendalian urusan Kementerian
dalam penyclenggaraan  pemenntaban  di bidang
perekonomian.

Pagnl 2238

Dadam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan
tidak mengatur, tklak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau
adanys stapnasi pemerintahan, Menteri dapat melakukan
diskresi wuntuk mengatasi  perscalan  konkret  dalam
penyelenggaraan uruzan  pemerintahan  di bidang
Pelayaran.

BAE X[ ...
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pagal 2320

Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur
datam Peraturan Peméerintah ini tidak berlaky bagi peiaku
usahe/pihak vang telah mendapatkan Perizinan Bemusaha
sebelum  Peraturan  Pemerintab i berlaku,  kecuali
ketentuan terscbut lebih menguntungkan bapgl permegang
Perizinan Berusaha.

FPasal 230

Pada saat Peraturan Pemernintah  ine mulai berlaku,
Femzinan Berusaha yane sudab tertit masih teiap berlaku
sampal dengan berakhirnya Penzinan Berusaha tersebut.

BAR X1
KETENTUAN PENUTUF

Fasal 231

Periminan Berusaha di bidang Pelayaran dilaksanakan
sespal dengan ketentuan peraturan perundsng-undsngan
mengendl penyelengearaan Perizinan Berusaha berbasis
rigiko,

Pazal 3372

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah vang
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah in dinyatakan
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Feraturan Permnerintah ini.

Pasal 233 ...
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Pasal 233

Pada =aat Peraturan Pemenntah ind mulad berlaloa:

d.

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 3%, Pasal 40 avat (L],
Pazal 41, Pasal 42, Pazal 43 ayat (1) dan ayat {2],
Pasal 79, Pasal 50, Pasal B2, Pasal B3, Paszal 84,
Pasal 85, Pasal 86, Fasal 87, Pasal 893, Pasal 940,
Pasal 32, Pasal 93, Pazal 94, Fa=sal 93, Pasal 97,
Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102,
Pazal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106,
Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110,
Pazal 111, Pasael 112, Pasal 113, Pasal 114,
Fasal 116, Pasal |17, Pasal 119, Pasal 1z1,
Pasal 122, Pa=sal 123, Paszal 124, Pasal 125,
Fasal 126, Paszal 127, Pasal 138, Pasal 12%,
Fazal 130, Pasal 131, Pazal 132, Pasal 133,
Pasal 135, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139,
Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, Paszal 144,
Pasal 145, Pasal 146, Fasal 147, Pasal 148,
Pasal 149, Pasal 150, Pasal 131, Pasal 152,
FPasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 157,
Fasal 158, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162,
Paszal 162, Pesal 164, dan Paszal 165 Peraturan
Femerintah  MNomor 20 Tahun 2010 terang
Angloutan di Perairan {Lembaran Newara Republilc
Indenesia Talwun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Mepara Republik Ilndenesia
Nomor 5108) schagaimana lelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Momor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tabun 2010 tentang Angkutan di
Perairan [Lermbaran Megara Republik [ndonesia
Tahun 2011 Momor 43, Tambabhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208,

b, Pazal . ..
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Pasal 42, Pasal 44, Fasal &9, Fasal 71, Pasal 73,
Pasal 74, Pasal 75, Pasal 80, Fasal 81, Pasal 82,
Pasal 53, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87,
Pasal 90, Pasal 91, Pasal 32, Pasal 93, Pasal 94,
Fasal 93, Pasal 96, Pasal 95, Pasal 103, Pasal 111,
Pasal 117, Pasai 115, Pasal 119, Pasal 120,
Fasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 127,
Pazal 128, Pasal 131, Pasal 122, Pasal 1324,
Pasal 135, Pasal 137, Pa=zal 141, Fasal 142,
Pasa! 143, dan Pasal 144 Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
iLembaran Megara Republik Indonesia Tahun
200% Womor 151, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana
telah  dinbah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 64 Tahun 2015 tenlang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor &1 ahun 2009
tenitang  Kepelabuhanan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Momor 3731);

Pazal 2, Pasal 4, Pazal 5, Pasal &, PFazal 10,
Fasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pagal 20, Pasal 23,
Pazal 24, Masal 26, Pasal 2%, Pasal 30, Pasal 34,
Pasal 35, Fasal 41, Pasal 44, Pasal 54, Pasal 25,
Pasal 5&, Pasal 57, Paszal 54, Pasal 59, Pasal 60,
Pasal 71, Pasal 75, Pasal 20, Fazal 94, Pasal 95,
Fasal 95, Pasal 97, Pasal 99, Pasal 102, Pasal 103,
Pasal 104, Pasal 106, Pasal 109, Pasal 110, Pasal
114, Fasal 1135, Pasal 116, Pasal 1203, Pasal 121,
Pasal 123, Puzal 125, dan Pasal 126 Feraturan
Pemerintah Momor 51 Tehun 20052 tentang
Ferkapalan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Taliun 2002 Nomor 95, Tambalan Lembaran
Hepara Republikc Indonesia Nomer 4227); dan
Fasal &, Fasal 99, Pasal 100, Pasal 103, Pasal 105,
Pasal 106/, Pasal 119, Fasal 120, Pasal 121,
Pasal 122, Pasal 126, dan Fasal 137 Peraturan
Pemerintah Noewenar 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian  (Lembaran Negars  Repubhk
Indonesia Tahun 23103 Nomoer 8, Tambaban
Lembaran Mepara Republik Indunesia
MNotmar 5093);

dicabiit dan dinyatakan tidak berlaka.

|2} Terhadap . . .
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2] Terhadap pasal vang dicabut sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) yanpg menjadi acuan pada:

a.

Peraturan Pemerintah Neomor 20 Tahun 2010
tentang Angkuatan di Perairan [Lembaran Negara
Republik  indonesia Tahun 2010 Nemor 26,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5108} sebagsimana telah diubah dengan
Peraturan Pemecrintah Momeor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Femerintah
Nomor 20 Tahun 2010 tentanpg Angkutan di
Perairan {Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Tatun 2011 NWomor 43, Tambahan Lembaran
Negara RBepublik Indonesia Nomar S208),

Peraturan Pemerinlah Nomor 61 Tabun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 151,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5070 sebagairmnana telah dinbah dengan
Pecraturan Pemerintah Nemor &4 Tahun 2015
tentang Peruiahan atas Peraturan Pemmerinrah
Nomaor &1 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
{Lemmbaran Negara Republik Indenesia Tahun
2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomar 273 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tabhun 2002
tentang Perkapalan {Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Hezara Republik lndonuesia Romar
4227,

Peraturan FPemenntabh Nomor 5 Tahun 2010
tentang Kenavipasian {Lembaran Negara Eepublik
Indonegia Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Letmbaran Negara Republik [Indonesia Nomor
I

PEDZACUANNYA menvesyaiken dengan pasal dan ayat
dalam Peraturan Pemenntah in.

Fazal 234

Peraturan Pemenntah ! mulan berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .
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Apgar setizp  orang  meogetahuinya, memenntahkan
pengundangan  Peraturan Pemenntah ini dengan

penempatannya dalam  Lomberan  Megara Republk
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarls
pada tanggal 2 Febraari 2031

PRESIDEN REFUEBLIK INDONESIA,
rid.

JOHKO WEDODG

Diutdangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februar 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANLUBIA
REFPUBLIK INLHINESIA,

teed.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REFUELIK INDOWESIA TAHUN 2021 NOMOR 41

Saliman sesusal dengan ashinya

KEMENTERIAN SEEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIKE INDONWEEIA

&
i5traai Hubkeum,

Perundang-undangan dan

SK Mo 025412 A
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTAN:
PENYELENGGARAAN BIDANG PELATARARN

I, UMLK

Indonesia merupakan Nepara kepulauan terbesar di dunia dengan gatis
pantal terpanjang dan letak geoprafis vang sangat penting dar seel poliis
tlan ekonord tmemberikan tanggung jawab yanp besar dalam hal pembinaan
wilayah khusustva di bidang pelavaran.

Undang-Untdang Nomaor 11 Tehun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan
upaya Pemerintah Pusat untuk menciptaken dan memperluas lapangan
kerja dalam rangks penurunan jumlab pengangguran dan menampung
pekerja baru serta mendorong pengembanean Koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan menengah dengan twjuan untuk memngkatkan perelonomian
nasionel yang akan dapat meningkatkan kesciahteraan masyarakarc.

Kebijakan dan langkah-langkah strategis cipta kerja memeclubon
keterlibalan semua pihak vang terkait eratama dan bidang Pelayaran
dengan tujuan anfuk menciptakan lapangan kerja yang scluas-luasnya bagl
rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indoncsia dalam rangia memenuhi hak atas penghidupan yang
iayal.

Untuk mendukung kebijakan cipta kerja tersebut periu dilakukan
penvesiaian karcna telah terjadi berbagai perubahan paradigma dan
lingltungan serategis, balk dalam sistem kelalancgaraan Indonesis sepert
penerapan otonomi daerah atsg adanya kemajuan di bidang  ilmu
pengetahuan dan tcknolog.

Fengaturan  mengenal Angkulan i Peraitan,  Kepelabuhanan,
perkapalan, kenavigasian, tata vars pemberilabuvan kedatsngan kapal,
pemneriksaan, penverahan, serta penyimpansan sural, dokumen, dan warta
kapal, serra manajemen keamanan kapal yvang merupakan beberana unsur
vang berperan penting dan stratcgls dalam penyelengparsan pelayaran dan
perckonomian nasional perlu ditata kembali untuk mempermudab perizinan
berusaha dan membuka peluang beruzaha bagl pengembangan koperas dan

tisaha |, .
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useha mikra, kecil, dan menengah, dengan  telap  memperhatikan
Kesclamatan dan Keamanan Pelayaran.

Berdasarkan hal tersebur di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Penyelenggaraan bidang Pelavaran.

1. PASAL DEMI FASAL
Pasal 1
Culkup jelas.
Pagal 2
Avat [1}
Yang dimaksngd dengan *dikuasail oleh negara” adalab babowa
negara mempunyai hak penguasaan atas  penyelenggarsan
pelayaran yang perwujudanmya meliputu aspek pengaturan,
pengendalian, dan pengawssan,
Avar 2]
Cukup jelas.
Ayar (3]
Cukup jelas.
Avat [4)
Cukup jelas.
Avat |5
Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal & . _ .
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Pasal 4

Pasal ini berazal dari Pasal 7 Peraturan Pemernntah Nomor 20 Tahun
2010 tentang Anglutan di Perairan sebagannana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Porubahan atas
Peraturan Pemeriniah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkotan di
Pérairan.

Ayat {1}

Penyusunan jaringan travek tetap dan leraiur dimaksudikan
untuk memberikan kepastian hukum  dan usahsa serta
pelayanan kepada penpgguna jasa dan penycdia jasa angkutan
law.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat |3)
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas,
Ayat [5)
Cukup jelas.
Avar [B)
Cukup jelas.
Pazzl 5

Pasal ini berasal dari Pasal 8 Peraturon Pemenntah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Anghkutan di Perairan sebagaimana telabh diubah
dengann Peraturan Pemerintah Neomor 22 TFahun 2001 tentang
Perubahan atas Peraturan Femerintah Nomeor 20 Tahua 2010 tentanpg
Anglkutan di Peraran.

Fasal & . ..

SH O No 192747 4
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Pasal &

Fasal ini berasal dari Pasal 39, Pasal 40 ayar (1), Pasal 41, dan Fasal
43 Peraturan Pemerintah Nomer 20 Tahupy 2010 tentang Anghkutan di
Perairan scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratoran Pemerintah
Momoer 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Awat (1)

Cukup jelas.
Avar (2]

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukuyp jelas. .
Avat (4]

Culkup jelas,
Ayvat (3]

Pelaksana kegiatan angkutan laut asing merupakan perusahaan
angkutan laut aging yang mengangkut muatan impor baban baku
dap/ataw peralatan prodoksi untuk menurjang usaba pokok
terteniu dari pelaksana kegiatan angkilan laut khusus.

Avat [B)

Culoup jelas.
Avat {7}

Cukup jelas.
Ayat (8]

Cukup jelas.

Pasal 7 . ..

Sk Mo (P2TdR A
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Paszal ini berasal dari Pasal 40 ayat [2) dan ayat (3] Peratursn
Pemerintah Momor 20 Tahun 2010 tentang Anghkutan di Peormiran
sebagaimana telah diubaly denpan Peraturan Pemerintah Nomeor 22
Tatua 2011 tentang Perubahan atns Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Aval {1}

Kewajiban melaporkan kepada Menten mencakup rencana dan
realisasi kegliatan dan penpgunaan kKapal Anghutan Lawt
Khusus.

Axyat [2)

Fazal &

Cultup yelas,

Culoup jelas.

Pasal ©

Ayat (1)

Culnip jelas.

Ayat {2]

SK Mo (97749 A

Usaha .Jasa Terkait dilakukan oleh Badan Usaha vang didimikan
khusus untuk menyelenggarakan keplatan Usaha Jasa Terkait
dengan Angkutan di Perairan, vang mayoritas sahamiya dimilik
aleh warga negara Indonesia, kecirali untuk usaha bongkar muat
barang dan j253 pengurusan [Franspor as;.

Selain Badan  WUsaha yang didinokan  Khuosus uantok
menyelerggarakan keginlan Usaha Jasa Terkair  dengan
Angkutan di Perairan, Usaha Jasa Terkait dengan Aongkwan
Peraran dapat dilakukan o2lch perusahaan angkulan [aut
nasional vang seluruh sahamnya dimilikl oleh wsarga negara
Indonesia, kecuali untuk usaha jasa pengurusan transportasi,
serta usaha perawatan dun pecbaikan Kapal

Penyelenpearaan Vegratan Usaha.Jass Terloat rlf_'ngan Anglutan
di Peradran seperti:

a depi . . .
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a. depo pet kemas;

b, keagenan Kapal;

c. pengelolaan Kapal fship management),
d. stevedoring; dan

c. keagenan awak Kapal (ship maonrning agency) dapat
dilakukan oleh:

1. permgsahaan angkutan laut asing;
2. bBadan hukum asing: atag
3. warga negara asmng

yang bckerjasama dengan perusahaan angiootan lauat
nasional dalam bentuk usaha patungan (foinf venbire]
dimnana mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan
anghutan laut nasional.

Pasal 10

Pasal im berasal dan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nemer 20 Tahun
2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah dinbah dengan
FPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Perataran Pemerintah Nomor 20 Tabuno 2010 tentang Angkotan di
Ferairan.

Ayat {1)

Keglatan usahsa bongkar muat meliputlt kegiatan  stewvedoning,
cargodoring, dan receiving/ delivery.

Avart [2)
Cukup jelas.
Avat [3)

Culoag jelas.

Avat (4] . ..

Sk Mo (2750 A
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Avat [4)

Pasal 11

Penyelenggara Pelabuhan merupakan  penyelengpara pada
Pelabuhan yang belury divsahakan secara komersial.

Yang dimaksud denpan *bekerja sama® adelah kerja sama vang
dituangkan dalam perjanjian kerja sama dengan memuat antara
lan  standar  kinerja pelayanan  operasional  pelabuhan,
penyediaan sarana dan prasarana bonghkar muoat, dan kontribus]
Badan Usaha terhadap Badan Usaha Pelabuhan.

Badan Usaha Pelabubhan yang depat melakukan kegiatan
bengkar muat adalah Badan Usaha Pelabuhan yang telah
mendapatkan Konsesi.

Avyar |1)

Cukup jelas,

Avat {2]

Cukup jelas.

Avat (3)

SO No(RITEL A

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Kegiatan bonpkar nuat barang curah cair vang dibonpkar
atau  dimuat melalei pipa vang dilabukan dengan
mengeunakan pipa nuhk atau dikuasal oleh peruzahaan
angkuran laut nasional.

Huruf ¢
Kegiatan bongkar muat barang curah  kering wang
dibongkar atan dimuac melalli conveyor atau sejenianya

vang dilakukan dengan mengeunakan conveyor milik atau
dikuasai aleh perusahaan angkutan laut nagional.

Hurufd ., ..
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Huruf 4
Cukup jelas.
Ayat {4}
Cukup jclas.
Ayat [3)
Culup jelas.
Pasal 12
Avar (1)
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud denpan “pengelolaan penyimpanan”
adalah Wegiatan penyimpanan barang vang dilakukan di
pudang tertutup maupun guilang terbuka {lapangan
pooumpukant untuk menunjang kegiatan usahanya.

Hurul ¢

Cukug jelas,
Hurul d

Cukup jelas.
Hurul e

Cukup jelas
Huraf f

Cukup jclas.
Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufh . . .

SK Mo 02752 A
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Hurul h
Cukup jelas.
Hurul
Yang dimaksud dengan “dokumen atgkutan™ antara lain
bill of lading, ofrway bill, dokumen kepabeanan,
Lekarantinaan, sural jalan, dan dokumen anpkutan
barang.
Hurul §
Peng!.lmsan penyelesaian dokumen antara lain dokumen
pengiriman barang domestik atau antarwilayah dalam
neeen dan/atau dan dan ke laar negeri termasuk
tdokumen kepabranan.
Hurul k
Culkup jelas.
Hurul |
Cukup jelas.
Hurul m
Culup ielas.
Hurul n
Cukup j=las.
Hurul o
Cukup jelas.
Hurul p
Culup jelas.

Huraf g

Cukup jtlas,

Huruafr ., ..
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Hurmf r

Culkug jelas,

Huuf =

Cukiuts jelas.

Huruft

Cukup jelas.

Hurut u

Cukivp jelas.

Hirwn v

Cukap jelas.

Avat (2)

Cuknip jelas.

Arat (3}

Cukup jelos.

Fazal 1.3

Cukop jelas.
Fasal 14

ukup yelas,
Fasal 13

Cukup jiaa,
Fa=sal 16

Cukup j=las.
Pasal 17

Cukup jelas.

oK No 092754 A

- 10 -

vanal 1



Pasd. 1%

Cukup jelaxs.
Fasal 13

wukap peias,
Pazal 20

Culaap jelas.
Fasal 21

Cnkup jelaz.
M. A2

Culzup jelas.
Paual 23

Cukup jelas.
Pagal 24

Suiup ing,
razal 25

Cukup pias.
Faaal 26

Avat [1)

Cukup jelas.

forat L), .

Culizp jeins.

Avat 3}

Curuap jelas.

SH Mo (K750 A -
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Avat (4) . ..
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Ayal (4]

Yang dimaksud dengen “stuffing” adalah pekerjaan memuat
barang dari tempat vang ditentukan ke dalarm peti kemias.

Yang dimaksud dengan “stipping”  adalah  pekerjaan
membongkar barang dari dalam peti kemas sampar dengan
rmenyusun di tempat vang ditentukan,

Avat (3]
Cukup jelas.
Avat (&)
Cukup jelas,
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Culkup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
FPasal 30
Cukup jelas,
Pasal 31
Cukup jelas.
Pazal 32
Cukup jclaa.
Pasal 33
Culoap jelas,
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35 . ..
SHE N 095N A
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Kegiatan usaha pengelilaan Kapal (ship managemeny meliputi
perawatan, persiapan docking, penyvedisan suku cadang, perbelkalan,
pengawakan, asuransi, dan sertifikasi Kelaiklantan Kapal,

Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Aval (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Hurufa
Cukup jolas.
Huruf L
Cukup jelas.
Hunid c
Cukup jelas.
Huruf o
Cubup jelas.
Huruf &

Perneriksaan gambar rencana pengedokan Hapal antara
lain rencana pengedokan, gambar rencana paris, gambar
rencana  umum o {gereral arrengsment),  peralatan
Keselamatan Kapal (safety and fire control plarg, pambar
rencanga Kenstruksi dan permesinan (profile constructions
and  machinery), serta gambar bukaan  kuiit {sheil
EXENIFLEION],

Huraf §

SHOMNo (FRISY] A
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Huruf g
Cukug jelas.
Pasal 35
Cukup jelas,
Pazal 39
Avar (1]
Cukvp jelas.
Ayat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufl ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Hurul [

Yang dimaksud dengan “barsag habis pakai” dikenal
dengan runsting siore, conlohnya ral tambat,

Huruf g
Cukup jelas,
Avar |3
Cukup 1=las,

Pasal 440 . ..
SH O Mo (2592 A .



PRESIDEM
REFPUBLLE INTOMESIA

- 15 -

Fazal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Fasal 42

Cukup jelas,
Pasal 4.3

Cukurp jelas,
Pazal 44

Cukup jelas.
FPaszal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jclas,
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Faszal 4%

Culiup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.

Pasnl 32 . . .
SEK HWo 93553 A
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Pasal 52

Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas,
Pasat 54

Cukup jelas.
Pasal 33

Culip jelas,
Paza] 56

Cukup jelas.
Pasal 57

Cukup jelas.
Faral 38

Cukup jclas.
Pasal 59

Pazal ini berasal dari Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Hepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Pemerintah Nomor 64 Tahuan 2015 wentang Ferubahan atag
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Ayat {1}

Cukup jelas.
Ayat {2}

Hurif a

Cukup jelas.

Humii b, .,

Sk No 2504 4
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Huruf b

Yang dimaksud dengan *jaringan jalan" adalah jalan akses
foccess road) lee terminal.

Hurufc
Cukup jelas,
Huruf d

Keamanan dan Lketertiban secara umum di pelabuhan
dijamin oleh Otoritas Pelabuhan yang chlakuktan secara
terpady dan untuk it dapat dibentuk satuan pengaman
oleh Oloritas Pelabubhan, namun untuk masing-masing
terminal  menyadi | tangpung  jawab Badan  Usaha
Pelabuhan,

Hurul e

Cukup jelas,
Hural |

Cukup jelas,
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3]

iCubloup jelas.

Avac (4]

SK Mo 092595 A

Yang dimaksud dengan “keadaan rertenty”™ adalah terjadinya
sesuaty yvang dapat menghambat pemberian pelayvanan jasa
Kepelabuhanan yang haras segera dilakukan pemuhban dan
ticlak dapat menungey pémblayasn darl Angegaran Pendapatan
dan Belanja Negara sehingga diperlukan tindakan yang dilakukan
oleh Badan Usaha Pelabuhan atan pengelola Terminal untuk
Kepentingan Sendiri seizin Otaritas Pelabuhan.

Ayat (o). ..
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Avar 1o
Cubkup jelas,
Fasal &0

Pazal ini berasal dari Pasal 44 Peraturan Pemerinrah Nommoe Gl
Tahun 200% tentang Kepelabuhanan schagaimana telah divbah
tengan Peraturan Pemernntah Nomor &4 Tahun 2015 tentang
Pemiibahan atas Peraturan Pemenintah Nomaor €1 Tahun 2009 tentang
Kepclabuhanan,

Aval (1)

Cukup jelas.
Avar [2)

Cukup jclas.
Avat [3)

Cukup jelas.
AvalL (4

Yang dimaksud dengan "kondizi tectenry”™ apfara lain angsaran
pemerintab pada tabun anggaran berjalan Lidak lersedia untuk
pemchharaan penahan gelombang, Kelam Pelabuhan, Alur-
Pelayaran, dan jaringan jalan.

Yang dimaksud dengan "kemja sama benluk lainnya™ berupa kerja
sama pemnattfaatan, persewaan, kontrak mandjemen, dan kerja
SAINI Operasi.

Avat {3]
Cukup jelas.

Fasal A1

Fasal im1 beresal dan Pasal 6% Porataran Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 wentang Kepelabuhanan schagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nemer 94 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemearintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabubanan,

Fazal 62 . ..

SH Mo UTRIR] A



o

FRE>IOEHN
RFPUALIE INDOMNESIA

- 19 -

Pagal &2

Cukup jelas.
Fasa] 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas,
Pasal 65

Cukup jelas.
FPagzal 56

Cukup jelas.
Pasal A7

Cukup jelas.
Paga] 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Culmip jelas,
Pasal 70

Cukup jelas.
Pasgal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas,
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74. . .

SKE No 92547 A
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Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pazal 7&

Pagal ini berasal dari Pasal 127 Peraturan Pemenintah Momor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Pemerintat Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Momor 61 Tahun 200% tentang Kepelabuhanan.

Pasal 7T

Ayat [1)

Cukup jelas.
Ayat {2}

Cukup jelas.
Avat (3]

Cukup jelas,
Ayat (4]

Yang dimaksud dengan *perubahan data™ antara lain perubahan
penangeungawab dan peruobahan domisili.

Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 7O

Cukup jelas.
Pasal 80

Lukup jelas.

Pasal 81 _ . .

SE No 092508 A
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Pasal 81
Ayat [1)
Cukup |elas.
Ayat (2]
Huruf g
Cukup jclas.
Hurui b
Yang dimaksud dengan *lasilitas  lain® antara  lain
peralatan bonghar muat, gudang, akses jalan nasuk, dun
sumber daya manusia yang menangani.
Hural ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukiup jclas,
Huruf {
* Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Culup jelas.

Pasal 84 . ..

SK No 92599 4
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Faszal ini berasal dar Pasal 2 Peraturan Permerintah Nomor 51 Tahun
2002 tentang Perleapalan,

Avat [1)

Yang dimaksud dengan “pengadaan Kapal” adalah kepiatan
memasuklkan Kapal dan luar negert, baik Kapal bekas maupunn
Kapal baru untuk didafltarkan dalam daftar Kapal Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pembangunan Kapal™ adalah pembuatan
Kapal baru baik di dalam negen maupun di luar neger vang
langsung berbendera Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pengerjaan Kapal® adalah tahapan
pekerjaan den kegiatan pada saat dilakekan perombakan,
perbailzan, dan perawatan Kapal.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan Kapal® adalah bagian vang
termasik dalam perlengkapan navigasi, alat penolong, pensmu
{strioke detactor], dan pemadam kebakaran, radio dap elekironiks
Kapal, dan pcta-peta serta publikasi nautika, serta perlengkapan
penegamatan metecrologi untuk Kapal dengan ukuran dan daesrah
pelayaran tertentu.

Yang dimalksud dengan “ketentuan standar internasional® adalah
berpedoman pada antara lain Safety of Life ot Sea |SOLAS)
Converntion, 1974,

Ayat 2}

Culup jelas.

Avat {3]

Cukup jelas.

Ayat (4]

Cukup jelas.

Ayat (5]

SH Mo 092600 A

Cukup jelas.
Fazal BS . | .
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Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat {1}

Cukup jelas.

Avat (2]

Culup jelas,

Avat |3)

Cukup jelas.

Avat [4)

Cukup jelas.

Ayat {5}

Cukup jclas.

Avar {6)

Cukup jelas.

Avat (7]

Cukup jelas.

Axat [H)

Culkup jelas.

Ayat (3)

PRESIOEM
REPIIBLIE INOOMESIA

-3

Yang dimaksud dengan “jenis dan ulkuren panjang tertentu”
adalah Kapal penumpang senua ukuran dan Kapal barang
uluran panjang 24 {dua puluh efnpat) merer atau lebih.

S No 92001 A
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Avat 110)
Cuknp jelas.
Pasal 87

Fasa) ini berasal dari Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomer 51 Tahbm
2002 tentang Perkapalan,

Ayat (1]

Hurmal a
Cukup jelas.

Huruf b
Cubup jelas.

Huruf ¢
Culup jelas.

Hutal <
Yang dimaksud dengan *pemuacan” adalah segala hal yang
berkaitan dengan aspek pemuatan Kapal, termasuk di
dalamnya garis muat Kapal yang dibukrikan dengan
sertiftkat dan petunjuk pemuatan yang wajib disahkan oleh
pejabat berwenanp seperti perunjuk pengikatan auatan,
informasi fasilitas, dan kegiatan pemuatan yvang merenizhi
aspek keselamatzn yang dibuktikan denpgan keterangan
terkait seperti perhitungan stahilitas dcklarasi barsng
berbahaya, daftar muartan fearge manifest].

Huruf e
Culoup jelas.

Hurul {
Cukup jelas.

Hurufp. ..

SK Mo DRG02 A
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Humil g

Yang dimeksud dengan “manajemen keselamatan dan
pencegahan pencomaran dari Kapal” adalah satu kesatuan
sistem dan prosedur serta mekanisme yang tertulis dan
terdokumentasi bagl perusaharn angkutan lant dan Kapal
maga untuk pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan
peninjauan ulang serts peningkatan terus meneras dalam
rangka memastikan dan mempertahankan terpemubinya
seluruh  kesesuaian terhadap standar keselamatan dan
pencegahan  pencemaran  yang  diperzvaratkan  dalam
ketentuan internasional yung terkait dengan manajemen
Keselamatan Kapal dan pencegahan pencetnarsn.

Hurul h
Cukup jelas.
Avat {3}
Cukup jelas.
Ayat (3]

Sertifikat  Keselamatan Kapal penumpang mancakup  aspek
Keselamatan Kapal dan aspek keselamatan radio.

Avat [4)
Cukup jelas.
Avat (5]
Cukup jelas.
Pazal 88

Paszal i berasal dar Faszl 8 Peraturan Pemerintah Momor 51 Tahon
2002 tentang Perkapalan

Hurmala .

SK O No 092603 A
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Hurf a

Yang ditnaiisud denzan “daerah Pelayaran semua lantan” adalah
pelayaran untuk semna laut di dunia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *dacrah Pclayaran Perauran Indonesia”
adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan
perairan pedalamarn.

Hurul «

Yang dimaksud dengan “daerah pelayaran lokal” adalah daerah
pelayaran vang meliputl jarak dengan radiug 720 [tywh rams
lima puluh] mil laut dari suatu Pelabuhan tujuars,

Jarak ini diukur antara titilc-titik terdekat batas-hatas TeTarat
Pelabuhan sampai tempat labuh vang lazim.

Jika Pelabuhan tujuan dimaksud terletak pada sungai atau
peratran wapl pandu, maka jarak ito diakur dari atan sampal
awak pelampung terluar etaw sampa moara sungai atan batas
luar dan perairan wajib pandi.

Hurni d
Yang dimaksud dengan “daerah Pelayaran terbatas® adalah

daerah pelayaran yang melipati jarak dengan ramuq 100 [serats)
mmul laut dan suatil Pelabuhan topaan.

Jarak int diukur antara titik-otk terdekat atas-batas perairan
Felabuhan sampai tempat labuh yang lazim,

Jika Pelabubhan tujuan dimaksud terletak pada sungal atag
perairan wajib pandu, maka jarak ita dinkur darn atau sampai
awaly pelampung rerluar atau sampai muara =ungai atau batas
Laar dari perairatt wajily pandu.

Husuf =

Yang dimaksud dengan “dac.ah Pelayaran Pelabuhan”™ adalah
perasran  di dalain dacrabh lingkungar Kerja dan  daerah
lingloungan kependngan pelabuhan.

Hurai f

Yang dimaksud dengan *daerah Pelayaran peraran sungai dan
danau” meliput sungai, danau, wadok, kanal, terusan, dan rawa.

Fas=al 89 .

SK No D934 A
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Pasal 89

Pasal im berasal Jari Pasal 10 Peraturan Pemerntah Nomor 51
Tahun 2002 tentang Perkapalan,

Awat 1)

Yang dimaksud dengan “pengukuran” untuk menentukan ukuran
dan tonese Kapal vang dipergunskan untuk menerbitkan surat
ukur atau surat-surat yeng diperlukan.

Ayat {2}
Cukup jelas.
Ayat (3)

Pengubkuran dilakukan univuk menentiikan okuran dan tonase
Kapal yang dipergunakan untuk menerbitkan surat vkur atau
surat-surat vang diperhukan.

Kapal vang ridak digunakan untuk berlayar dapat berupa restoran
terapung, tangla penyimpanan minyak di laut, dan tempat
pengisian bahan bakar minyvak rerapung.
Pazal 30
Cukup jelas,
Pasal 9]
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perubahan data dalam curar ukur”
adalah perubahan data Kapal antara lain panjang, Icbar, tingg,
tonase kotor {gross tonnage), dan tonase hersih [NT).
Avar [2)
Cukup jelas.

Avar (3. ..

SKONo )5 A
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Ayat (3]

Cukup jelas.

Ayat (4]
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukurp jelas.
Pasal 93
Awat [1}
Cukup jelas._
Avat [Z)
Hurul a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢

Yang dimaksud denpan “Kaopal mihk badan hukum

Indonesia® adalah Kapal milik badan hukum Indoncsia

vang merupakan usaha palongan yang mayoritas

sahamnyva dimiliki:

A, perusahaan angkatan laut nasional yang selurub
sabhamnya cdhmilikn olsh warga negare Indonema
untuk Kegatan niags, dan atal

. bedan hukum Indomesia yvang zelurdh sabamnya
dirmiliki oleh warga negara [ndonesia untuk kematan
OUO-niags antara laim kegialan sosial, poaciwiseads,
olahraga.

Ayat {3}
Cukup jelas.

Avat (4], ..
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Ayat [4)

Tanyg dimaksud dengan “grosse akta pendaftaran Kapal' adalab
salinan resmi dari minuta jusli dari akte pendaftaran).

Bukti hak milikk atas Kapal merupakan dakunen kepemilikan
yang disampaikan oleh pemilik Kapal pada sact mendaftarkan
Kapalnya anrara Jain:
a. bagl kapal bangunan bam, vain:

1. kontrak pembangunan Kapal,

2. berita acara serah tarima Kapal; dan

3. surat keterangan galangan;
b.  bagi Kapal yang pernah didaftar di negera, Jain, yaitu:

1. bifl of gale; dan |

2. pretocal of delivery and aceeptance.

Aval [3)
Cukup jelas.
Pasal 94
Avat {1}
Cukup jelas,
Avar {3
Hurmal a
Yang dimaksud denpan “daftar harien” adalah berkas
minuta akta pendafraran beserta semua dokumen yang
dipersyaratkan untuk pendaltaran Kapal,
Hurut b

Vang dimaksud dengan "daftar induk” adalah ringkasan
dari akra pendaftaran vang tnemuat hal-hai penting,

Humfc¢. ..

Sk Mo 6T A
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Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “daftar pusar® adalah daftar Kapal
vang telah terdaftar di Indonesia, yang disusun
berdasarkan daftar induk vang diterima dar seluruh
tempat pendaftaran Kapal.

Ayat |3)
Cukup jelas.
Avat 14)

Yang dimalksud dengan *terbuka untuk umum” adalah semna
Fihak dapat mengajukan  pernintaan untok  mempercsleh
informasi tentang Kapal rerdaftar yang tercatat dalam daltar
indulk.

Ayat {3}
Cukup jelas.
Pagal 95

Paszal inj berasal dan Pasal 20 Peratyran Pemerintah Nomar 51 Tabun
2002 tentang Perkapalan,

Paza] GG

Pesal ini beraszal dap Pasal 23 Peraturan Peroerirtah Nomor 51 Tahun
2002 tentang Perkapalan.

Pasal 97
Cukup jolas.
Paszal 98
Contph tanda pendattaran:

2008 Pst Ho 499911

2005 :  Tahun pendaftaran Kapal
Pst r Eode pengukuran dari tempat Kapal didaftar
No. : Momor

4004
SK Mo (FIZA0H A,



FRESIDEMN
Frredacik IHMONESIA

.51 -
4900 :  Nomer akta pendaltaran Kapal
L : Kode kategori Kepal (L kede kategori untuk Kapal lavt,

N lkode kategori untuk Kapal nelayan, P kede kategor:
untuk Kapal pedalaman yaitu Kapal vang berlavar di
Jungsl dan danau).

Pazal 29

Pasal i berasal dari Pasnl 20 Peraturan Pemerintah Momor 51 Tahun
2002 tentang Perkapalan,

Penarbitan altta peralihan hak milik atas Kapal terdaitar dicatat dalam
daftar [pduk,

Pasal 100

Pasal iri berasal dari Pazal 35 Peraturan Pemerintah Nomar 51 Tahun
2002 tentang Perkapalan.

Ayat (1]

Yang dimaksud dengan “rova® adalah pencoretan hipotek atas
Kapal yang tidak lagi diperlukan sebhagai iaminan kredir.

Avat (2
Cukup jelas,
Avat [3)
Cukup jelas.
Pasgal 101

Pasal i berasal dari Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomaor 51
Tabum 2042 tentang Perkapalan.

FPagal 102

Pasal in1 heraszal dan Pasal 44 Peraturan Peroerintah Homar 51 Tahun
2002 tentang Perkapalan.

Pasal 103

Cukup jelas,

Pasal 104 . ..
SKE Mo 092009 A
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Pasal 104
Ayat (1}
CURkUp *las,
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat |3
Cukup jelas.
Axat [4)
Yang dimaksud dengan *kondisi terentu”™ adalah antzra lain:
a. bencana alam;
b.  bencana non-alam;
¢. bencana sosial: dan/atau

d. pembatasan akses oleh otoritas setempat di mana Kapal
berada.

Pasal 105
Avat [1)
Huraf a

Tang dimaksud dengan “pemeriksaon pertama® adalsh
pemeriksaan yang wajiby dikenakan terhadap Kapal baru
dan Kapal Asing yang diakui menjadi Kapal berbendeara
Indonesia dan dilakukan  aas  galangan  ataw  dok
dilimbungkan).

Dalam hal Kapal Asing dikelaskan pada Badan Klasifikasi
vang diakui dan ditunjuk oleh Pemerintah  Pusat,
kewajiban melimbungkan Kapal dapar dipertimbangkan
sampai dengan jedwal pelimbungan berikutnya.

Huruf by, ..

SH O No 920110 A
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Huruf &

Yang dimaksud dengan “pemeriksasn tahunan® adalah
pemeriksasn yang dilakukan terhadap Kapal setiap 12
(dua las) bulan sekali.

Hurur ¢

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan pembaharuan”
adulah perneriksaan vang wajib dikenakan terhadap Kapal
setiap 5 jlima) tahun sckali.

Hurnf d

Tang dimaksud dengan “pemeriksaan antara”™ adalah
pemeriksaan yang dilakulan bagi Kapal dalam jangka
waktu antara pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan
pembaharuan,

Hurufl e

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan di luar jadwal atau
tambahan” adalahy pemeriksaan yang dilakukan selain
dari pemeriksaan pertama, pemeriksasn  ahunan,
pemeriksaan pembaharian, dan pemeriksaan antara.

Huruf {
Cultup jelas,

Avat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cubup jelas.

Pasal 10&

Ayat (1)
Dalam hal Kapal telah meruenuhi persyaratan, Kapal diberikan
sertifikat sementara sambil menunpou diterbitkannya sertifikac
tetap.

Aval (2. ..

o Mo OUIGL A
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Avat [2)
Cukup jelas,
Ayat {32)
Cukup jelas.
Avat (4}
Cukup jelas.
Avat |5]
Cukup j=las.
Fasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Avat (1)

Dalam hal Kapal yang telalhh memenuhi persvaratan, Kapal
diberikan sertifikat sementara sambil memanggu diterbitkannya
sertilikat tetap,

Avar ()
Huruf a

Bahan fmatenail terdirl atas:

1.  baja misalnya:
a. high ftensile sieel;
b.  bulb piafe; atan
c.  wnequal angle;

2. aluminium mizalnya:
a. marne plate; ataan
br.  profie;

3. stainless .,
K Ne Q926012 A
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3. stairless steel misalnya,

a.  monne plaie; atan

b profie;

danfatau
4,  prpe misalnya:

a. alummmm pipe;

Ir. olumb-ium pipe fttings:
¢, Stainless steel pipe; atau
d

stainless steel pipe fiitings.

Hurul b

Peralatan terdiri atas:
pompa;
lampresor,;
purifier;
botler;
anchor;
anchor ching
hydraulic pouser poek;
ol water separaior;

sewage treatment; atau

= W RSN R DM

0, el

Huraf ¢

Permesinan [mashinery) terdir atas:

1.  mexin inchak {main englne);
4. penset; danfatan

Sl Mo (RIZH30 A
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Propulsi {propulsion) terdiri atas:

Hurul |

propeller;
chaft,
slern tube; danfatau

steertng gear.

istem akomoedast {aoccomodation system} terdiri atas:

lining,

pintu kedap;

Jendela;

ceflirg: dan S atan
heat nsulation,

Peralatan geladak [deck mechinery) terdini atas:

1. windfass,

2. ocapsian;

3. deck cranc;

4. dowits; danfatau

9. air coRditioner unit,
Hurui g

Cukup jclas.
Huruf h

Peralatan keselamaran (safety equipmend) terdin atas:

SK Mo 0920400 A
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1. Ife buoy;
2. fi-fi system;
3. life boat,
4, life rafi danfatau
5. lfe jacket.

Avat [3)

LCukup jelas.
Ayat 14)

Yang dimaksud dengan “ketentuan standar internasional ™ antara
lain Scfery of Life at Sea (SOLAS} Conwvertiorl, 1974 beserta
peratuan pelaksanaannva dan MARPOL, boflast warer
manegenett convention, dan anti-foulmg system conveniign.

Ayat {3}
Cukup jelas.
Avar &)
Hurul a
Yang dimaksud dengan “pengujian pertama’  adalah
peogujian yang dilakukan terhadap alat keselamatan
Palayaran szbelum dipasarkan oleh pabrikan di Indonecsia
untuk memastikan kesesualson tipe alat keselamatan
Pelavaran:
Hurul b

Yang dimaksud denpar “pengujian berkala™ adalah
pcngujian vang dilakukan untuk memastikan bahwa alat
keselamatan Pelayaran masih sesuai denpan parameter
vanpg dipunakan pads sertifikat pengujian pertama dan
pemutakhiran  dokumen  tertenta vang  menjadi
nersyaratan pengujian pertama.

Hurul ¢. ..
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Hurul c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan tabhunan” adalab
pemeriksaan yang dilakukan terhzdap alat Hesglamatan
Pelayaran vang telah dilakukan pengujian pertama ata
penegupian berkala namun tetap diperlukan inspehksi
setelah dilaksanakan pemasangan di atas kapal danfatau

pada perode tertenta wuntuk memastikan alat terscbut
ma%ih berfungsi dengan baik,

Pasal 109
Avat [1)
Culkup jelas,
Avat |2
Calup jelas.
Aval (2]

Yang dimaksud dengan “disesuaikan berdasarkan kectentuan
standar intermasional® adalah ketentuen internasional antara

lain Safefy of Life ot Sea {SOLAS) Corventiorn, 1974 beserta
peraturan pelaksanaannya.

Fasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukuyp jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas.
Avat 3

Cukup jelas.

Avart (<) . ..
SK Mo 1S 16 A
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Avar (4

Tang cimabksud denpan ‘Kapal dibmbungkan®™ adalah Kapal
difakukan perawalan menveluruh sehingga seluruh bagian
bawah badan Kapal tcrmasuk lunas atan dasar kondisi Kapal
terlihat dongan jolas untulk permeriksaan kesempurnaan kondist
Kapal di bawah garis air.

Pelimbungan di luar jadwal jupa diperlukan untuk pemernbgsaan
bagian Kapal ch bawah gans air sebago alubat kecelakaan rang
Lerjacdi.

Fazal 112

Avat (1)
Yang dimaksud dengan "ukuran tertentu” adalah ukuran
panjang Kapal, besar tonase kotor, dan besar daya mesin yang
didasarkan ataz pertimbangan bahwa Kapal memerlukan jasa
Badan Klasifikasi dalam  rangks  permenghan persyVacatan
keselatnatannya.

Aval [2)
Cukup j=las.

Avar 13)
Cukup jclas.

Avat [4)
Cukup jelas,

Avat [5)
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1}
Cukup jelas.

Aval (2}
Culkup jelas,

5K No 078442 A
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Ayat {3]
Cukup jelas.
Avat (4}
Cukup jelas.
Axat (3
Cubaup jelas.
Avat (6]

Yang dimaksud dengan “sumber tenaga yang sesual” adalah
tenaga listrik, melkanik, atau manusia.

Aval (7)
Cukup jelas,
Ayat {8}
Cukup jelas.
rasal 114
Cukup j=las.
Pasai 115
Cukup jelas.
Pazal 116

Cukup jelas.

Paaal 117

~ Pasal imi berasal dari Pasal %4 Perarurap Pemerintah Momer 51
Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Avat 1), . -
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Avat [1}

Yanp dimaksud dengan “persyaratan kelaikan pen Kemas sesuai
tdengan  kerentdan peraturan  perundang-undanpan”™ adalah
persyaratan kelaikan pen kemas vang disiur dalam Konvenst
Internasinnal Keselamatan Kelalizan Petl kemas [(Corvenfion om
aafe Contamersy CS5C) Tahun 1972 beserta amondemonnya yang
dirdlifikast denpan Reputusan Presiden Momor 33 Tabun 1989
tentang Pengesahan Infernotional Convention For Safe Contatmers

(CEC).
Ayat {2
Hurui a

Yang dimaksud dengan “peti kemas bam" adalah peti
kemas yanp scdang atau baru diprodoksi dan belun
pernah dipunakan sebagal alat angkot di Kapal.

Hurul b

Yang dimaksud dengan *peti kemas lama™ adalah per
kemas yang telah diperpunakan dan telah mendaparkan
perserujuan kelaikan peti kernas.

Ayat 3]
Cukup jelas.
Avar 4]
Cubup jelas,
Avar (3
Cukup jelas.
Avat ()
Culiup jelas,
Pazal 1158
Cukup jetas,
Pasal 119
Avat (1)
Cukup jelas.

Avat [2) . ..
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Avat {2}

Cukup jelas.
Avat |3

Cukup jelas.
Ayat (4}

Cukup j=las.
Avat [5)

yang dimaksud dengan “shipper” adalah pengirim barang atau
kKuasanya.

Avar (3]

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga™ adalah Dbadan hukum
Indonesia atauw  Baden Usaha Pelabuhan yang  telah
mendapatkan Perizinan Berusaha penentuan berat kotor pel
ketnas terverifilasi (venfied gross mess VM)

Avat [7)
Pelaksanaan penéntian berat kotor peti kemas werverifileas:
iverified gross mass/VOM) menjadi tangzung jawab shipper
tertmasuk biava yang timbwul.

Ayat {B)
Cukup jclas.

Avat [9)
Culoup jelas.

Pasal 120
Ayat {1}

Pemnelihalacn peti kcmas lama merupakan tanpgung jawab
petnilik peth kemas,

Penelibaraan . .
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Pemeliharaan petl kemas dilakukan melalu

A, program  pemciiksaon berkelanjutan  yang discrojud
(eporoved continuous examination programme ACEP];

B skema pemeriksaan  berkala [penedic examinalion
scheme! PEE),

c. skema pemeriksaan sewakru-wakily berdasarkan standac
internasionat [institule  of infermafbional contminar
feaaars TICLE ataw

d. skema pemeriksaan berdasackan  standar 180 terkait
dengan petl kemas.

Avyat (2}
Cubuf jelas.

Pazail 121

Cukup jelas.
Fazal 122

Cubkup pelasg.
Pasal 123

Avat {1]

Yang dimaksugd  “pelugss pengawas  pemasangan pelat
persergjuan kelakan petl kemaa (C5C Safety Approval Plates®
adalah pelugas dar instans Pemerintah Pusat yvang memiliki
gas dan fungsl keselamatan pelavaran dan secara fangsional
metaksanakan pengawasan terhadap pengpunaan peti kemas.

Avyal (2]
Culkup jelas.
Avar (3]

Cukup jalas.

Faszal 124 . ..
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Pazal 124
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasgal 127
Culiup elas,
Fusal 128
Cubkuip jelas.
Pazal 129
Ayat (1)
Culoup elas.
Avat (2
Huruf a

Dalam hal Pemenntah Pusal belum mencstapkan hasil
penilaian risiko frAsk oessessment), maka pembebasan
pemaauhan manajemen air balas tefap diberikan.

Huruf b
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukup jclas.
Ayat (3}

Cukup jelas.

Avai [4) . ..

SK Mo {922 A
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Avat [4)
Cukup jelas.
FPasal 130
Cukup jelas.
Pazal 131
Cukup jelas.
Pagal 133
Avat (1)

Ketentuan  kewajiban penggurazan bahan hakar dengan
kandungan sulfur maksimal 0,5 % m/m [nel kwna ima persen
mass by mass) dikecualikan bapl Kapal berbendera Indoncsia
yang hanya berlayar di Perairan Indonesia sepanjang beluom
tersedianya bahan bakar di pelabuban yang disinggahi.

Ayat {2}

Cukuyp felas.
Avat [3)

Cukup jelas.
Avat [(4)

Cukup jelas.
Ayat (B

Cukup jelas.
Ayar (&)

Cukup jelas,

Pasal 133

Cukup jelas.

Fasal 134 . ..
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Pasal 134

Pasal ini berazal dar Pazal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
2002 tentanp Perkapalan.

Pasal 135

Cukup jelas,
Pazal 136

Cukup jelas.
Fasal 137

Cukup jelas,
FPasal 1338

Cukup j=las.
Pasal 135

Cukup jelas.
Pasal 140

Cukup jelas.
Pasal 141

Cukup jelas.
Fasal 142

Pagal iml berasal dan Fasal & Meraturan Pemerintah Nomor 5 Tabhun
2010 tentang Kenavigasian.

Avat [1)
Penvelengparaan Alur-Pelayaran dilakukan untak:
a. ketertiban lalu lintas Kapal,
k. memeniter pergerakan Kapal.
&, mengarahkan pergerakan Kapal; dan
d. pelaksanaan hak lintas damazi Kapal Asing.

Avat [2) . ..
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Ayat [2)
Cukup jelas.
Ayat [3)

Yang dimaksud dengan “dapat  didkuisertakan®™ adalah
heikutsertaan Badan Usaha dalam  penyelenggaraan Alar-
Pelayaran pada Terminal  Khusus oatau Termunal  wuntuk
Kepentingan Scndin vang telah memenuhi Merizinan Berusahs
dari Menteri, dan dimaksudkan untuk ikut membangun dan
memeliharae  Alur-Pelavaraty sehubungan dengan keterkaitan
Badan Usaha dimaksud dalam pecmanfaatan Alur-Prlayaran.

Avat 4]
Culkup jeclas.
Pazal 143

Ayat (1)

Culoup jelas
Avat (2]

Culup jclas.
Ayat (3]

Cukup jelas.
Ayat {4}

Culoup jelas.
Ayat {3}

Cukup jclas,
Ayat {6)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurl b ...
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Huraf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud denpan “daerah lainnya® antara lain
dacrah shig to ship transfer [STS), traffic separation
scheme (TS3), dan anchorage area.
Ayat [7}
Cukup jlas.
Avat (B
Cukup jclas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup j=ias.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 147
Culalp jelas.
FPasal 148
Cukup jelas.
Fasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Pasal imi berasal dari Pasal 119 Peraturan Pernerintabl Nomor 5
Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
avar(l). ..
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Avat [1)
Asurans] dapal dilakukan oleh perusshaan asuransi atau

lembapa kocuangan penjamin yang diakul oleh Pemenmntah Pusat
scpertl Pratection and fdemntty Cludy IPS&! Cludy.

Avat [2)
Cukup jclas.
Avat [3}
Huruf a
Yang dimaksud dengon "BEapal perang” adalah Kapal
Tentara Nasional Indoncsia yang ditetapkan sesual
dengan ketontuan peraturan perundang undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruaf d
Cukup jelas.
Ayar (4]
Cukup jclas.
Fasal 131

Pasal int herasal dan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Kenavigasian.

Avat (1]
Yang dimaksud dengan “pemilik Kapal® adalah arang alaw badan

hukum yang namanya terdaftar sebagai pemilik Kapal dalam
JJaltar Kapal yvang resmi sebelum menjadi Kerangha Kapal.

Avat [2) . ..
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Awat [2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4]

FPenetapan tingkat pangsuan Kkewangka Kapal terhadap
kezelamatan  berlayar didasarkan kepada  kepentingan
aperazional Pelayaran dan pengembangen wilayah.

Pasal | 22

Cultup jelas.
Pasal 1533

Cukup jelas.
Pasal 154

Pasal ini herasal derd Pasal 121 ayval (L), ayst (2], dan ayat (3)
Feraturan Pemenntah Nomer 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian,

Pasal 155

Pasal ini berasal dari Pazal 121 ayat (4] Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

FPasgal 156

Pasal ini etrasal dan Pasal 122 Peraturan Pemermtah Nomor 5 Tahun
2010 ventang Kenavigasian.

Avat (1]

Cukup jelas.
Ayat {2}

Cukup jelas.
Avat {3)

Culkup jelas,

Ayat (4] . . .
SHONG (F12e28 A
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Ayat (4]
Yang dimaksud dengan “lla melaksanakan penyingkirdn
Keranglta Kapalnya sehingga mengakibatkan  terjadinya
kecelakaun Kapal® yaitn tidak melaksanakan kewapban berupa:

a. melaporkan segera Kerangka Kapalnya yang berada di
Perauran Indontsis; dan

b. pemasangan Saraaa Banta Navigasi-Pelayaran pada lokasi
Kerangka Kapal.

Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158

Pasal ini brrasal dard Pasal 126 Peraturan Pemerineah Nomor 5 Tahun
2010 tentang Kenavigasian.

Avat [1}
Cukup jelas.
Avat (2]

Pelaksanaan kegiatan Salvage memperhetikan pula kelestarian

lingkungan.

Penggunaan t2naga kerja asing dan Kapal Asing dilakuakan gesuai
dengan keteniuan peraturan perundang-undangan.

Avat (I}
Cukup jelas.
Pazal 159
Cubup jelas.
Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 181 . ..
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Pasal 161

Pasal ini berasal dari Pasal 127 Peratoran Pemerinlah Nomer 5
Tabhun 2010 tentang Kenavigasian.

Pasal 162

Cukup jelas.
Fasal 163

Cyukug jelas,
Fasa) 164

Cukup jelas.
FPaszal 165

Cukup jelas.
Faszal 165

Cultup jelas.
Pasal 167

Culoup jelas,
Pasal 168

Culyp jelas,
Pasal 169

Cukup jelas.
Pasal 170

Cukup jelas.
Pasal 171

Cukup jelas.
Pazal 172

Cukup jelas.

Pasal 173 . ..
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Pasal |73

Cukup jelas.
Fasal 174

Cukup jelas.
Pasgal 17>

Cukup jelas.
Pasal 176

Cukup jelas.
Faszal 177

Cukup jelas.
Pasal 178

LCukup jelas.
Fazal 179

Cukup jelas.
Fasal 180

Avat [1)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurul b

Cukup jelas,

Huruf ¢

Cultup jelas,

Huruf d

Cukup jelas.
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Huruf e

Cukup jclas,
Huruf 1

Cukup jelas
Huruf g

Culmup jelas.
Hurul h

Cukiup jelas,
Huruf1

Yang dimaksud dengan “training™ adalah proses melatib
petugas dan persofiel orgamsast erhadap tapas dan
tangpuny  jawab keamanan yang ditctapkan uantuk
memastikan kecukupan pengetahuan mereka.

Yang dimaksud dengan "drll” adalah proses melatih
petugazs dan personel organisasi terhadap tugas dan
taEnggang jawab keamanzn yang  ditetapkan  uniok
mernastikan kecukupan keterampilan merelea

Tang dimaksud dengan “erercise” adalah latiban samulasi
menghadap ancaman atad insiden keamanan Kapal dan
Fasilitas Pclabuhan dengan melibatkan penanpgung
Jawab keamanan terkait untuk menguji  koordinasi,
respons, ketersediaan, don kemampuan sumber dava
atay dampak kondisi keammanan terhadap arganisasi.

Hurul j

Cukup jelas.
Hurf k

Cuakup jelas.
Hurui |

Cukup jelas.

Humaim- ..
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Hural m
Cukup jelas.
Huruf n
Culidp jelas.
Hurul o
Cukup jelas,
Hurui p
Cukup jetas.
Hurnaf g
Cukup jclas.
Hurufr
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cuakup jelas,
Ayat (3]
Cukup jclas,
Ayat (4]
Culnip jelas,
Ayat {3]
Cuknp jelas,
Pasal 1Bi
Culiup 1=laa,
Pasal 182

Cukup j=las.
Pasal 133 . ..

SK Mo OU2633 A
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Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Fasal 186

Colup jelas.

Pasal 187

Cukiuty jelas.

Fazal 1828

Cukup jelas-

Pasal 189

Cukugp jelas.

Pasal! 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas,

Paszal 143

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup j&las,
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Pagal 193
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 197
Culup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Fazal 194
Cukup jelas.
Pasal 200
Yapg dimaksnd dengan “kondisi tertentu” antara lain:
8. hencana alam;
b.  bencana non-alam; dan/atau

c. bencana sosial.

Pasal 204
Avat [1)
Yang dimaksud dengan “IMO GISIS (global milegraled shipporng
nformation sysfem)” adalah suatu sisicm yang memuat informasi
perkapalan yang secara global terintegrasi.
Avat (2)
Cukup jclas.
Fasal 202
Culmp jelas.

Pasal 203 ...
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Pasal 203

Cukuap jelas.
Pasal 204

Cukup jelas.
Pasal 205

Cukup jelas.
Fagal 206

Cukup jelas.
Pagal 207

Ayat (1}

Culeup jelas.
Awvat (2]

Alasan  belam  diterbitkannya SoCPF misalnya  karena
persyaratan belum lengKaty.

Ayat {3}
Cukdp jelas.

Fasal 208

Cukup jelas.
Pasal 209

Cukup jelas.
Pasal 210

Cukup jelas.
Fazal 211

Cukup jelas.

Pasal 212, .,

SK Mo UD2I6260 A



&

MRESIDEN
REPUELIF 1MOOHESLA

- 5G
Pesal 212

Culiup jelas.
Fasal 213

Cukup elas.
Pasal 214

Culkup jelas.
Paszal 212

Cukup jelas.
FPazal 216

Cukup jelas.
Fasal 217

Cukup ielas.
Pasal 218

Cukup jelas.
Pasal 219

Cukup elas.
Pasan 220

Cukup jelas.
Pasal 221

Cukup jclas,
Pasal 2322

Cukup jelas.
Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224 . ..
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Pasal 224

Cukup jelas.
Pagal 225

Cukup jelas.
Pasal 226

fCukup jelas.
Pasal 227

Cukup jelas.
Pasal 228

Cukup jelas,
Pagal 229

Cukup jelas,
Pazal 230

Cukup jelas.
FPasal 231

Cukup jelas.
Pasal 232

Cukup jelas.
Pasal 2243

Cukup clas.
Paszal 234

Lukup jelas,
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